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Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan
karunia-Nya, Dokumen Rencana Penanggulangan disebut Rencana Penanggulangan Bencana
(RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana. Tata laksana penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana bagi perangkat daerah
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di mana perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian
dari perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar
sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota,
BPBD atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib
memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Dengan Hal tersebut
maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari
pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga
ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap
implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam
rencana strategis (Renstra) dari masing-masing. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
ada di Kota Cirebon.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
dokumen RPB ini. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan ugas
pelayanan publik untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kebencanaan di

Kota Cirebon sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon.

Kepala Pelaksana D Kota Cirebon

Andi Wibowo, S.So0s., M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencananya adalah membuat suatu rencana untuk
penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga salah satu
yang harus dipenuhi oleh SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan Permendagri No. 101/2018.
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang
memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran
penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko
bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana,
dan pasca bencana. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Kota Cirebon adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan
risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif,
sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan
masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
(Renstra). Dokumen ini nantinya diharapkan memiliki manfaat dapat menjadi bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan

untuk upaya penanggulangan bencana di Kota Cirebon.

Prioritas bencana yang akan ditangani oleh Kota Cirebon untuk lima tahun ke depan,
diantaranya adalah bencana banjir, cuaca ekstrim, dan gempa bumi. Berdasarkan bencana
prioritas, maka disepakati yang menjadi isu strategis penanggulangan bencana di Kota Cirebon

adalah sebagai berikut:

1.  Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana

2. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal
untuk mengatasi ancaman bencana prioritas

3.  Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan
gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim

4.  Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum
memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banyjir,

cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi)



Tujuan penanggulangan bencana di Kota Cirebon yang utama adalah menciptakan Kota
Cirebon yang Tangguh Bencana (CIREBON KOTA CINTA) dengan sasaran yang ingin
dicapai adalah: 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak perubahan
iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumberdaya alam untuk
kesejahteraan masyarakat Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam
penanggulangan Bencana; 2) Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 3) Terwujudnya
penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip
pengurangan risiko bencana; 4) Menurunnya ego sectoral dalam penanggulangan bencana di
kota Cirebon dan wilayah sekitarnya; 5) Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang
terlibat dalam PB; 6) Meningkatnya investasi dalam upaya mitigasi bencana prioritas melalui
mitigasi struktural; dan 7) Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi

non-struktural.

Dari tujuan dan sasaran, diturunkan menjadi program berdasarkan isu strategis, diantaranya

adalah:

Program perkuatan bangunan gedung yang tahan gempa
Program kolaborasi dengan perguruan tinggi

Program penanganan kerawanan pangan

Program penelitian dan pengembangan daerah

Program penanggulangan bencana

Program pengelollan informasi dan komunikasi publik
Program pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program penataan kawasan pesisir

A e R e

Program pengelolaan persampahan
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. Program pengelolaan Pendidikan
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. Program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM)
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. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
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. Program penelitian dan pengembangan daerah
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. Program pengembangan sumber daya manusia
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. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
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. Program penataan kawasan pesisir
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. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

—
o0

. Program pengembangan kawasan permukiman dan rumah



19. Program penataan ruang detil berbasis mitigasi bencana

20. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)

21. Program pnegelolaan dan pengembangan sistem drainasi

22. Program pengembangan jasa konstruksi

23. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan
non-kebakaran

24. Program perkuatan bangunan gedung

25. Program Pengarusutamaan Gender ( PUG ) dan Pemberdayaan Perempuan.

26. Program Aplikasi Informatika.

27. Program Pengembangan UMKM.

28. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

29. Program ketahanan Sumber Daya Air

30. Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

31. Program Penyelenggaraan Jalan.

32. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

33. Program Penataan Bangunan Gedung.

Karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, bukan hanya pemerintah saja,
maka dalam dokumen ini juga didorong keterlibatan dari non-pemerintah. Para pihak non-
pemerintah di daerah, yang terdiri dari 4 unsur masyarakat antara lain dunia usaha, perguruan
tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media, dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada
seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masing-masing unsur tersebut

memiliki tugas dan kepentingan masing-masing dalam penanggulangan bencana, antara lain:

1. Dunia Usaha

Unsur dunia usaha yang diwakili oleh KADIN Kota Cirebon memiliki tugas melakukan
dukungan terhadap proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan
pemulihan pasca bencana. Disamping itu KADIN memiliki kepentingan atau orientasi pihak
dalam penanggulangan bencana yaitu membantu proses mitigasi, pengurangan risiko bencana,
tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana dalam penanggulangan bencana. Tugas dari
dunia usaha diantaranya adalah melakukan dukungan terhadap proses mitigasi, pengurangan

risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
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2. Perguruan Tinggi

Unsur perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon.
Dengan berlandaskan vinalisa Tridarma Perguruan Tinggi memiliki tugas melakukan kajian
dan penelitian dalam mengurangi risiko bencana di suatu kawasan. Disamping itu kepentingan
atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah dengan membantu melakukan

kajian-kajian dan vinalisa potensi dampak juga strategi dalam pengurangan risikonya.

3. Organisasi Masyarakat Sipil

Unsur organisasi masyarakat sipil yang diwakili oleh Forum Siaga Bencana Kota Cirebon
memiliki tugas menyediakan data dasar untuk pengurangan risiko bencana termasuk profil
ancaman dan risiko bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak
dalam penanggulangan bencana adalah menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi

para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan PRB di Jawa Barat.

4. Media

Unsur media yang diwakili oleh Radar Cirebon memiliki tugas memberi gambaran suatu
wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana kepada publik, menginformasikan mengenai
jenis bencana, kapan terjadinya, lokasi, serta dampak dan kebutuhan korban. Disamping itu
kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah melalui pemberitaan,
baik media cetak, maupun online tentang potensi bencana di daerah sehingga menjadi atensi
para pemangku kepentingan, menyampaikan informasi yang valid terkait kejadian bencana

kepada masyarakat luas.

Dalam dokumen ini juga dituliskan bagaimana monitoring dan evaluasi untuk memastikan
bahwa rencana aksi pengurangan risiko bencana Kota Cirebon diintegrasikan ke dalam rencana
pembangunan lainnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap semester dan

setiap tahun.
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DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon ini, maka

disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Daerah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau
non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi
analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial
maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala
besar.terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.

Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran
menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman,
tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.

Kapasitas (capacity) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki
pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri,
mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat
memulihkan diri dari akibat bencana

Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat
untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bencana
tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan,
yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna.

Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia

akibat bencana.
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Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana
dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

Mitigasi fisik (structural mitigation) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko
bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi
ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.

Mitigasi non-fisik (non-structural mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk
mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan
kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah
dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
di daerah.

Pemaduan adalah memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana
pembangunan nasional dan daerah.

Pemulihan (recovery) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan
hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.

Penanggulangan bencana (disaster management) adalah upaya yang meliputi: penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi
bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pencegahan (prevention) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
sebagian atau seluruh bencana.

Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari
tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk
bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan
penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga
tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan
menyeluruh.

Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh

lembaga yang berwenang.
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Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara
bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan
bencana.

Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada
Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta
menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan
dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian,
sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Rencana aksi daerah adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam
jangka waktu tertentu.

Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana merupakan pemaduan rencana-
rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan
risiko bencana.

Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang
didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana
kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak
terjadi.

Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB
adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2025
sampai dengan tahun 2029.

Risiko (Risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam,
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hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan
masyarakat.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang
berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada
RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah wujud susunan dari suatu tempat
kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari
tempat tersebut. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat
berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan
aspek fungsional.

Sendai Framework adalah cetak biru universal tentang bagaimana pemangku
internasional harus secara aktif mencari ketahanan untuk meminimalkan risiko terhadap
bencana alam.

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk
menanggulangi bencana.

Tanggap darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,
yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan

prasarana dan sarana.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika risiko bencana dapat berubah seiring perkembangan komponen-komponen ini,
sehingga evaluasi dan pembaruan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menjadi penting
untuk menjamin efektivitas pengelolaan risiko. RPB, sebagai dokumen yang mengatur strategi
dan kebijakan penanggulangan bencana, disusun dengan mempertimbangkan kewajiban yang
diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan
peraturan teknis lainnya. Dokumen ini mengintegrasikan pendekatan lintas sektor dengan
melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah pusat,
daerah, maupun komunitas. Selain itu, RPB berperan dalam merumuskan langkah konkret di
setiap fase penanggulangan bencana—mulai dari fase pra-bencana yang mencakup pencegahan

dan mitigasi, fase tanggap darurat saat bencana, hingga fase pemulihan pascabencana.

Sesuai dengan kerangka pembangunan daerah, RPB memiliki posisi yang setara dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang berlaku lima tahun sekali. Pembaruan
ini bertujuan untuk memastikan RPB tetap relevan dengan isu-isu strategis terbaru, termasuk
perubahan lingkungan, iklim, serta perkembangan sosial-ekonomi yang mempengaruhi risiko
bencana. Dalam proses penyusunan, terdapat sinkronisasi antara arah kebijakan RPB dan
RPJM, di mana RPB menjadi bahan tinjauan dalam penyusunan RPJM, begitu pula sebaliknya.
Integrasi ini juga memperkuat keselarasan antara rencana aksi penanggulangan bencana

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.

Dengan perkembangan situasi selama dua tahun terakhir, penyusunan RPB 2025-2029
diperlukan untuk mengadaptasi strategi terhadap dinamika risiko yang muncul, serta
memberikan landasan kebijakan yang lebih kuat bagi RPJMD Kota Cirebon pada tahun 2025-
2029. Dokumen RPB yang diperbarui ini diharapkan mampu menjadi panduan yang lebih
efektif bagi pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dan memitigasi risiko bencana

dengan respons yang tepat, terencana, dan menyeluruh.
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1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon

adalah:

a. Menjadikan dokumen ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan
bencana di Kota Cirebon.

b. Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang
mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat
koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan

untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra).

1.3. Kerangka Pikir

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon untuk tahun 2025 —
2029 berangkat pada bencana prioritas yang ingin ditangani. Berdasarkan kemampuan yang
dimiliki daerah serta gap yang menjadi akar permasalahan dalam meningkatkan risiko bencana

prioritas tersebut.

Dari banyaknya akar permasalahan yang dilihat dari keterpaparan, ketahanan daerah serta
masalah pokok pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Cirebon, ditentukan beberapa
isu strategis yang memungkinkan untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan
isu strategis tersebut, kemudian ditentukan rencana aksi dalam menanggulangi bencana
prioritas di Kota Cirebon. Gambar berikut menunjukkan kerangka pikir dalam penyusunan

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Cirebon untuk tahun 2025 —2029.
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RPB Kota Cirebon 2025 - 2029
Berdasarkan Gambar di atas, hal yang melatarbelakangi penyusunan Dokumen RPB ini adalah
perlunya untuk mengurangi tingkat risiko bencana dalam kurun waktu lima tahun berdasarkan
hasil kajian risiko bencana. Keterbatasan waktu dan sumber daya, maka ditentukan bencana

prioritas yang dapat ditanggulangi dalam lima tahun.

Berdasarkan bencana prioritas tersebut, kemudian ditentukan hal-hal mendasar yang dapat
meningkatkan tingkat risiko bencana tersebut. Selain itu, dilihat pula dari kemampuan daerah
serta isu yang muncul di daerah melalui gap yang muncul dalam visi misi kepala daerah atau
RPJMD. Dari sekian banyak akar masalah, di tentukan masalah yang paling mendasar yang
bisa ditangani dalam waktu lima tahun, dan menjadi isu strategis. Berdasarkan isu strategis
untuk bencana prioritas di Kota Cirebon, maka kemudian disusun kerangka kerja

penanggulangan bencana.

Dalam menyusun kerangka kerja penanggulangan bencana di Kota Cirebon, maka ditentukan
tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan, yang mengacu pada dokumen-dokumen
perencanaan penanggulangan bencana baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat.
Kerangka penanggulangan bencana tersebut diturunkan mulai dari program, kegiatan hingga
sub kegiatan dengan pembagian kewenangan siapa yang menjadi leading sektor untuk rencana

aksi penanggulangan bencana tersebut.

Rencana aksi tersebut perlu dipetakan secara spasial untuk memudahkan melihat dimana

kegiatan tersebut akan diselenggarakan. Program penanggulangan bencana tersebut
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diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di Kota Cirebon, provinsi dan juga di tingkat
nasional. Selain itu, perlu untuk mendorong stakeholder lain selain pemerintah untuk terlibat
aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana yang tercantum dalam rencana aksi tersebut

melalui pemaduan para pihak.

Pemerintah Kota Cirebon juga perlu untuk memastikan rencana aksi tersebut terintegrasi ke
dalam rencana pembangunan kabupaten dan juga rencana kerja setiap OPD di Kota Cirebon,
oleh karena itu perlu dilakukan suatu monitoring dan evaluasi terkait pengintegrasian rencana

aksi tersebut.

1.4. Kedudukan Dokumen

Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan
pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi
dengan baik. Rencana, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai ‘kerangka kerja’
(framework) dan ‘rencana’ (plan). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa

melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis).

Rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, berapa targetnya,
berapa pendanaannya, apa output, outcome dan impact yang akan dihasilkan (rencana yang
bersifat dinamis). Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia telah diwujudkan dalam
Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana (Renas PB). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden
No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun

mendatang.

RIPB membuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga menjadi acuan penyusunan
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka

menengah daerah (RPJMD).

RENAS PB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan
penanggulangan bencana tingkat nasional. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses
penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana yang termasuk
dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat

seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata
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kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan
dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Adapun

kedudukan RPB dengan dokumen lainnya ditunjukkan oleh Gambar berikut.

SDG's Rencana Rencana Rencana
SFODRR & Jangka Jangka Strategis Rencana
Deklarasi Panjang Menengah Sektoral Tahunan
Paris 2030 (20 tahun) (5 tahun) (5 tahun)

RPUP RPJUM RKP

Nasional Nasional Nasional

Rencana
NBYRVJ, : Nasi 3 Renja K/L
asona PB

RPJP RPUM RKPD
Provinsi Provinsi Provinsi

Renstra
OPD

Provinsi

Rencana
PB Renja OPD
Provinsi

RTRW

Provinsi Provinsi

RPJP RPJUM
Kab/Kota Kab/Kota

RTRW Renja OPD

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

Gambar 1.2 Kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diantara
Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

(Sumber: BNPB, 2023)
Rencana Penanggulangan Bencana ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Walikota Cirebon tentang Penanggulangan Bencana, dan diadakan penyesuaian-penyesuaian
sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah serta penanganan
penanggulangan bencana daerah Kota Cirebon. Setiap rencana yang dihasilkan dalam
perencanaan ini merupakan penyelarasan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukan dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahunan, Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). RPB disusun
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agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan

dengan baik. Adapun posisi dan kedudukan RPB:

a. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah,
baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi

b. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana
Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah

d. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah

e. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya

Secara umum, kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dalam dokumen

perencanaan pembangunan lainnya di Kota Cirebon disajikan dalam Gambar berikut.

Perencanaan Penanggulangan Bencana

RIPB 2022-2044

Perencanaan Pembangunan

|
i
I
RENAS PB :
¥ |

PERWALKOTA

— CIREBONNO.74 === RPBKOTA CIREBON RPJMD KOTA CIREBON RTRW KOTA CIREBON
TAHUN 2012

l

KRB KOTA CIREBON RDTR KOTA CIREBON
2018-2023

PERGUB JAWA BARAT
1 TAHUN 2020

Gambar 1.3 Kedudukan Dokumen RPB dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan
Lainnya di Kota Cirebon

Sedangkan kedudukan dokumen RPB dalam Dokumen Perencanaan kebencanaan lainnya

ditunjukkan oleh Gambar berikut.
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Kajian Risiko
Bencana (KRB)

Rencana
Penanggulangan
Bencana (RPB)

RPKB
Rencana-Rencana = = I Rencana Rehabilitasi dan
Teknis PRB/Rencana Aksi PRB ( ﬁgggpﬁaggagggg:r:‘%a” Rekonstruksi

Rencana ‘ Rencana Aksi Rehabilitasi
Kontingensi dan Reknonstruksi
(Renkon)

(Renaksi RR)

Rencana Operasi
Darurat Bencana
(RenOps)

Gambar 1.4 Kedudukan Dokumen RPB dalam Dokumen Perencanaan Kebencanaan
Lainnya

(Sumber: BNPB, 2023)
1.5. Lingkup Kajian
Ruang Lingkup dalam penyusunan dokumen RPB ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan

ruang lingkup materi.

Ruang lingkup wilayah meliputi seluruh Kota Cirebon. Adapun ruang lingkup materi dalam

penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana, yaitu:

1. Lingkup Risiko Bencana. Jenis-jenis ancaman bencana di daerah sesuai dengan hasil
Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik ancaman bencana lain yang belum masuk
dalam Kajian Risiko Bencana, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.

2. Lingkup Jenis Rencana Aksi. Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan
dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme
pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi
disesuaikan dengan kewenangan kabupaten sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.

3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi. Semua pemangku kepentingan penanggulangan
bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat,
perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam

pelaksanaan rencana aksi/kegiatan PB.

Dokumen RPB Kota Cirebon menjadi panduan yang dijabarkan dalam bentuk visi dan misi

yang diturunkan menjadi kebijakan, rencana dan program kegiatan serta alokasi anggaran yang
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menjadi tugas Pemerintah Kota Cirebon dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

1.6. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon Tahun 2025-2029

merupakan pembaharuan dari Dokumen RPB Kota Cirehon Tahun 2025-2029 yang disusun

dengan mengacu pada landasan hukum berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21-

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan
Bencana tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
204);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/2018 tentang Standar Teknis Dasar pada SPM

Sub-urusan Bencana Daerah

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan
Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Peningkatan Kapasitas
Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Cirebon Tahun 2018-2023;
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21.

22.

23.

24.
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Cirebon 2018-2023;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 Rencana Detail Tata Ruang Tahun
2021-2041.

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Cirebon;

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Cirebon,;
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BAB II KARAKTERISTIK DAN
ISU STRATEGIS KEBENCANAAN
DAERAH

2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah

2.1.1.Karakteristik Wilayah

Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas
pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 6,41° Lintang Selatan dan 108,33°
Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon
memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11

kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut + 5 meter.

Secara administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua)
kelurahan (Gambar 2.1) dengan luas wilayah administratif sekitar 37,358 km? atau sekitar
3.736 hektar, masing-masing luas wilayah per kecamatan ditunjukkan di Tabel 2.1. Kota
Cirebon dibatasi oleh perairan, sebelah utara Kota Cirebon berbatasan dengan Sungai Kedung
Pane, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Banjir Kanal di Kabupaten Cirebon, sebelah

selatan berbatasan dengan Sungai Kalijaga dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2.1 Luas Wilayah per Kecamatan Kota di Cirebon Tahun 2021

No. Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas (Ha)
1 | Harjamukti Kalijaga 1.784,93
2 | Lemahwungkuk Pegambiran 159,31
3 | Pekalipan Pekalipan 148,47
4 | Kesambi Kesambi 75,26
5 | Kejaksan Kejaksan 65,97
Jumlah 4.002,08

Sumber : DPUTR Kota Cirebon, 2023
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Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Cirebon.
Topografi

Topografi Kota Cirebon yang sebagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-
rata £5 meter di atas permukaan laut memberikan pengaruh signifikan terhadap potensi dan
dampak bencana, terutama banjir. Dengan kondisi ini, ketika terjadi hujan lebat, kemampuan
aliran air untuk mencapai laut menjadi lambat, sehingga menimbulkan genangan yang mudah
meluas, khususnya di kawasan-kawasan rendah dan sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi
ini juga meningkatkan risiko banjir rob, terutama di wilayah yang lebih dekat dengan garis

pantai.
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Selain itu, perbedaan ketinggian yang signifikan, seperti yang terdapat di Kelurahan Argasunya
di Kecamatan Harjamukti, dapat memicu risiko tanah longsor di lereng-lereng terjal. Meski
luas area yang berpotensi longsor relatif kecil dibandingkan dengan wilayah rawan banjir, tetap
diperlukan upaya penguatan lereng di daerah-daerah berbukit untuk mencegah kerugian akibat

tanah longsor.

Kondisi topografi Kota Cirebon juga berdampak pada cuaca ekstrem seperti angin puting
beliung. Daerah dataran rendah yang dekat dengan garis pantai dan minimnya pelindung alami,
seperti pepohonan besar atau bukit, membuat Kota Cirebon lebih rentan terhadap puting

beliung, yang sering kali merusak bangunan dan menumbangkan pohon.

Hidrologi

Potensi air Kota Cirebon meliputi air tanah dangkal, air tanah dalam, air permukaan, dan air
laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5 — 10 meter untuk dataran rendah dan
mencapai 20 — 30 meter untuk dataran tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air
tanah di kawasan pantai pada umumnya sudah terkena intrusi air laut. Air bersih sebagai
konsumsi rumah tangga sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Giri Nata Kota Cirebon, yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis

Kabupaten Kuningan.

Kota Cirebon memiliki 4 (empat) sistem sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu
Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Si Cemplung dan Sungai
Sijarak), Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai Cikalong,
Sungai Cideng, dan Kali Lunyu) yang mengalir ke seluruh wilayah kota hingga ke pesisir.
Kondisi ini membuat kota sangat bergantung pada kapasitas aliran sungai dan sistem drainase

untuk menangani limpasan air hujan.

Namun, sungai-sungai ini sering mengalami sedimentasi dan pendangkalan, yang mengurangi
kapasitas tampung dan memperlambat aliran air, terutama saat terjadi hujan lebat. Akibatnya,
wilayah permukiman, infrastruktur publik, serta lahan produktif menjadi rawan terdampak
banjir dan genangan yang dapat berlangsung lama. Hal ini diperparah oleh keberadaan pompa
pembuangan air yang meskipun ada, belum cukup memadai untuk mempercepat pembuangan

air ke laut dalam kondisi ekstrem.

Selain itu, air tanah di kawasan pantai telah mengalami intrusi air laut, yang memperparah

risiko kekurangan air bersih, terutama di musim kemarau. Intrusi ini juga meningkatkan risiko
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banjir rob, di mana air laut menggenangi wilayah pesisir saat pasang tinggi bersamaan dengan
intensitas hujan yang tinggi. Dalam cuaca ekstrem, air rob yang masuk dari laut akan

membebani sistem drainase kota, sehingga aliran air dari sungai menjadi lebih lambat.

Klimatologi

Kota Cirebon memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata tinggi, antara 24,1°C hingga
31,2°C, dan curah hujan tahunan mencapai 2.323 mm, dengan intensitas tinggi pada bulan-
bulan tertentu. Fluktuasi cuaca ini berpengaruh langsung terhadap pola risiko bencana,

terutama banjir, angin puting beliung, banjir rob, dan kekeringan.

Curah hujan tahunan Kota Cirebon cukup tinggi, yaitu sekitar 2.323 mm per tahun, yang
terdistribusi dalam 87 hari hujan rata-rata. Hal ini dapat menyebabkan aliran sungai utama,
seperti Sungai Kedung Pane dan Kalijaga, sering mengalami luapan. Kapasitas drainase di
wilayah dataran rendah Kota Cirebon yang terbatas memperburuk situasi ini, sehingga potensi
banjir meningkat, terutama di wilayah-wilayah padat permukiman seperti Kecamatan
Harjamukti. Sementara itu, pada musim kemarau, suhu yang tinggi dan minimnya curah hujan
menyebabkan kondisi kekeringan, yang berdampak pada pasokan air bersih. Intrusi air laut
pada musim kering memperburuk akses air bersih di kawasan pesisir. Selain itu,
ketergantungan pada sumur dan PDAM dari sumber luar, seperti Cipaniis di Kabupaten
Kuningan, membuat beberapa wilayah di Cirebon rentan kekurangan air selama musim

kemarau.

Aspek Geologis

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokan menjadi dua kelompok
besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material aluvial endapan quarter (Qa)
dengan luas wilayah 2.877,76 Ha dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen pliosen —
plistosen dengan luas total 1.061,24 Ha. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi
menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah alluvial dengan luas lahan 2.509,27 Ha, tanah
latosol dengan luas 322,84 Ha dan jenis tanah grumosol dengan luas lahan 1.106,91 Ha. Jenis
tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari endapan lava dan piroklastik (pasir,

lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai.

Tanah aluvial, yang dominan di dataran rendah, memiliki karakteristik yang lebih rentan
terhadap genangan air, terutama selama musim hujan. Tanah ini cenderung kurang stabil saat

terendam air dalam waktu lama, yang memperparah risiko banjir di daerah yang rentan.
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2.1.2. Keterpaparan

Aspek keterpaparan melingkupi demografi, perekonomian, serta guna lahan di Kota Cirebon.
Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Penduduk dan Catan Sipil Kota Cirebon Tahun
2023, diketahui total penduduk di Kota Cirebon adalah sejumlah 348.912 jiwa dengan
komposisi laki-laki dan perempuan yang hampir sama, yaitu laki-laki sebanyak 175.005 jiwa

dan perempuan sebanyak 173.907 jiwa.

Berdasarkan piramida penduduk, Kota Cirebon banyak didominasi oleh penduduk usia

produktif yaitu usia 20 sampai 54 tahun, seperti ditunjukkan pada Gambar berikut.

>75 6013

Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kota Cirebon
Sumber: Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Cirebon, 2023

Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon berjumlah sekitar 74.694 jiwa atau sekitar 21% dari
jumlah penduduk total di Kota Cirebon. Adapun jumlah penyandang disabilitas menurut data
dari Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2023 berjumlah 600 orang.

Keterpaparan dari sisi ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Ekonomi di Kota Cirebon.
Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar
3,04 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan signifikan adalah Real Estate sebesar 12,48 persen. Sementara itu,
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa
Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan, yang memiliki peran dominan juga
mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,68 persen, 2,82 persen dan 2,42 persen.

Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi diantaranya Pengadaan
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Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,83 persen dan Jasa Perusahaan

sebesar 6,57 persen.

268 282

= M

T ITE T
lﬁ.l- lE

Perdagangan; Jasa Keuangan Transportasi Industri Konstruks Informasi & Penyediaan Jasa Lainnya
Reparasi Mobil dan Asuransi dan Pengolshan Komunikasi Akomodasi&  Pendidikan
& Motor Pergudangan Makan Minum
®m Tahun 2021 Tahun 2020 m Tahun 2019
Sumber: BPS

Gambar 2. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen) Tahun 2021

Perekonomian Kota Cirebon berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

atas dasar harga berlaku Tahun 2021 mencapai Rp 24.494,81 milyar dan atas dasar harga

konstan 2010 mencapai Rp 17.154,55 milyar.

2.2. Sejarah dan Trend Kejadian Bencana di Kota Cirebon

Berdasarkan sejarah kejadian bencana di Kota Cirebon sejak tahun 2017, banjir merupakan

bencana yang dominan terjadi, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kejadian Bencana di Kota Cirebon 2017-2024

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

Jenis Ancaman Tahun Kejadian Total

Bencana 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017-2024
Banjir 9 27 4 15 2 31 22 20 130
IC)uqca Ekanm/Angm 7 3 ) 3 ) 4 7 43

uting Beliung
Gelombang Ekstrim dan ) 3 12 ) 19
Abrasi
Gempa Bumi 3 3 6
Kekeringan 1 1 1 1 1 5
18
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Jenis Ancaman Tahun Kejadian Total
Bencana 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017-2024

Letusan Gunung Api 0
Tanah Longsor 6 1 6 6 5 3 4 31
Lcbakaran Hutan dan 30 1| | 13 18 | 2 66
Kebakaran Bangunan 9 26 12 4 51
Jembatan Ambruk 1 1
Rumah Ambruk 1 5 8 18 22 25 19 11 109
Pohon Tumbang 2 6 38 52 50 41 50 39 278
Orang Tenggelam 1 1 1 1 1 5
Jumlah 25 92 86 115 84 117 | 121 109 749

Ba

20
10 %
0 LA
i Cuaca Gelombang Gempa Bumi Kekeringar letusan Gunung  Tanah Longsor  Kebakaran Hutan  Kebakaran  Jembatan Ambruk RumahAmbruk  Pohon Tumbang  Orang Tenggelam
Ekstrim/Angin  Ekstrim dan Abras Api jan Lahan Bangunan
uting Beliung

—2017 2018 2019 2020 =——3021 =——2027 e—3023 e—2024

Gambar 2.3 Trend Kejadian Bencana
Berdasarkan Tabel dan Grafik kejadian di atas, banjir merupakan jenis bencana alam yang
paling sering terjadi di Kota Cirebon selama periode tahun 2017 hingga 2024. Frekuensi
tertinggi banjir dicapai pada tahun 2022 (31 kejadian), yang menunjukkan adanya peningkatan
signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun sempat menurun pada 2021 (2
kejadian), banjir kembali meningkat pada 2023 (22 kejadian) dan sedikit berkurang di 2024
(20 kejadian). Total keseluruhan mencapai 130 kejadian, menandakan banjir sebagai bencana

dengan dampak yang berulang dan signifikan.

Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung menunjukkan peningkatan drastis pada 2023 (27
kejadian) dan 2024 (48 kejadian), setelah relatif rendah pada tahun-tahun sebelumnya.
Peningkatan ini perlu diwaspadai, terutama untuk kelurahan-kelurahan yang terdampak paling

parah.
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Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun ke
tahun, terutama untuk jenis bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Meskipun terdapat tren
peningkatan, jumlah kejadian bencana untuk beberapa jenis bencana juga mengalami fluktuasi

dari tahun ke tahun.

Gempa Bumi relatif jarang terjadi, dengan rata-rata kejadian 1-3 kali per tahun. Meskipun

demikian, penting untuk tetap melakukan pemantauan, terutama pada daerah rawan.

2.3. Risiko Bencana Kota Cirebon

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(UUPPB) mengamanatkan bahwa penataan ruang berbasis mitigasi bencana merupakan salah
satu upaya atau instrumen pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) dimana
tercakup di dalamnya upaya pengurangan ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability),
serta peningkatan kapasitas (capacity). Pada Tahun 2023 BNPB telah melakukan analisis
penilaian indeks tingkat risiko bencana, Skor Kota Cirebon sebesar 127,28 dengan tingkat
risiko sedang. Kota Cirebon berada di urutan ke-12 pada Tabel IRBI Provinsi Jawa Barat pada
tahun 2023.
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Tabel nilai indeks risiko Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023

mmmmmmmmmm

1 CIANJUR 207.13 19708 = 20762 185.14
2 SUKABUMI 19075 19075 19075 19240 18661 17812 TINGGI |
3 TASIKMALAYA 20301 | 20301 20301 18651 17411 15914 TINGGI 1
4 KARAWANG 17520 17520 17443 16558 15781  152.32 TINGGI
.5 PANGANDARAN 16852 14544 14544 12921 13736 147.85 TINGG!
| 6GARUT 20863 = 20863 = 20552 18500 16491  147.39 TINGGI i
. 7 CIREBON 17079 16063 16063 14751 15658  144.56 TINGGI
i 8SUBANG 17520 17520 17191 16878 15725 14343 SEDANG
9 SUMEDANG 16200 16200 16200 16200 16200 142.15 12439 12987 13505 SEDANG
10 BANDUNG 17400 17400 17400 17400 17400 17400 16189 14534  132.00 SEDANG |
| el 1 KQTARBANIAR: e 15280 w520 wdS280 wlS2.80n o2 80 152 80mm 1880mmm 14504 wml128f) mm SEDANGE =
| 12 xotacreson 18360 18360 183.18 17276 17276 17276 15719 14107 127.28 seoan | |
CST13RUNINGAN™ T — 15800 T 15400 15400 15400 15400 13113 13113 11388 12580 & SEDANG. |
" 14 MAJALENGKA 16600 16600 16600 16600 16600 14343 12474 13635 12084 SEDANG |
: 15 PURWAKARTA 13800 13800 13800 13800 13800 137.31 12453 12898  117.89 SEDANG
| 16 CIAMIS 21520 17823 17366 16329 15623 14157 12222 13352 117.12 SEDANG
17 BEKASI 16480 16480 15203 13303 13303 13289 13011 12410 11685 SEDANG '
18 INDRAMAYU 17520 17520 17520 167.22 16722 13679 11459 12249 11160 SEDANG
19 KOTA BEKASI 13160 13160 13160 13160 13160 131.60 12318 12495 11158 SEDANG
20 BANDUNG BARAT 16200 11997 11997 11501 11022 11022 10818 10889 = 108.64 SEDANG
21 BOGOR 15240 15240 15240 13688 13688 13688 12531 11654  107.93 SEDANG
| 22KOTATASIKMALAYA 11920 11920 11920 11920 11920 11920 11737 11469 10693 SEDANG
' 23 KOTABANDUNG 15400 12599 12232 12232 12232 12232 11132 | 10305 | 9715 SEDANG
| 24 KOTA SUKABUMI 11440 11440 11440 11440 11440 11440 10267 9291 | 8455 SEDANG
. 25 KOTA DEPOK 10240 9510 8963 8963 8963 8963 8256 7653 8044 SEDANG
| 26 KOTA CIMAHI 12040 12040 12040 12040 12040 10541 = 9171 | 8201 | 7263 SEDANG |
27 KOTA BOGOR 107.20 8745 8235 7575 7575 7575 | 6538 7101 | 6349  SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan
Gambar 2.4 Indeks Risiko Bencana BNPB Tahun 2023
Sehubungan dengan hal tersebut, Perlunya upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana, di
antaranya melalui integrasi aspek pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan
pembangunan, termasuk ke dalam rencana tata ruang wilayah. Aspek utama pengurangan
risiko bencana merupakan investasi pembangunan yang akan sangat dirasakan pengaruhnya

pada jangka panjang, untuk mengurangi kerugian di masa depan akibat bencana.

Pada tahun 2018, terdapat 7 jenis ancaman bencana yang dikaji dan pada tahun 2023, dua jenis
bencana dikaji lagi sebagai updating kajian risiko bencana. Berdasarkan hasil kajian risiko

bencana tahun 2018, potensi ancaman bencana di Kota Cirebon ditunjukkan dalam Tabel

berikut.
Tabel 2.3 Potensi Ancaman Bencana di Kota Cirebon
N Jeni Ancaman Bencana
0 s Luas (Ha) Kelas
1 Banyjir 1.883 Tinggi
2 Cuaca Ekstrim 3.561 Sedang
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. Ancaman Bencana
NG G Luas (Ha) Kelas
3 Gelombang Ekstrim Abrasi 158 Tinggi
4 Gempabumi 3.724 Rendah
5 Kekeringan 3.724 Sedang
6 Letusan Gunungapi Ciremai 83 Rendah
7 Tanah Longsor 73 Sedang

Sumber: Dok. KRB Kota Cirebon, 2018

Tabel di atas menunjukkan luas dan kelas untuk seluruh ancaman bencana di Kota Cirebon.

Secara keseluruhan potensi ancaman bencana di Kota Cirebon memiliki kelas TINGGI untuk

bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas RENDAH untuk ancaman

bencana gempabumi dan ancaman bencana letusan gunungapi ciremai. Sedangkan ancaman

bencana cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor memiliki

kelas SEDANG.

Ketujuh ancaman bencana tersebut berpotensi untuk menyebabkan kerugian dan penduduk

terpapar, seperti ditunjukkan oleh Tabel Berikut.

Tabel 2.4 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Cirebon

Penduduk Kelompok Rentan (Jiwa)
No Jenis Terpapar Umur Penduduk . ene Kelas
(Jiwa) Rentan Miskin i
1 Banjir 210.532 70.047 65.561 513 Tinggi
2 Cuaca Ekstrim 310.060 104.305 96.780 764 Tinggi
3 Gelombang 10.404 3.461 4.084 22 Tinggi
Ekstrim Abrasi
4 Gempabumi 313.325 105.404 97.740 768 Tinggi
5 Kekeringan 312.828 105.404 97.740 768 Tinggi
6 | Letusan Gunungapi 7.508 2.513 2.485 10 Tinggi
Ciremai
7 Tanah Longsor 103 45 34 1 Tinggi

Sumber: Dok. KRB Kota Cirebon, 2018

Tabel 2.5 Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana di Kota

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

Cirebon
. . Kerentanan
No Jenis Kerugian (Juta Rupiah) Lingkunsan
Fisik Ekonomi Total Kelas Luas Kelas
1 Banjir 240.578 17.730 258.308 Tinggi 4773 Tinggi
2 Cuaca 940.860 99.269 1.040.129 Tinggi - -
Ekstrim
22
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No Jenis Kerugian (Juta Rupiah) Ezrge;:lt;zzﬁ
Fisik Ekonomi Total Kelas Luas Kelas
3 | Gelombang 205.848 4.300 210.148 Tinggi 3.273 Tinggi
Ekstrim
Abrasi
4 | Gempabumi | 240.578 17.730 258.308 Tinggi 4.773 Tinggi
5 | Kekeringan 940.860 99.269 1.040.129 Tinggi - -
6 Letusan 205.848 4.300 210.148 Tinggi 3.273 Tinggi
Gunungapi
Ciremai
7 Tanah 240.578 17.730 258.308 Tinggi 4.773 Tinggi
Longsor
Total 3.583.133 1.374.924 4.958.057 Tinggi 403.206 | Tinggi

Sumber: Dok. KRB Kota Cirebon, 2018

Berdasarkan Tabel di atas tersebut, menunjukkan potensi penduduk terpapar seluruh potensi

bencana di Kota Cirebon berada pada kelas TINGGI. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda

untuk setiap bencana di suatu wilayah, hal tersebut dilihat berdasarkan luasan ancaman bencana

dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Gempa bumi, kekeringan, dan cuaca ekstrim

memiliki jumlah penduduk terpapar hampir seluruh jumlah penduduk di Kota Cirebon. Hal ini

dikarenakan ancaman bencana tersebut berdampak ke seluruh atau hampir seluruh wilayah

Kota Cirebon.

Untuk kerugian, baik fisik maupun ekonomi, memiliki tingkat kerugian yang tinggi sekitar

total kerugian 4 Trilyun Rupiah. Kerusakan lingkungan juga termasuk tinggi sebagai dampak

dari ancaman bencana di Kota Cirebon, kecuali ancaman bencana kekeringan dan cuaca

ekstrim yang tidak memberikan dampak kepada lingkungan.

Untuk tingkat risiko bencana di Kota Cirebon tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.6 Tingkat Risiko Bencana di Kota Cirebon Tahun 2018

Jenis Ancaman Tingkat Ancaman Tingkat Tingk.at Tingkat Risiko
Bencana Bencana Kerentanan Kapasitas
Gempabumi Rendah Tinggi Rendah Sedang
Banjir Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
Tanah longsor Sedang Sedang Rendah Sedang
Letusan Gn. Api Rendah Sedang Rendah Sedang
Kekeringan Sedang Tinggi Rendah Sedang
Gelombang Ekstrim Tinggi Sedang Rendah Tinggi
dan Abrasi
Cuaca Ekstrim Sedang Tinggi Rendah Tinggi
Sumber: Dok. KRB Kota Cirebon, 2018
23
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Dari hasil penggabungan tingkat ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan
tingkat risiko bencana Kota Cirebon. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis ancaman bencana di

Kota Cirebon memiliki potensi dengan tingkat risiko TINGGI dan SEDANG.

Pada tahun 2023, terdapat pembaharuan dalam penilaian risiko bencana, khususnya bencana

banjir dan cuaca ekstrim, seperti diuraikan di bawah ini.
Ancaman Bencana Banjir

Berdasarkan hasil kajian, sejumlah 20.898 jiwa terpapar atau sekitar 6% dari total penduduk di
Kota Cirebon. Kecamatan yang memiliki penduduk terpapar paling tinggi adalah Kecamatan
Harjamukti, sebanyak 8.339 jiwa dan yang memiliki penduduk terpapar paling sedikit adalah
Kecamatan Pekalipan sebanyak 994 jiwa. Dari total penduduk yang terpapar ancaman bencana
banjir di Kelurahan Harjamukti, sebesar 29% (2.451 jiwa) berada di wilayah dengan tingkat

ancaman tinggi.

Kelurahan yang memiliki penduduk terpapar paling tinggi adalah Kelurahan Larangan di
Kecamatan Harjamukti, sebanyak 3.325 jiwa. Meskipun begitu, kelurahan yang memiliki
penduduk terpapar oleh ancaman bencana banjir tinggi berada di Kelurahan Kelurahan

Pekiringan Kecamatan Kesambi.

Apabila terjadi bencana banjir, maka potensi kerugian fisik yang akan dialami oleh Kota
Cirebon adalah sekitar Rp. 333.408.190.000 (333,4 Milyar Rupiah). Kecamatan yang akan
mengalami kerugian fisik paling besar adalah Kecamatan Harjamukti dengan total kerugian
sekitar 263 Milyar Rupiah. Hal ini disebabkan di kecamatan tersebut terdapat banyak
permukiman serta bangunan publik dan fasilitas kritis, seperti Bandara Chakrabuwana. Adapun
kelurahan yang akan mengalami kerugian fisik paling tinggi adalah Kelurahan Kalijaga di

Kecamatan Harjamukti, senilai 250 Milyar Rupiah.

Secara ekonomi, bencana banjir dapat mempengaruhi nilai PDRB Kota Cirebon. Apabila
terdapat bencana banjir, maka potensi kerugian secara ekonomi yang dialami oleh Kota
Cirebon adalah Rp. 829.060.040.000 (829 Milyar Rupiah). Kecamatan yang akan mengalami
kerugian ekonmi terbesar adalah Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 526,7Milyar rupiah. Hal
ini kemungkinan disebabkan karena di Kecamatan tersebut terdapat pusat perekonomian,
seperti pusat perbelanjaan (Grage City Mall) dan pusat pariwasata (ade irma suryani, Keraton

Kasepuhan, dll) dan penggunaan lahan produktif yang cukup tinggi.
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Untuk kelurahan yang akan mengalami potensi kerugian ekonomi yang cukup tinggi adalah

Kelurahan Pegambiran di Kecamatan Lemahwungkuk, senilai 519 Milyar Rupiah.

Bencana banjir berpotensi merusak lingkungan. Karena karakteristik perkotaan, maka luas
lingkungan terdampak banjir tidak akan terlalu banyak. Di Kota Cirebon, apabila terjadi
bencana banjir, maka total luas lingkungan yang terdampak adalah 3,08 Ha dan luas terbanyak
adalah di Kecamatan Harjamukti seluas 2,47 Ha. Adapun kelurahan yang memiliki lingkungan
yang terdampak paling luas adalah Kelurahan Kecapi di Kecamatan Harjamukti seluas 0,65

Ha.
Ancaman Bencana Cuaca Ekstrim

Berdasarkan hasil kajian, seluruh penduduk di Kota Cirebon akan terpapar oleh ancaman
bencana cuaca ekstrim, dan terpapar sedang dan tinggi. Sekitar 346.780 jiwa atau 99% berada

di wilayah dengan tingkat ancaman bencana cuaca ekstrim yang tinggi.

Apabila terjadi bencana cuaca ekstrim, maka potensi kerugian fisik yang akan dialami oleh
Kota Cirebon adalah Rp. 4.055.608.440.000 (sekitar 4 Trilyun Rupiah). Kecamatan yang akan
mengalami kerugian fisik paling besar adalah Kecamatan Harjamukti dengan total kerugian
sekitar 2,3 Trilyun Rupiah. Hal ini disebabkan di kecamatan tersebut terdapat banyak
permukiman serta bangunan publik dan fasilitas kritis, seperti Bandara Chakrabuwana. Adapun
kelurahan yang akan mengalami kerugian fisik paling tinggi adalah Kelurahan Kalijaga di

Kecamatan Harjamukti, senilai 2 Trilyun Rupiah.

Secara ekonomi, bencana cuaca ekstrim dapat mempengaruhi nilai PDRB Kota Cirebon.
Apabila terdapat bencana cuaca ekstrim, maka potensi kerugian secara ekonomi yang dialami
oleh Kota Cirebon adalah Rp. 13.905.611.150.000 (13,9 Trilyun Rupiah). Kecamatan yang
akan mengalami kerugian ekonmi terbesar adalah Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 6,3
Trilyun rupiah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena di Kecamatan tersebut terdapat pusat
perekonomian, seperti pusat perbelanjaan (Grage City Mall) dan pusat pariwasata (ade irma

suryani, Keraton Kasepuhan, dll) dan penggunaan lahan produktif yang cukup tinggi.

Untuk kelurahan yang akan mengalami potensi kerugian ekonomi yang cukup tinggi adalah

Kelurahan Pegambiran di Kecamatan Lemahwungkuk, senilai 3,8 Trilyun Rupiah.
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2.4. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber
daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB).
Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan,
melainkan pengelolaannya melalui tindakan / kegiatan dan mekanisme general yang dijabarkan
dalam Kerangka Penyelenggaraan Bencana baik manajemen risiko, manajemen kedaruratan,

dan manajemen pemulihan.

Tabel 2.7 Potensi Bencana di Kota Cirebon

No Jenis Bencana
1 Banjir
2 Cuaca Ekstrim
3 Gelombang Pasang Dan Abrasi
4 Kebakaran Hutan dan Lahan
5 Letusan Gunung Berapi
6 Kekeringan
7 Tanah Longsor

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon 2018 — 2022; Dokumen KRB Kota Cirebon 2023-2027

Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani, yakni dengan melakukan analisis

pada komponen:

a) Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).
b) Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian

bencana yang ada di daerah.

Bencana prioritas yang akan ditangani pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
(RPB) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan tingkat risiko bencana prioritas
yang terdapat pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cirebon Tahun 2023-2027,
maka proses penentuan prioritas bencana ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko
dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (¢rend) terjadinya bencana tersebut. Tingkat risiko
bersumber dari dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cirebon dan untuk tingkat

kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah bencana di Kota Cirebon.

a)  Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).
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Tingkat risiko dan kecenderungan bencana di Kota Cirebon ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Tingkat Risiko dan Tingkat Kecenderungan Bencana di Kota Cirebon.

Jenis Ancaman Bencana A;I‘ ingkat Tingkat Tingkat Tingkat
ncaman . o
B Kerentanan Kapasitas Risiko
encana
Banjir* Tinggi Tinggi Sedang Tinggi
Cuaca Esktrim* Tinggi Tinggi Sedang Tinggi
Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tinggi Sedang Rendah Tinggi
Gempa Bumi Rendah Tinggi Rendah Sedang
Kebakaran hutan dan lahan Sedang Tinggi Rendah Sedang
Kekeringan Sedang Tinggi Rendah Sedang
Letusan Gunung Api Rendah Sedang Rendah Sedang
Tanah Longsor Sedang Sedang Sedang Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Cirebon 2018-2022; * Dokumen KRB Kota Cirebon 2023-2027

b)  Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian
bencana yang ada di daerah. Berdasarkan sejarah kejadian bencana yang diperoleh dari
data BPBD (Badan Penanggulangan bencana) yang sudah digabung dengan data sejarah
kejadian bencana Kota Cirebon dari tahun 2017 — 2024 yaitu Banjir, Cuaca Ekstrim,
Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempa Bumi, Kebakaran hutan dan lahan, Kekeringan,
Letusan Gunung Api dan Tanah Longsor. Kejadian bencana tersebut menimbulkan
dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan

serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

I,I| |‘
ST | | W | B
1 1

Tah

n 2020

Gambar 2.5 Diagram Kecenderungan Bencana Kota Cirebon Tahun 2017 - 2024
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Berdasarkan data kejadian dan Diagram grafik diatas, maka dilakukan analisis kecenderungan

menggunakan tabel Berikut.

Tabel 2.9 Analisis Tingkat Kecenderungan Prioritas Bencana di Kota Cirebon

Jenis Bencana | Tingkat Tingkat _
Kota Cirebon Risiko Kecenderungan Argumentasi tingkat kecenderungan
. L . Intensitas kejadian meningkat dan berulang,
Banjir Tinggi Meningkat dampak besar dan luas
Cuaca Esktrim Tinggi Menurun Intensitas kejadian Menurun
Gelombang . o .
Ekstrim dan Tinggi Meningkat Intensitas kejadian meningkat dan berulang,
. dampak besar dan luas
Abrasi
Gempa Bumi Sedang - Kemungkinan Terjadi dan Berdampak Luas
Intensitas kejadian Meningkat Setiap Tahun
Kebakaran hutan . .
dan lahan Sedang Meningkat dan Menimbulkan Dampak sedang (Gangguan
Kesehatan dan Kecelakaan Lalu Lintas)
. . Intensitas kejadian Meningkat dan berulang,
Kekeringan Sedang Meningkat dampak besar dan luas
IA;tiusan Gunung Sedang Tetap Kemungkinan Terjadi
Tanah Longsor Sedang Meningkat Intensitas kejadian Meningkat dan berulang,

dampak besar dan luas

Dengan menggunakan Analisis Tingkat Kecenderungan prioritas bencana dengan
membandingkan antara tingkat risiko bencana dan trend kejadian Bencana, maka diperoleh
bencana prioritas yang akan ditangani selama 5 tahun oleh Kota Cirebon adalah banjir, cuaca
ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan gempa bumi menjadi bencana prioritas, karena
meskipun kejadian sangat jarang, akan tetapi tetap perlu diwaspadai mengingat sumber-sumber
gempa dari sesar darat yang masih belum diketahui dan dapat bergerak sewaktu-waktu, seperti

yang terjadi di Cianjur. .
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Gambar 2.6 Matriks Penentuan Risiko Bencana

Berdasarkan matrik penentuan risiko, risiko bencana yang berada dalam kolom merupakan

risiko bencana prioritas yang akan ditangani daerah. Jika berdasarkan matrik prioritas diatas,

maka risiko bencana prioritas yang akan ditangani dalam 5 tahun mendatang di Kota Cirebon

ialah:
1. Banjir
2. Cuaca ekstrim
3. Gelombang pasang dan abrasi
4. Gempa bumi

2.5. Masalah Pokok

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation™ antara kinerja pembangunan

yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa

datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah

pokok juga merupakan sebagai faktor dasar penentu yang mengharuskan daerah melakukan

pengelolaan risiko untuk setiap risiko bencana yang menjadi prioritas. Dengan melakukan

identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang perlu diselesaikan, daerah

telah mendapatkan kunci dalam rangka mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan

lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029
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A 3.Ga
2. Kapasitas | | pencapatan 9 MASALAH
Daerah (IKD) | | RPIMD/visi misi POKOK
kepala daerah ]
pembobotan]
ISU
STRATEGIS

Gambar 2.7 Model Pendekatan dalam Penentuan Masalah Pokok
Dalam menentukan masalah pokok Penanggulangan Bencana terdapat 3 analisis penentuan
masalah pokok dengan memperhatikan kerentanan daerah, kapasitas daerah dan gap

pencapaian visi/misi Kepala daerah. Dengan analisis sebagai berikut.

2.5.1.Kerentanan Yang Mengakibatkan Tingginya Risiko Bencana

Kerentanan (vu/nerability) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat
yang mengarah pada penurunan ketahanan akibat pengaruh eksternal yang mengancam
kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas ekonomi dan
kesejahteraan. Kerentanan dapat dibagi menjadi kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan

ekonomi dan kerentanan lingkungan.

a. Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik merupakan komponen kerentanan berupa fisik benda yang dapat hilang atau
rusak apabila terkena ancaman. Komponen ini merupakan fisik benda yang dianggap memiliki
nilai. Dalam pemetaan ini komponen fisik terdiri dari 3 indikator yaitu kepadatan bangunan
perumahan, jumlah Fasilitas umum/kritis dan aksesibilitas. Kepadatan bangunan merupakan

cerminan keberadaan penduduk, selain juga nilai bangunan itu sendiri.

b. kerentanan sosial

Kerentanan sosial merupakan tingkat ketidakmampuan sosial masyarakat dalam menghadapi
ancaman bencana. Kerentanan sosial yang digunakan adalah tingkat pendidikan, kelembagaan,

dan jaringan pengaman sosial.

c. Kerentanan Ekonomi
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Kerentanan ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan dari segi ekonomi dalam menghadapi
ancaman. Komponen ini terkait dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki penduduk.
penilaiannya adalah apakah sumber daya yang mereka miliki saat ini akan terganggu apabila
terkena bencana.

d. Kerentanan Lingkungan

Kerentanan Lingkungan meliputi kondisi alam lingkungan, isu-isu lingkungan dan aktivitas
manusia. Gangguan fungsi lindung dan pengolahan lahan dipilih untuk mengevaluasi dampak
aktivitas manusia. Yoo dkk, 2014 (dalam Hidayati dkk, 2015) mendefinisikan kerentanan
lingkungan sebagai fungsi dari keterpaparan lingkungan, sensitivitas dan kapasitas adaptif;,
yang meliputi materi terkait penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam/rakyat, hutan

bakau,/konservasi dan semak belukar.

Kerentanan kawasan yang terancam dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian dan
penduduk terpapar akibat terjadinya bencana, sehingga pada saat terjadinya bencana

pemerintah dapat menentukan kawasan yang menjadi prioritas penanganan mitigasi bencana.

Hubungan antara bencana dan kerentanan menghasilkan suatu kondisi risiko, dimana semakin
tinggi tingkat kerentanan suatu bencana maka semakin tinggi juga tingkat risiko yang

diakibatkan oleh bencana yang terjadi.
Faktor kondisi kerentanan di Kota Cirebon:

Meningkatnya Pengangguran

Meningkatnya kemiskinan.

Hilangnya Mata Pencaharian.

Kurangnya infrastruktur jaringan air limbah.

Belum adanya sistem peringatan dini.

Penyediaan dan pengelolaan TPA yang belum memadai.
Munculnya daratan baru di wilayah pesisir.

Minimnya Pengelolaan dan restorasi ekosistem wilayah pesisir.

A e A o A e

Meningkatnya polusi udara yang didominasi oleh sektor transportasi.

_‘
e

Perencanaan Tata Ruang Belum berbasis Pengurangan risiko Bencana

—
—

. Rumah-rumabh tidak layak huni untuk permukiman kumuh.

[S—
N

Kondisi area permukiman di daerah padat penduduk Kota Cirebon.

—
(98]

. Terdapat peningkatan jumlah rumah yang dibangun di sempadan sungai.

14. Keadaan sosial yang rentan jika terjadi bencana dapat menimbulkan dampak kerugian
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Tidak adanya perlindungan jaminan sosial setelah tanggap darurat bagi korban bencana
Tingginya persentase penduduk usia balita dan tua

Daerah resapan yang kurang karena pembangunan yang masif dan tidak memperhatikan
aspek lingkungan, sehingga terjadi deforestasi.

Terjadinya pendangkalan dan penyempitan kondisi sungai yang disebabkan oleh
penumpukan sampah maupun bangunan di sempadan sungai

Pintu air yang sudah tidak berfungsi akibat sudah tidak berfungsinya saluran irigasi,
sehingga menggenangi daerah J1. Cipto.

Sistem peringatan dini bencana banjir yang terpadu masih belum optimal

Kesadaran warga, terutama dalam mengelola sampah serta masih membuang sampah
sembarangan, menjadi salah satu penyebab terhambatnya aliran air akibat tumpukan
sampah.

Kolaborasi antar wilayah yang masih kurang dalam penanganan bencana banjir secara
terintegrasi.

Kapasitas pemerintah yang dirasa masih kurang, baik sumber daya manusia maupun
sumber daya lainnya.

Untuk Kota Cirebon, ancaman bencana cuaca ekstrim cukup tinggi dikarenakan tutupan
lahan hutan yang sedikit

Kondisi bangunan rumah yang mudah terdampak oleh angin kencang

Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang masih rendah. Berdasarkan hasil analisis
kesiapsiagaan masyarakat yang disajikan di sub bab Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat
(IKM), kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana cuaca ekstrim masih
rendah dari sisi pengetahuan dan peringatan dini. Begitu juga dengan kapasitas

pemerintah, yang dirasa masih rendah.

Dalam menentukan isu masalah pokok yang akan diambil dalam keterpaparan berdasarkan dari

prioritas bencana yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan. Terdapat tiga isu masalah

utama dalam keterpaparan sebagai berikut:

a.

b.

Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir.

perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip
dan tindakan pengelolaan risiko bencana.

Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih rendah untuk mengatasi

ancaman bencana prioritas.
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Karakteristik alam Kota Cirebon menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang
tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perlu antisipasi dalam pemetaan daerah yang
berpotensi Bencana seperti Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan

merupakan bencana musiman yang menjadi agenda setiap tahun.

2.5.2.Kapasitas Penanggulangan Bencana yang Mengurangi Tingkat Risiko Bencana.
Kapasitas/kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun

kelompok dalam rangka menghadapi ancaman bencana.

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter
penting untuk menentukan keberhasilan bagi pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah
dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana
Nasional yang termuat dalam Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana serta turunan aturannya. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter
kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan,
mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Fokus dalam penguatan kapasitas dilakukan melalui

Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Kesiapsiagaan.

Pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta
masyarakat.Pada kajian ini hanya diukur pada aspek kelembagaan berdasarkan Strategi dan 71

Indikator untuk meningkatkan kapasitas.
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KEBUAKAN :

Perda PB, BPBD, RPB, Forum P8, Info
PB, Tataruang berbasis PB
KELEMBAGAAN :

BPBD, Forum PRB

Peta Risiko Bencana,
Rencana Penanggulangan Bencana

INFORMASI :

Sarana Penyampaian, Pusdalops, Sosialisasi,
Bulan PRB, DiBI

DIKLAT:

Pelatihan P8 per tahun, Gladi PB per ancaman
LOGISTIK :

Manajemen logistik peralatan

Tataruang berbasis PB,
Sekolah/Madrasah Aman Bencana,
Rumah sakit/puskesmas Aman
Bencana,

Desa Tangguh Bencana

1.
Penguatan Kebijakan dan
Kelembagaan - 6 %

2.
Pengkajian Risiko dan

Perencanaan Terpadu - 6 %

3.

Pengembangan Sistem
Informasi, Diklat

dan Logistik - 7,5 %

4.

Penanganan Tematik
Kawasan Rawan Bencana
-105%

PENINGKATAN INDEKS KAPASITAS DI KABUPATEN/KOTA

5.

Peningkatan Efektivitas
Pencegahan dan Mitigasi
Bencana - 21 %

6.

Perkuatan
Kesiapsiagaan dan
Penanganan Darurat
Bencana - 35%

7.
Pengembangan Sistem

Pemulihan Bencana
-14%

PENCEGAHAN :

Gerakan PRB, Penegakan Hukum,
Restorasi Lahan Gambut

MITIGASI :

Bangunan tahan gempabumi,
bangunan break water tsunami dan
gelombang ektrem, revitalisasi
tanggul/embung/taman kota

KESIAPSIAGAAN :

Rencana Kontijensi per ancaman, Sistem
Peringatan Dini per ancaman, Rencana
evakuasi per ancaman, jalur dan tempat
evakuasi sementara

PENANGANAN DARURAT :

Penentuan status tanggap darurat, sistem
komando operasi tanggap darurat, kaji
cepat bencana, penyelamatan dan
pertilongan korban (SAR), perbaikan
darurat, bantuan masyarakat terjauh

Pelayanan dasar pemerintah,
pemulihan infrastruktur penting,
perbaikan rumah penduduk,
pemulihan livelihood

Gambar 2.8 Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota

Tabel 2.10 Penilaian Tujuh (7) Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023

INDEKS INDEKS TINGKAT
NO. PRIORITAS PRIORITAS KAPASITAS KAPASITAS
DAERAH DAERAH
1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,67
2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,80
Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan
3 L 0,79
Logistik
4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,55 0,62 SEDANG
Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi
5 0,73
Bencana
Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat
6 0,56
Bencana
7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,47

Sumber: BPBD Kota Cirebon, 2023

Hasil Nilai kapasitas ketahanan daerah Kota Cirebon sebesar 0,62 (termasuk kapasitas sedang).

Nilai presentase kapasitas ketahanan daerah yang paling rendah di Kota Cirebon terdapat pada

Prioritas 4 dan 6 yaitu tentang penanganan tematik kawasan rawan bencana serta Perkuatan

Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat bencana dengan nilai 0,55 dan 0,56. Dari hasil nilai

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029
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kapasitas daerah disepakati bahwa masalah yang diambil bukan dari indeks terkecil tapi dengan

persentase terbesar dari peningkatan indikator Indeks kapasitas daerah pada Gambar 2.8.

Adapun isu masalah yang menjadi tujuan dalam program ketangguhan Kota Cirebon sebagai

berikut:

a. Belum optimal dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana
(SPM-PB) untuk mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

b. Belum optimalnya kebijakan penanganan dalam penetapan saat status darurat bencana.
c. Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan risiko bencana.
d. Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana

2.5.3.Kesenjangan Pencapaian Pembangunan Daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala

Daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum
didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan dapat
diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap
beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya
permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai
permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023
merupakan bagian dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus
pembangunan diarahkan pada upaya Pemantapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam
mewujudkan Kota Cirebon yang maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan
berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah
pada tahun 2018-2023 harus mengacu pada fokus pembangunan tersebut agar terwujud
perencanaan pembangunan yang sinkron, konsisten dan berkelanjutan. Adapun visi
pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah : “Sehati Kita
Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”. Visi pembangunan
jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018 — 2023 disusun dengan mengacu pada Visi RPJPD
Kota Cirebon tahun 2005-2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon

2005-2025, yaitu: “Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa
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yang Maju dan Sejahtera” dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Pasal 2 yang
menyebutkan “Penataan Ruang Wilayah Kota Cirebon bertujuan mewujudkan Kota sebagai
PKN dan pusat pelayanan regional berbasis perdagangan dan jasa yang didukung sektor
pariwisata, pendidikan dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai religius”. Untuk mewujudkan

visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018 — 2023.
maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah tahun 2018 — 2023 yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon yang berdaya saing,
berbudaya dan unggul dalam segala bidang.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif.

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan.

4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan
daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu,
dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu
sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:.

a.  Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta kurangnya pelayanan kesehatan
b.  Masih kurangnya rencana terintegrasi antar semua pihak untuk penyiapan pemangku
kepentingan dan ketersediaan sumberdaya dalam menghadapi potensi

c.  Masih rendahnya investasi dan adaptasi bencana.

2.6. Rumusan Isu Strategis

Pada prinsipnya mengidentifikasi Isu Strategis adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan secara
akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi lingkungan Internal
maupun eksternal yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan organisasi dalam
mencapai tujuan. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah
selanjutnya pertanyaan tersebut diangkat sebagai Isu Strategis atau tidak. Jika jawabannya
bahwa kondisi sudah sesuai dengan harapan maka pertanyaan tersebut tidak layak menjadi Isu

Strategis.
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3 masalah pokok
keteroapnaran dan kerentanan

o 3-51su
3 masalah pokok kesenjangan Strategis
kapasitas PB Penanggula-

ngan Bencana
3 masalah pokok ketercapaian
RPIMD

Gambar 2.9 Model Perumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh

capaian RPB dalam 5 tahun ke decan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok.

Kriteria pemilihan isu strategis sebagai berikut.

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah,
termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi
terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya
rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap
lingkungan hidup, atau menjadi ancaman bencana.
Tabel 2.11 Hasil Pembobotan Nilai Berdasarkan Isu Masalah untuk Menentukan
Isu Strategis
Pembobotan Berdasarkan
No. Masalah Pokok Kriteria Strategis g;ﬁ::.l
A) B) O | M| ®
Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan
1 pesisir untuk penanganan gelombang ekstrim dan 21,3
abrasi serta mitigasi perubahan iklim 43 4.4 42 | 41 4,3
Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata
ruang yang belum memperhatikan prinsip dan
2 | tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas 21,3
(banjl.r, cuaca ekstr.lm, gelombang ekstrim dan 45 43 41 | 42 | 42
abrasi, gempa bumi)
Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang 216
3 | dirasakan masih belqm pptlmal untuk mengatasi 44 44 43 | 43 | 42 ’
ancaman bencana prlorltas
4 | Belum optimal dalam Penerapan Standar Pelayanan 4 39 43 | 41 | 41 | 204
Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB)
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Pembobotan Berdasarkan
No. Masalah Pokok Kriteria Strategis Total
. Skor
A) (B) O | D | ®
untuk mewujudkan ketangguhan daerah dalam
menghadapi bencana
5 Belum optimalnya kebijakan penanganan dalam 41 4 43 | 41 | 43 20,8
penetapan saat status darurat bencana
6 Belum optimalnya sistem keswpsmgga.n dan 3.9 42 43 | 44 | 43 21,1
pencegahan dalam penanggulangan risiko bencana
7 Masih kurangnya penanganan tematik kawasan 43 43 44 | 45 | 44 21,9
rawan bencana
2 Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat 43 42 41 4 4,1 20,7
serta kurangnya pelayanan kesechatan
Masih kurangnya rencana terintegrasi antar semua
pihak untuk penyiapan pemangku kepentingan dan 21.1
? ketersediaan sumberdaya dalam menghadapi ’
: y ghadap 4,1 43 43 | 42 | 42
potensi
10 Masih rendahnya 1nv§sta51 pengurangan risiko 43 43 4 43 42 21,1
bencana dan adaptasi perubahan iklim

Sumber : Analisa RPB 2024

Dari hasil penilaian diambil nilai bobot tertinggi dan dilaksanakan diskusi dengan tim teknis

penyusunan rencana penanggulangan bencana yang menjadi isu strategis, bagaimana setiap

isu strategis yang ditetapkan memenuhi ketiga kriteria tersebut, yaitu:

1.
2.

Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana

Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal

untuk mengatasi ancaman bencana prioritas

. Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan

gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim

Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum
memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas

(banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi)

Keempat isu strategis yang dirumuskan pada RPB merupakan isu strategis yang dianalisis

diidentifikasi dari akar masalah yang ada yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
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BAB III
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana

3.1.1.Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Kerangka pikir pembangunan Indonesia termuat dalam cita-cita besar bangsa Indonesia yakni
“Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan”. Kerangka tersebut tercermin dalam RPJPN 2025-2045 dan diuraikan dalam

lima sasaran Visi Indonesia Emas 2045 meliputi:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat;

Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan

I

Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Melihat pada Visi Indonesia Emas 2045 poin ke-5, penanganan perubahan iklim dan bencana
telah mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia.
Penanganan perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan ketahanan
terhadap perubahan iklim dan kejadian bencana. Pemerintah menginisiasi berbagai kebijakan
dan strategi ketahanan bencana yang berdasar pada Rencana Nasional Penanggulangan
Bencana dan mengembangkan berbagai sistem peringatan dini bencana seperti tsunami
(tsunami Early Warning System/TEWS), cuaca (Meteorology Early Warning System/MEWS),
banjir (Flood Forecasting Early Warning System/FFEWS), serta kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, dan peraturan - peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari Undang -
Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Kebijakan
Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dalam rangka pencapaian
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sasaran nasional yang ditetapkan dalam kerangka Rencana Induk Penanggulangan Bencana
melalui (RIPB) 2020 - 2045 disusun sebagai bagian dari pemenuhan mandat Pasal 4 huruf c
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun
kebijakan RIPB tahun 2020-2045 melalui:

1. Penguatan regulasi penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga yang sinergis dan berdaya guna;

3. Penguatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi

peningkatan risiko bencana;

4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan

akuntabel;

5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan

andal; dan

6. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun

kehidupan yang lebih baik.

Dengan memperhatikan skenario pentahapan dalam periode RPJMN, mulai dari tahap awal
RPJMN 2015 - 2019 yang dijadikan periode ketangguhan dasar (baseline resilience), berlanjut
pada periode ketangguhan global (global resilience) pada RPJIMN 2025 - 2030 yang
memperhatikan tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045,
sekaligus sejalan dengan pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerangka
kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana, serta sasaran kesepakatan perubahan iklim
pada tahun 2030, hingga sasaran pencapaian ketangguhan seabad NKRI pada tahun 2045
(centennial resilience) yang menjadi acuan pada pengakhiran RPJPN 2025 - 2045.

Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan misi (agenda) pembangunan 2045 meliputi:

e Transformasi Indonesia
1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
e Landasan Transformasi
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

e Kerangka Implementasi Transformasi

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029
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6. Pembangunan Kewilayahan yang Merara dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

8. Kesinambungan Pembangunan

Agenda pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan bencana terakomodir dalam misi
ke-5 yang secara lebih rinci meliputi memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan
karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial
budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi
berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan

dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

3.1.2.Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

3.1.2.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018-2023 dan merupakan
dukungan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa
Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.
Visi tersebut kemudian berusaha diwujudkan dengan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan

jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1.  Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan
Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui
Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan
Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah,;

4.  Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan
Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi
Serta Pelaku Pembangunan; dan

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang

Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan misi tersebut maka telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018-2023 yang terdiri dari:

1.  Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
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Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;

Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;

Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;

Gerakan Membangun Desa;

Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;

L o i

Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan

8.  Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 memperhatikan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029. Hal ini dimaksudkan untuk
menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah,
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 disusun sebagai arahan kebijakan dan strategi
pemanfaatan ruang wilayah daerah. Penataan ruang wilayah di Daerah bertujuan untuk
mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi

Jawa Barat Termaju di Indonesia.

RTRW diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil
guna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;

2. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan
umum; dan

3. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW, sasaran

penataan ruang di daerah adalah:

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan
tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;

2. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

42



-43-

3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah
yang terintegrasi; dan

4. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW dimuat beberapa hal
mendasar yang mencakup arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi, yang
terdiri dari pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis,
dan ancaman bencana; penetapan mitigasi bencana, melalui penentuan lokasi dan jalur
evakuasi dari pemukiman penduduk; dan pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Selain itu, pada Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW disebutkan mengenai kawasan rawan bencana
gunung api dan zonasi kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko rendah, sedang, dan
tinggi ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan
infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal tersebut merupakan

bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, kebijakan yang memayungi kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa
Barat adalah Pergub No. 1 Nomor 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat
Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat. Upaya pengurangan bencana di Provinsi
Jawa Barat menurut peraturan tersebut termuat jelas dalam sasarannya, diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan pentahelix dalam
kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif
terhadap perkembangan zaman

2. Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi
bencana

3. Membangun kultur masyarakat Jawa Barat yang siaga dan tangguh menghadapi
bencana berdasarkan tata nilai budaya dan kearifan lokal yang sesuai

4. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat dan pemulihan dampak bencana

yang cepat dan handal untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan aman

5. Menyelenggarakan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan

bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan secara spesifik mengenai penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat termuat

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
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Penanggulangan Bencana. Maksud dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana

bencana termuat dalam pasal 4 meliputi:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh;

3. Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya;

4. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

5. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan

6. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan dalam poin ke-2, lebih lanjut Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2022
Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Di Daerah Jawa Barat Tahun 2022-2026. Dalam
peraturan tersebut, tercantum bahwa penyusunan RPB dimaksudkan sebagai pedoman
perencanaan penanggulangan bencana di daerah provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan kemudian ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila
terjadi bencana besar yang memerlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi atau telah disusun

kajian risiko bencana baru.

3.1.2.2. Kebijakan Penanganggulangan Bencana Kota Cirebon

Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan adalah lingkungan hidup yang berkualitas
baik. Lingkungan hidup dan penataan ruang menjadi dua hal yang saling berkaitan, lingkungan
hidup berkualitas dan berkelanjutan tak akan terwujud tanpa adanya pengendalian tata ruang
yang baik. Dalam mewujudkan itu semua beberapa faktor perlu didorong yaitu penerapan zero
waste dan circular economy, pengendalian RTH dan LP2B, peningkatan kualitas air, udara dan
tanah, penanggulangan pencemaran lingkungan, lingkungan pemukiman sehat serta penataan
ruang yang berkelanjutan. Pengendalian tata ruang menjadi aspek yang paling penting dalam
menjaga agar daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat terjaga dengan baik.
Pengendalian tata ruang yang baik dapat diwujudkan dalam bentuk Ruang Terbuka Hijau yang

memadai serta penguatan lahan LP2B untuk pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu Kota Cirebon merupakan wilayah yang rentan terkena ancaman bencana banjir,
cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta gempa bumi. Tantangan wilayah rawan

bencana ini bisa menjadi penghambat dalam pembangunan jika tidak ditangani. Upaya-upaya
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peningkatan kegiatan ekonomi, sumber daya manusia serta infrastruktur akan percuma jika
wilayah yang ada tidak tangguh setiap menghadapi bencana. Tantangan ini bisa diatasi dengan
konsep resilient and resilient city, dimana sebuah wilayah dipersiapkan untuk tidak mudah
jatuh dan tetap tangguh ketika bencana tiba. Dalam mewujudkan wilayah yang kokoh tersebut
maka perlu diciptakannya pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan sistem mitigasi
bencana, peningkatan pembangunan infrastruktur kebencanaan, pemanfaatan sistem teknologi
Early Warning System, pemerataan pembangunan fasum/fasos serta penguatan sistem logistik,

dengan tetap mewujudkan resiliensi masyarakat berbasis potensi kelurahan.

Adapun tujuan dan sasaran dari misi ini adalah terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur
yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan

tangguh terhadap bencana dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
b. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
c. Meningkatnya ketahanan bencana;

d. Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat

Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.2.1.Kerangka Kerja Pra Bencana

Tujuan utama dari kerangka kerja pengurangan risiko bencana adalah mencegah timbulnya dan
mengurangi risiko, mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan, meningkatkan

resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan.

Melalui Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030, maka
masyarakat internasional telah memiliki kerangka aksi baru terkait pengurangan risiko bencana
yang akan menjadi panduan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana hingga tahun 2030.
Implementasi SFDRR 2015-2030 ini berdasarkan empat prioritas aksi serta tujuan-tujuan yang

ingin dicapai dalam prioritas, sebagai berikut:
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1) Prioritas 1 — Memahami risiko bencana dengan tujuan pemahaman risiko yang benar
berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;

2) Prioritas 2 — Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko dengan tujuan
penyempurnaan sistem tata kelola dalam penanggulangan bencana melalui penerapan
prinsip-prinsip partisipasi, keadilan dan kesetaraan, profesionalisme, kemandirian,
efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan tepat sasaran/efektif;

3) Prioritas 3 — Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan dengan
tujuan untuk investasi pembangunan struktural dan non-struktural yang berkelanjutan dan
akuntabel di semua tingkatan, dan yang tidak menimbulkan atau menambah risiko
ekonomi dan 7 sosial; dan

4) Prioritas 4 — Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan
“Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan
rekonstruksi dengan tujuan pemerintah dan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk
merespons bencana dengan efektif secara mandiri dan mampu melenting balik setelah

kejadian bencana serta membangun kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan pada tahap prabencana terbagi pada situasi tidak

terjadi bencana dan terdapat potensi bencana.

1. Situasi Tidak Terjadi Bencana
Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis
kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana
yang nyata.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
1) Perencanaan penanggulangan bencana,
2) Pengurangan risiko bencana,
3) Pencegahan,
4) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan,
5) Persyaratan analisis risiko bencana,
6) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang,
7) Pendidikan dan pelatihan, dan
8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. Situasi Terdapat Potensi Bencana

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan — kegiatan meliputi:
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1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam

menghadapi kejadian bencana meliputi:

a.
b.
C.
d.

Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme
tanggap darurat;

Penyiapan lokasi evakuasi;

Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap
darurat bencana; dan

Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan

pemulihan prasarana dan sarana.

2) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam

rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap

darurat meliputi:

a.
b.
C.
d.

.

Pengamatan gejala bencana;

Analisis hasil pengamatan gejala bencana;

Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan

Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

3) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat

yang berada pada kawasan rawan bencana meliputi :

a.
b.

C.

Pelaksanaan penataan ruang;
Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara

konvensional maupun modern.

Kegiatan — kegiatan pra bencana ini dilakukan secara lintas sektor dan multistakeholder. Oleh

karena itu fungsi BPBD adalah koordinasi.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, BPBD Kota Cirebon

mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang

dapat dilihat pada Tabel di bawah.
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Tabel 3.1 Mandat BPBD/Perangkat Daerah pada Urusan Penanggulangan Bencana
Saat Prabencana

PERAN MANDAT
Komando Tidak ada mandat dalam komando
Koordinasi Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Implementasi Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh

3.2.2. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana

Tujuan kerangka kerja saat tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,
yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana dengan memperkuat mekanisme dan prosedur-prosedur terkait kedaruratan bencana

berdasarkan hasil evaluasi terhadap operasi kedaruratan bencana.

Peningkatan penanganan darurat bencana dapat diwujudkan dengan adanya prosedur yang
relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi selama masa
tanggap darurat dari seluruh pihak terlibat, baik di daerah kejadian maupun di pusat pengendali
operasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme dan prosedur-prosedur kedaruratan bencana
berdasarkan sistem komando tanggap darurat berdasar pada sistem yang telah ditentukan secara

nasional.

Kota Cirebon harus memperkuat mekanisme dan prosedur-prosedur terkait kedaruratan
bencana berdasarkan hasil evaluasi terhadap operasi kedaruratan bencana melalui adanya
review secara berkala terkait pelaksanaan prosedur tersebut. Selain itu, tindakan yang dapat
dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan penyusunan mekanisme dan prosedur
evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan operasi darurat bencana yang relevan untuk
seluruh wilayah di Kota Cirebon berisiko tinggi terhadap bencana. Dalam hal kedaruratan
diperlukan jaminan terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat
terdampak. Kajian kebutuhan kedaruratan harus dilakukan per ancaman dalam kondisi

terburuk yang dijabarkan dalam sebuah rencana kontijensi yang difokuskan pada tingkat kota.

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk

membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.
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Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2) Penentuan status keadaan darurat bencana;

3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

4) Pemenuhan kebutuhan dasar;

5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan pada tahap saat/tanggap darurat terbagi pada situasi
sebelum status bencana ditetapkan, saat siaga status darurat, saat status tanggap darurat, dan

saat status transisi darurat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana, BPBD Kota
Cirebon mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan

bencana yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2 Mandat BPBD Saat Tanggap Darurat

PERAN MANDAT

Komando Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu
komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan,
logistik, dan penyelamatan.

Koordinasi Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat
secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Implementasi Pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat secara terencana,
terpadu dan menyeluruh

3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Tujuan kerangka kerja pemulihan pasca bencana adalah untuk memberikan acuan/pegangan
bagi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan
secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dan kegiatan pemulihan pasca
bencana dapat berjalan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu dan tepat
guna, dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana.
Tujuan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana adalah membangun kembali dalam jangka
panjang secara permanen sebagian atau seluruh sarana dan prasarana fisik dan non-fisik,

beserta seluruh sistem kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar kondisinya
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pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih

baik dari berbagai ancaman bencana.

Prinsip yang diemban dalam penyelenggaraan kegiatan pasca bencana adalah “Build Back

Better and Safer” atau “Membangun Lebih Baik dan Lebih Aman”, yaitu:

1. Membangun konstruksi yang aman dari bencana;

2.  Memulihkan dan memperkuat konstruksi sosial ekonomi masyarakat;

3.  Membangun kapasitas dan budaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
dan

4. Mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan resiko
bencana dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kembali
bencana pada masa mendatang. Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

sendiri terdiri atas:

1. Sektor permukiman yang meliputi subsektor perumahan dan prasarana lingkungan,
diselenggarakan dengan pemberian bantuan rumah kepada masyarakat korban
menggunakan model relokasi dan in-situ

2. Sektor infrastruktur yang meliputi subsektor transportasi darat dan sumber daya air

3. Sektor ekonomi yang meliputi subsektor pertanian/perkebunan dan peternakan

4. Sektor sosial yang meliputi prasarana dan sarana pendidikan dan agama serta
pendampingan bagi warga yang mengalami trauma pada subsektor Kesehatan

5. Lintas sektor yang meliputi administrasi kependudukan dan administrasi lainnya pada

subsektor pemerintahan.

Dalam pemulihan pasca bencana terdapat 4 (empat) kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana (Damage and Loss Assessment-DALA)
yang meliputi aktivitas penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, penyiapan
kelengkapan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, pengumpulan data dan
koordinasi dengan instansi terkait, pengolahan dan analisa kerusakan dan kerugian pasca
bencana, pelaporan hasil analisa kerusakan dan kerugian pasca bencana, dan
menyampaikan dokumen analisis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana kepada

Kalak BPBD.
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2. Pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana (Human Recovery Needs Assessment-
HRNA) yang meliputi aktivitas penyiapan kelengkapan pemulihan kebutuhan manusia
pasca bencana, pengumpulan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait, pengolahan
dan analisis pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, pelaporan hasil analisa
pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, dan penyampaian dokumen hasil analisis
pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana.

3. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (R3P) yang meliputi
aktivitas penyiapan kelengkapan penyusunan R3P, melakukan kompilasi hasil DALA dan
HRNA, inventarisir kebutuhan R3P, sinkronisasi dan penjadwalan kebutuhan R3P,
menyusun draft dokumen R3P, menyampaikan hasil draft dokumen R3P kepada Kabid
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dan Kepala Pelaksana, menyampaikan hasil draft
dokumen R3P kepada instansi terkait untuk dievaluasi dan disetujui, serta menyampaikan
draft dokumen R3P yang sudah disetujui oleh instansi terkait kepada Gubernur untuk
disahkan sebagai Peraturan Gubernur.

4. Bantuan pemulihan pasca bencana yang berasal dari APBN, APBD, maupun dari sumber

pendanaan lainnya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

1) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

Perbaikan lingkungan daerah bencana;

o

Perbaikan prasarana dan sarana umum;

c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

o

Pemulihan sosial psikologis;
Pelayanan kesehatan;
Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

Pemulihan sosial ekonomi budaya;

= @ oo

Pemulihan keamanan dan ketertiban;

—

Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
J-  Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi:
pembangunan kembali prasarana dan sarana;
a. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

b. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
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Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik
dan tahan bencana;

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha,
dan masyarakat;

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pemulihan pasca bencana, BPBD

Kota Cirebon mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan

bencana yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3 Mandat BPBD Saat Pasca Bencana

PERAN MANDAT
Komando Tidak ada komando
Koordinasi Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat pasca bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh

Implementasi Pelaksanaan kegiatan pada saat pasca bencana secara terencana, terpadu dan

menyeluruh

Sedangkan mandat, peran, dan tanggung jawab instansi lain terkait seperti perangkat daerah

dan organisasi non pemerintah lainnya dalam tahapan pasca bencana dapat dilihat pada Tabel

3.4 di bawah.
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Tabel 3.4 Peran Organisasi Perangkat Daerah dan Non-Organisasi Perangkat Daerah dalam Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca

Bencana Daerah (BPBD) Kota
Cirebon

Bencana

Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Rawan Bencana

Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana
Pelatihan pencegahan dan
mitigasi bencana
Pengelolaan risiko bencana
Penguatan kapasitas kawasan
untuk pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana
Pengembangan kapasitas Tim
Reaksi Cepat (TRC)
bencana

Penyusunan Rencana
Kontijensi

Penyusunan regulasi
penanggulangan bencana
Penguatan kelembagaan
bencana

Kerjasama antar lembaga dan
kemitraan dalam
penanggulangan bencana
Pengendalian operasi dan
penyediaan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap
bencana

darurat bencana

Pencarian, pertolongan dan
evakuasi korban bencana
Pengkajian secara cepat dan
tepat terhadap lokasi,
kerusakan, dan sumber
daya

Penentuan status keadaan
darurat bencana
Pengendalian operasi dan
penyediaan sarana
prasarana kesiapsiagaan
terhadap bencana
Penyediaan peralatan
perlindungan dan
kesiapsiagaan bencana
Penyiapan lokasi evakuasi
Pengamatan gejala bencana
Analisis hasil pengamatan
gejala bencana
Penyebarluasan informasi
tentang peringatan bencana
Respon cepat penanganan
darurat bencana

Pencarian, pertolongan dan
evakuasi korban bencana

Bencana
KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Perangkat Daerah | Badan Penanggulangan Penyusunan Kajian Risiko Respon cepat penanganan e Penyusunan JITUPASNA

(Kaji Cepat Kebutuhan
Pasca Bencana)
Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan Dinas terkait
Melakukan pendampingan
pasca bencana
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
e Penyediaan peralatan Aktivasi sistem komando
perlindungan dan penanganan darurat
kesiapsiagaan bencana bencana
e (Gladi kesiapsiagaan terhadap Perlindungan terhadap
bencana
e Pengorganisasian, kelompok rentan
penyuluhan, pelatihan, dan Membantu pemulihan
gladi tentang mekanisme dengan segera prasarana
tanggap darurat dan sarana vital
e Penyiapan lokasi evakuasi
e Pengamatan gejala bencana
e Analisis hasil pengamatan
gejala bencana
e Penyebarluasan informasi
tentang peringatan bencana
Badan Perencanaan e Desk Perencanaan Mitigasi Sosialisasi Siaga Bencana Pemantauan (monitoring)
Pembangunan, Penelitian, dan Benpapa _ (Jalur evakuasi, Penyediaan pendistribusian bantuan
Pe.:ngembangan Daerah Kota ® Sosialisasi  Perencanaan Sarpras Pendukung, Titik Penguatan Perencanaan
Cirebon Berbgsg Mitigasi. . Posko Pelayanan kesehatan, Pendukung rehabilitasi.
e Monitoring dan Evaluasi

Penyedian Dapur Umum)
Berperan aktif dalam
pemantauan (monitoring)
penyediaan sarana
pendukung dan lainnya
Respon cepat dalam
perubahan perencanaan
pendukung mitigasi
(penyelematan dan
evakuasi)

Penguatan Perencanaan
Pendukung Rekonstruksi
Koordinasi dalam
monitoring pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur bersama
Dinas Pekerjaan Umum
dan dinas terkait lainnya,
baik berbentuk
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KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Monitoring dan evaluasi perencanaan maupun
regulasi.
Badan Pengelola Keuangan Fasilitasi Sosialisasi Sosialisasi Edukasi Penyediaan Anggaran
dan Pendapatan Daerah Kota Pencegahan Bencana Tanggap Bencana Belanja Tak Terduga

Cirebon

Fasilitasi pelatihan dan
simulasi tentang tanggap
darurat

Memfasilitas penyediaan
sarana prasana kebencanaan
Respon cepat
penanggulangan darurat
bencana

Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan Kegiatan

Memfasilitasi proses
realisasi anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Cirebon

Penguatan Struktur dan
Mekanisme Informasi
Penataan Ruang Daerah
terkait Mitigasi Bencana
Kota Cirebon

Pembuatan Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang berbasis Mitigasi
Bencana

Kerjasama dan Koordinasi
dengan SKPD lain mengenai
Tim Siaga Kebencanaan Kota
Cirebon.

Penguatan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Berbasis Kajian
Risiko Bencana untuk
Pengurangan Risiko Bencana

Melakukan Pemetaan
Kerusakan akibat bencana
sebagai bahan evaluasi
infrastruktur

Melakukan pembangunan
infrastruktur sarana dan
prasarana yang rusak baik
secara semi sementara
maupun permanen.
Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan SKPD lainnya
terkait kebutuhan sarana
dan prasarana

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

55




-56-

KELOMPOK NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Penguatan Struktur dan
Mekanisme Informasi
Penataan Ruang Daerah
terkait Kawasan Rawan Kota
Cirebon

Pembuatan Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang berbasis Prioritas
Zona Rawan Bencana
Koordinasi dan

sosialisasi dengan SKPD
terkait mengenai Zona
Rawan Bencana

Penerapan Bangunan Layak
Fungsi untuk meminimalisir
resiko bencana pada Izin
Mendirikan Bangunan
Pengurangan resiko dan
frekuensi kebencanaan
melalui peraturan, kerjasama,
dan monitoring serta evaluasi
keseuaian tata ruang
Pembangunan/Revitalisasi
tanggul sungai dan

drainase di daerah berisiko
banjir

Normalisasi dan Restorasi
Sungai dan Drainase di
daerah beresiko banjir
Kerjasama dan Koordinasi
dengan SKPD lain mengenai
Tim Siaga Kebencanaan Kota
Cirebon

Monitoring.

Melakukan monitoring
dan evaluasi.-
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota
Cirebon

Pembuatan Perda/Perwal
tentang Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Pemerintah Daerah
Kota Cirebon

Sosialisasi dan persiapan
penyediaan dan rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Pemerintah
Kota Cirebon

Sosialisasi standar teknis
tentang mekanisme
penggantian hak atas tanah
dan bangunan

Koordinasi dan kerjasama
dengan SKPD lain terkait
sebaran titik lokasi rawan
bencana alam.

Identifikasi Rumah di Lokasi
Rawan Bencana atau
Relokasi Program Pemerintah
Kota Cirebon

Pengumpulan data rumah
korban bencana kejadian
sebelumnya yang belum
tertangani

Penyusunan site plan dan
Detail Engineering Design
(DED) bagi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi
Program Pemerintah Kota
Cirebon

Pengadaan lahan untuk
pembangunan Rumah Korban

Koordinasi dengan BPBD
tentang lokasi bencana
alam;

Monitoring status
kebencanaan yang
ditetapkan oleh BPBD.
Koordinasi dengan instansi
terkait lainnya tentang
penanganan bencana alam
tertentu,;

Penyediaan personil (Tim
Biru) untuk penanganan
bencana alam tertentu
(pohon tumbang akibat
angin puting beliung);
Pendampingan, penanganan
dan monitoring kejadian
bencana alam tertentu.
Monitoring bersama
Perangkat daerah lain ke
lokasi terdampak bencana
alam;

Respon cepat
penanggulangan darurat
bencana alam tertentu;
Penanganan cepat terhadap
bencana alam tertentu
seperti pohon tumbang
akibat angin puting beliung.

Penyusunan rencana
rehabilitasi dan
rekonstruksi rumah
terdampak bencana alam
atau relokasi program
pemerintah Kota Cirebon
Kegiatan rehabilitasi
terhadap rumah
terdampak bencana alam
atau relokasi program
Pemerintah Kota Cirebon.
Kegiatan pembangunan
baru terhadap rumah yang
terdampak bencana alam
atau relokasi program
pemerintah Kota Cirebon
Monitoring dan evaluasi.
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Bencana atau Relokasi
Program Pemerintah Kota
Cirebon

Kajian secara teknis
terhadap rumah yang

terdampak bencana alam

Pembentukan dan pelatihan tertentu:

Tim Satgas, Tim Pendamping ’

dn Fasilitator tanggap Pendataan dan penentuan

bencana. kriteria kerusakan rumah,
prasarana dan tempat
ibadah yang terdampak
bencana alam tertentu;
Perencanaan teknis
penanganan untuk rumah,
parasarana dan tempat
ibadah terdampak bencana
alam tertentu;
Survei kebutuhan untuk
kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi rumah
terdampak bencana alam
tertentu.

Dinas Sosial Kota Cirebon Melakukan pembinaan Mengkaji cepat dan e Pemulihan Pasca Bencana
terhadap anggota TAGANA melaporkan hasil e Pendampingan Trauma
Kampung Siaga Bencana identifikasi serta Pasca Bencana
gzrgl]lerd[?;?nlggISUk dan rekomendasi pada posko, (Advokasi)

Fasilitasi dalam pembentukan se.rta berkoprdinasi pada e Perbaikan & Pemulihan

dan pengembangan kampung Tim Reaksi Cepat (TRC); Seml.la Aspek Pelayanan

siaga bencana (KSB); Mengidentifikasi dan Publik Masyarakat
mendata korban bencana; Sampai Tingkat Pasca

Pendataan pemetaan daerah
rawan bencana;

Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

58




-50.-

KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Sosialisasi pengurangan
resiko bencana di daerah
rawan bencana;

Upaya pengurangan resiko
bencana dan kesiapsiagaan
lainnya.

Melaksanakan operasi
tanggap darurat dan
penyelamatan korban dari
situasi aman ke tempat
lebih aman;

Melaksanakan tanggap
darurat pada bidang
penampungan sementara
Memberikan bantuan
logistik/dapur umum karena
tupoksinya Dinas Sosial
dalam penanggulangan
bencana

Mengidentifikasi / mendata
kerugian material pada
korban bencana;
Melakukan pendampingan
dalam advokasi sosial

Memastikan PMKS yang
memperoleh bantuan
sosial untuk memenuhi
kebutuhan dasar (Persen)

Dinas Lingkungan Hidup Kota
Cirebon

Pembinaan Kampung Iklim
dalam upaya pemberian
informasi pentingnya
pemasangan jalur evakuasi
dan titik kumpul sebagai
upaya pencegahan dan
kesiapsiagaan

Dalam penyusunan dokumen
lingkungan pelaku

usaha/kegiatan wajib
mencantumkan SOP tanggap

Koordinasi terkait lokasi
bencana dan kebutuhan
logistik yang bisa
dipersiapkan;

Monitoring status
kebencanaan tertentu yang
diberikan oleh BPBD.
Penempatan Petugas
pengangkut sampah di
Lokasi Bencana;

Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan Dinas terkait;
Pelaksanaan
Pengangkutan sampah
Pasca Bencana.
Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan
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Penyelenggaraan Kerjasama
dan Koordinasi Antar Daerah
Berbatasan, Antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan dan
Penyelamatan Kebakaran
TPA

Bimbingan Teknis Terkait
Pencegahan, Penanggulangan
dan Penyelamatan Kebakaran
di TPA

Pengembangan Sistem
Peringatan Dini TPA
Bimbingan atau Pembinaan
Teknis Terkait Program
Kedaruratan Pengelolaan B3
dan/atau Limbah B3)
Pembentukan dan pelatihan
Tim satgas kebersihan
tanggap bencana

Penyediaan sarana dan
prasarana Pesampahan

Pembentukan dan pelatihan
tim tanggap bencana limbah
B3

Dalam proses penyusunan
rincian teknis penyimpanan
Limbah B3 pelaku
usaha/kegiatan wajib

Respon cepat
penanggulangan darurat
bencana;

Penetapan Tanggap
Darurat;

Membantu Penyelamatan
dan Evakuasi.
Penanggulangan
kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3.

Koordinasi dengan DLH
Prov Jabar dan KLHK

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
darurat dalam dokumen Penempatan kendaraan e Melakukan Rehabilitasi
lingkungan operasional persampahan.
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

membuat Program
Kedaruratan Pengelolaan B3
dan/atau Limbah B3 (sesuai
PERMEN LHK No. 74 tahun
2019 Pasal 3)

Dinas Pendidikan Kota
Cirebon

Sosialisasi pencegahan
bencana kepada sekolah-
sekolah yang berada dibawah
naungan Dinas Pendidikan
Monitoring

Sosialisasi Siaga Bencana
kepada sekolah-sekolah

Penyediaan Sarpras
Pendukung, Titik Posko
Pelayanan Pendidikan
Berperan aktif dalam
pemantauan (monitoring)
penyediaan sarana
pendukung yang ada di
sekolah

Respon cepat
penanggulangan darurat
bencana;

Koordinasi dengan pihak -
pihak terkait;
Pelaksanaan sekolah
darurat.

Monitoring pelaksanaan
sekolah darurat.

Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan Dinas terkait
Melakukan pendampingan
pasca bencana terhadap
sekolah-sekolah yang ada
dibawah naungan Dinas
Pendidikan Kota Cirebon.
Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan Dinas terkait
Melakukan pendampingan
pasca bencana terhadap
sekolah-sekolah yang ada
dibawah naungan Dinas
Pendidikan Kota Cirebon.

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga
Berencana Kota Cirebon

Sosialisasi tentang potensi
bencana, pencegahan dan
penanggulangan bencana
Sosialisasi dan Simulasi
tanggap bencana terhadap
responsif gender.

Memfasilitasi titik
pengungsian;

Membantu dinas teknis
dalam menyediakan hunian
sementara yang Responsif
Gender;

Pemulihan psikologis
penyintas bencana dan
kelompok rentan
Pendampingan psikologis
penyintas bencana dan
kelompok rentan.
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e Pemetaan wilayah bencana.

umum;
Membantu dinas teknis
menggalang dana dari
berbagai Stakeholder.
Koordinasi dengan pihak -
pihak terkait

Alur evakuasi dengan kader
bersama BPBD.
Pemulihan trauma pasca
bencana;

Pendampingan trauma
pasca bencana.-

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
e Sosialisasi, edukasi tanggap Membantu dinas teknis e Menyediakan hunian tetap
bencana dalam menyediakan dapur yang Responsif Gender

dan kelompok rentan.-

Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik
Kota Cirebon

e Sosialisasi tentang potensi
bencana, pencegahan dan
penanggulangan bencana

e Melakukan Sosialisasi
kebencanaan di media sosial
milik PEMDA Kota Cirebon,
media sosial CAll Center 112

e Sosialisasi Siaga Bencana (di
media sosial milik PEMDA

Kota Cirebon)

Menerima Laporan adanya
situasi bencana melalui
layanan Cirebon Siaga
112.

Berperan aktif meneruskan
laporan kebencanaan pada
Dinas-dinas terkait.
Respon cepat
penanggulangan darurat
bencana.

Koordinasi dengan pihak-
pihak terkait.

Monitoring pelaksanaan
pasca pertolongan pada
kebencanaan dan

e Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan Dinas terkait

e Melakukan pendampingan
pasca bencana

e Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan Dinas terkait

e Melakukan pendampingan
pasca bencana.
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

melaporkan hasil tindak
lanjutnya.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon

Melakukan upaya pencegahan dan
mitigasi

Kajian risiko Krisis
Kesehatan;

Menyusun, mensosialisasikan
dan menerapkan kebijakan
atau standar Penanggulangan
Krisis Kesehatan;
Mengembangkan sistem
informasi Penanggulangan
Krisis Kesehatan;

Menyusun rencana
Penanggulangan Krisis
Kesehatan; dan
Melaksanakan peningkatan
kapasitas Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Aman Bencana.

Melakukan upaya kesiapsiagaan

Simulasi/geladi bidang
kesehatan;

Pemberdayaan masyarakat;
mengembangkan sistem
peringatan dini;

Membentuk EMT, tim RHA,
PHRRT, dan tim kesehatan
lainnya;

melakukan RHA;

aktivasi PHEOC

aktivasi Klaster Kesehatan
dan mobilisasi EMT dan
PHRRT;

menyusun dan
melaksanakan rencana
operasi Krisis Kesehatan
berdasarkan hasil RHA dan
rencana kontigensi (jika
ada);

memobilisasi sarana
prasarana kesehatan, dan
perbekalan kesehatan yang
memadai;

memastikan pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat terdampak
berjalan sesuai standar
dengan memperhatikan
kepentingan kelompok
rentan;

mengintensitkan
pemantauan perkembangan
situasi; dan

melakukan penilaian
kerusakan, kerugian dan
kebutuhan sumber daya
kesehatan pascakrisis
kesehatan;

menyusun rencana aksi
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Kesehatan;
melaksanakan rencana
aksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Kesehatan;
dan

monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Kesehatan.
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dan Penyelamatan Kota
Cirebon

Relawan Kebakaran;
Sosialisasi pengurangan
risiko bencana kebakaran dan
minimalisir korban jiwa;
Peningkatan kapasitas
relawan, penanggulangan
bencana kebakaran dan non
kebakaran;

Meningkatnya kapasitas
sumber daya manusia dan
sarana prasarana
penanggulangan bencana
kebakaran dan non
kebakaran;

Pembinaan Aparatur
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
Kabupaten/Kota;
Penyelenggaraan Kerjasama
dan Koordinasi Antar Daerah
Berbatasan, Antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam

dan Evakuasi Korban
Bencana kebakaran dan non
kebakaran;

Menurunkan personil/tim
untuk penyelamatan dan
evakuasi bencana
kebakaran dan non
kebakaran

Kaji Cepat

Pendampingan penanganan
Respon cepat
penanggulangan darurat
bencana kebakaran dan non
kebakaran;

Cakupan daerah tertangani
pada saat darurat kebakaran
dan non kebakaran.

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Menyiapkan ketersediaan melaksanakan komunikasi
sarana prasarana kesehatan, Krisis Kesehatan.
dan Perbekalan Kesehatan memastikan program
yang memadai untuk upaya kesehatan sudah dapat
tanggap darurat; dan segera berfungsi.
Meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia baik
dalam hal manajerial maupun
teknis

Dinas Pemadam Kebakaran Fasilitasi pembentukan Pelayanan Penyelamatan e Berkolaborasi dan

memberikan rekomendasi
dengan Dinas terkait
Melakukan pendampingan
pasca bencana
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KELOMPOK NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran, dan

Bimbingan Teknis Terkait
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran Kota.

Koordinasi kesiapsiagaan
menghadapi potensi ancaman
bencana kebakaran dan
penyelamatan;
Pengorganisasian,
penyuluhan, pelatihan dan
simulasi tentang tanggap
darurat kebakaran;
Terselenggaranya sosialisasi,
komunikasi, informasi, dan
edukasi rawan bencana
kebakaran dan non kebakaran
kepada masyarakat;
Tersedianya layanan
penanggulangan bencana dan
sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap
bencana kebakaran dan non
kebakaran;

Penyelenggaraan Pemetaan
Rawan Bencana Kebakaran
dan non kebakaran;
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Pengendalian operasi dan
penyediaan sarana dan
prasarana kesiapsiagaan
terhadap bencana kebakaran
dan non kebakaran, dan
Penyediaan dan
Pemutakhiran Informasi
Daerah Rawan Kebakaran
dan Peta Rawan Kebakaran
dan non kebakaran.

Dinas Perhubungan Kota
Cirebon

Kerjasama dan Koordinasi
dengan SKPD lain mengenai
Tim Siaga Kebencanaan Kota
Cirebon.

Koordinasi kesiapsiagaan
menghadapi potensi ancaman
bencana;

Berperan serta dalam
penyuluhan, pelatihan dan
simulasi tentang tanggap
darurat;

Pengembangan Sistem
Peringatan Dini (Early
Warning System) Bencana
melalui ITS (Intelligent
transportation system);
Pengendalian operasi dan
penyediaan sarana dan
prasarana Lalu Lintas.

Pengaturan dan Pengalihan
Arus Lalu Lintas di Lokasi
Bencana.

Penempatan Petugas
Pengatur lalu Lintas di
Lokasi Bencana;
Penempatan Rambu Lalu
Lintas Portabel.

Respon cepat
penanggulangan darurat
bencana;

Penetapan Tanggap
Darurat;

Penyelamatan dan
Evakuasi.

Cakupan daerah tertangani
pada saat darurat bencana.

Melakukan Pemetaan
Kerusakan akibat bencana
sebagai bahan evaluasi
Fasilitas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Melakukan rehabilitasi
dan rekonstruksi
infrastruktur sarana dan
prasarana Fasilitas Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan yang rusak.
Berkolaborasi dan
memberikan rekomendasi
dengan SKPD lainnya
terkait kebutuhan sarana
dan prasarana fasilitas
LLAJ

Melakukan monitoring
dan evaluasi.
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dan kerentanan pangan

pangan darurat kepada
masyarakat terdampak
Jumlah kerugian hasil
panen pertanian dan
perikanan yang terdampak
bencana

Penyaluran cadangan
pangan kepada masyarakat
terdampak

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, e Sosialisasi pencegahan Pendataan UMKM yang e Pembinaan dan
Menengah, Perdagangan, dan bencana kepada lembaga terdampak bencana pendampingan kepada
Perindustrian Kota Cirebon yang sesuai dengan Tupoksi Mempersiapkan kebutuhan pelaku usaha yang terkait

dan Kewenangan bantuan UMKM yang tupoksi dan kewenangan
DKUKMPP yaitu Lembaga
Koperasi, UMKM, IKM dan terdampak bencana. DKUMKMPP yang
Perdagangan Pemberian bantuan UMKM terdampak bencana.
yang terdampak bencana.
Mempersiapkan mekanisme
penggantian dan
peningkatan keterampilan
hidup bagi UMKM yang
terdampak.
Dinas Ketahanan Pangan, e Tersedianya cadangan Mempersiapkan cadangan e Penyiapan mekanisme
Pertanian dan Perikanan pangan pemerintah dalam pangan bila diperlukan rehabilitasi lahan
jumlah yang cukup Pendataan luas wilayah pertanian dan perikanan
diperuntukkan sebagai ian d ikanan masyarakat terdampak
cadangan darurat bilamana pertanian dan perl Y P
daerah mengalami suatu yang terdampak bencana bencana.
bencana Pendataan jumlah
e Tersedianya peta ketahanan penyaluran cadangan
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Pendataan pemilik lahan
pertanian dan perikanan
yang terdampak bencana
Mempersiapkan mekanisme
rehabilitasi lahan pertanian
dan perikanan yang
terdampak bencana
Penyaluran Beras Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon kepada
masyarakat terdampak
bencana.

Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Cirebon

Pembentukan TIM tanggap
bencana Satpol-PP
Pembentukan Satgas Linmas
Kota Cirebon

Mengadakan bimtek siaga
kebencanaan bagi anggota
satpol pp dan linmas
Koordinasi dan sinkronisasi
kegiatan antar lembaga
pemerintah/non pemerintah
tentang kesiapsiagaan
bencana

Melaksanakan Patroli
pemetaan kawasan rawan
bencana;

Membantu melakukan upaya
kesiapsiagaan dan deteksi
dini terhadap segala bentuk
ancaman bencana;

Membantu melakukan
pendataan dar1 melaporkan
jumlah kerugian materi
akibat bencana;
Membantu pengamanan
pertolongan pertama serta
menginventarisir bantuan
bahan logistik
kebencanaan;

Membantu mendirikan
tempat penampungan
sementara bagi korban atau
para pengungsi akibat
bencana alam dan non
alam.

Membantu memberikan
bantuan logistik

Membantu rehabilitasi,
relokasi, rekonsiliasi dan
rekonstruksi darurat pada
fasilitas umum yang rusak
akibat bencana
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Membantu memberikan
informasi dan melaporkan
situasi yang dianggap
berpotensi bencana;
Membantu memberikan data
dan informasi dari
masyarakat mengenai potensi
bencana.

kebencanaan kepada korban
bencana alam dan non alam
Membantu evakuasi korban
akibat bencana dan
kebakaran serta keamanan,
ketenteraman dan
ketertiban masyarakat
menuju lokasi aman
bencana;

Membantu melakukan
pengamanan evakuasi dan
distribusi bantuan bagi
korban bencana dan
kebakaran serta gangguan
keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
Membantu mendirikan
dapur umum sementara
bagi korban atan para
pengungsi akibat bencana
alam dari non alam
Membantu rehabilitas,
relokasi, rekonsiliasi dan
rekontruksi darurat pada
fasilitas umum yang rusak
akibat bencana

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Cirebon

Desk Perencanaan Mitigasi
Bencana Pra Bencana

Jalur evakuasi, Penyediaan
Sarpras Pendukung, Titik

o Penguatan Perencanaan
Pendukung rehabilitasi.
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Bencana Garut.

Melakukan sosialisasi
terhadap masyarakat dan
instansi lainnya tentang peta
rawan bencana dan peta
rawan longsor
Mengadakan koordinasi
dengan BPBD Kota dan
Provinsi

Cimanuk Cisanggarung;
Melaporkan hasil
pemantauan Tinggi Muka
Air (TMA) secara periodik
pada posisi Normal, Siap,
Siaga, dan Awas, dari pos
Pengamat atau Display Unit
melalui radio komunikasi,

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Sosialisasi Perencanaan Posko Pelayanan kesehatan, e Penguatan Perencanaan
Berbasis Mitigasi. Penyediaan Dapur Umum Pendukung Rekonstruksi
Desk Perencanaap Mitigasi Berperan aktif dalam e Mengawal dan
Bencana Saat Kejadian dan . oo
Pasca Bencana pemantauan (monitoring) Monitoring pelaksanaan
Monitoring. penyediaan sarana pembangunan
pendukung dan lainnya. infrastruktur bersama
Respon cepat dalam Dinas Pekerjaan Umum
perubahan perencanaan baik berbentuk
pendukung dalam perencanaan maupun
penyelamatan dan evakuasi. regulasi.
Pemantauan (monitoring)
pendistribusian bantuan
BBWS Cimanuk Membentuk Pos Siaga Informasi dan laporan e Melaporkan serta
Cisanggarung Bencana BBWS Cimanuk peringatan dini pada posisi melakukan perbaikan
Cisanggarung, Pos Unit Siaga SIAP, STAGA dan AWAS secara darurat terhadap
B,e ncana Clrebon', Pos Unit disampaikan secara tertulis kerusakan sarana dan
Siaga Bencana Ciledug, Pos ) ) .
Unit Siaga Bencana dan melalu'l me.:dla prasarana 1nfrast.ruktur
Jatibarang, Pos Unit Siaga telekomunikasi (telepon, Sumber Daya Air
Bencana Kadipaten, Pos Unit Handphone dan E- e Mengevaluasi serta
Siaga Bencana Sumedang mail/Fax) kepada Pos Unit membuat usulan
(Jatigede), Pos Unit Siaga Siaga Bencana BBWS perbaikan atau

pembangunan kembali
sarana dan prasarana
infrastrutur Sumber Daya
Air yang rusak akibat
bencana untuk
disampaikan kepada
Ditjen SDA.
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Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Melaporkan kegiatan yang telepon, atau handphone ke
berkaitan dengan Pos Siaga Bencana BBWS
kesiapsiagaan kepada Satgas Cimanuk Cisanggarung di
Pe.n.anggulangan Bencana Cirebon:

Ditjen SDA ’

Menerima laporan dan Status SIAP (SIAGA I)

pengecekan lapangan siaga e Pencatat Tinggi Muka Air

bencana (TMA) setiap selang 2

Melakukan Sosialisasi (dua) jam;

kepada seluruh anggota Pos e Pemantauan Tanggul

Unit Siaga Bencana tentang dilakukan setiap selang 6

peta rawan bencana, peta .

daerah kritis, peta daerah (enam) jam.

rawan longsor, dan lain-lain | Status SIAGA (SIAGA II)

sebagai pedoman dalam e Pencatatan Tinggi Muka

pelaksanaan tugas Air (TMA) setiap selang 1

Membuat rencana mobilisasi jam;

a!at dan bahan banjiran yang e Pemantauan Tanggul

diperlukan. dilakukan dengan memukul

Informasi Peta Potensi Banjir g .

dan Kekeringan di WS kentongan/alat peringatan

Cimanuk Cisanggarung. dini lainnya menurut
kebiasaan setiap Desa;

e Pemantauan Tanggul
dilakukan setiap selang 3
(tiga) jam;

e I[syarat dilakukan dengan
memukul kentongan
menurut kebiasaan setiap
desa.
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Melakukan monitoring
pelaksanaan peringatan
dini;

Mengirimkan laporan
kepada Satgas
Penanggulangan Bencana
Ditjen SDA;

Mobilisasi peralatan dan
bahan banjiran ke lokasi
yang terkena bencana;
Melakukan peringatan dini
sesuai SOP dan
mengirimkan laporan
kejadian bencana kepada
Pos Siaga Bencana BBWS
Cimanuk-Cisanggarung;
Menyampaikan informasi
ke Pos Siaga Bencana
BBWS Cimanuk
Cisanggarung melalui radio
komunikasi atau media
telekomunikasi lainnya;
Mengirimkan informasi dan
laporan awal kepada Pos
Siaga Bencana Dirjen
Sumber Daya Air dan
tembusan kepada Satlak PB
SDA Provinsi, Satlak PB
Kabupaten/Kota.

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

72




-73-

KELOMPOK NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Status AWAS (SIAGA 1II)

Pengamatan Tinggi Muka
Air (TMA) setiap selang
setengah jam; Pemantauan
tanggul secara terus
menerus;

Isyarat disampaikan dengan
memukul kentongan
menurut kebiasaan setiap
desa, apabila terjadi limpas
dilakukan dengan memukul
an atau bobolan tanggul,
isyarat kentongan secara
terus menerus;
Pemantauan tanggul yang
kritis, dilakukan penjagaan
secara khusus sampai TMA
turun kembali dibawah
AWAS.

Melakukan kegiatan
tanggap darurat berupa
pelaksanaan perbaikan
kerusakan sarana dan
prasarana infrastruktur
Sumber Daya Air;
Melakukan kegiatan
Tanggap darurat sesuai
instruksi dan arahan dari

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

73




74

KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Pos Siaga Bencana BBWS
Cimanuk-Cisanggarung;
Mobilisasi seluruh potensi
peralatan yang ada di
lingkungan BBWS
Cimanuk-Cisanggarung ke
lokasi yang terkena
bencana;

Menyampaikan informasi
awal kepada Ketua Satgas
BBWS Cimanuk
Cisanggarung selaku
Penanggung Jawab paling
lambat 12 jam pasca
kejadian;

Menyampaikan informasi
dan laporan kejadian
bencana ke Pos Siaga
Bencana BBWS Cimanuk
Cisanggarung di Cirebon
melalui radio atau
telephone/Handphone
paling lambat 4 jam pasca
kejadian.

Melaporkan kejadian
bencana ke Pos Induk Piket
Siaga Bencana;
Menyampaikan laporan dan
memberikan informasi
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mensosialisasikan upaya
pengurangan risiko bencana
bersama BPBD dalam bentuk
sharing knowledge berupa
kegiatan seminar keilmuan,
dll;

Membentuk sukarelawan
yang dapat membantu
proses tanggap darurat.

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
tertulis berupa Form A dan
Form B, kepada Pos Siaga
Bencana Ditjen SDA dan
tembusan kepada BPBD
Kota dan/atau Provinsi;
Menyampaikan laporan
tertulis berupa Form A ke
Pos Siaga Bencana BBWS
Cimanuk Cisanggarung
melalui Radio Komunikasi,
telepon atau Faximile.
ORGANISASI Universitas Swadaya Gunung e Membangun kapasitas Mengaktifkan layanan e Dapat membantu jika
NON Jati Kota Cirebon dengan memberikan mata komunikasi yang dapat dibutuhkan dalam proses
PEMERINTAH kuh?h kebengagaan dalam menangkap informasi trauma healing bagi
institusi pendidikan . . )
o berupa radio dll di area korban bencana;

e Melakukan penelitian yang .
berkaitan dengan kampus. e Melakukan kegiatan
pengurangan risiko bencana Mempersiapkan titik pemberdayaan masyarakat
dan upaya membangun kumpul dan tempat aman di sebagai untuk
kapasitas di wilayah yang area kampus. membangun kembali
terancam potensi bencana Melakukan evakuasi perekonomian setelah
berkolgboras1 dengan pihak mahasiswa saat terjadi kejadian bencana.
pemerintah dan masyarakat S

. i bencana berkoordinasi e Dapat membantu
serta stakeholder lainnya; ) ) ) .
e Ikut terlibat dalam membantu dengan pihak-pihak terkait. memberikan saran dan

masukan dalam
penyusunan rencana tata
ruang pasca bencana
berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait;
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alam yang selaras dengan
strategi PRB secara nasional
dan daerah;

Berperan dalam kegiatan
pendidikan PRB, serta
peningkatan kapasitas dan
pemberdayaan masyarakat;
Mendokumentasikan
pengalaman, petikan
pembelajaran dan praktek
terbaik;

barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar
Memobilisasikan Sumber
Daya Manusia (relawan)
Analisa hasil kaji cepat
Menyebarkan laporan
situasi darurat bencana
pada masyarakat

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Dapat dilibatkan dalam e Dapat membantu
membantu proses pengujian memberikan saran dan
kekuatantbat{ltgtgnan untuk masukan dalam proses
proses retrofitting yang .
digunakan untuk shelter rekonstruksi bangunan

pasca bencana
berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait.
Forum Siaga Bencana Kota Menjadi wadah komunikasi, Kajian berdasarkan rapid e Pemulihan sosial,
Cirebon koordinasi dan kolaporasi . assesment dan penyebaran ekonomi, dan budaya
para pemangku kebijakan di informasi (laporan situasi) e Mendokumentasikan
jawa barat dalam pelaksanaan e .
. . Sosialisasi EWS dan pengalaman, petikan
dan keberlanjutan kegiatan . . .
kegiatan PRB dan kebijakan pemerintah pembelajaran dan praktek
pengelolaan sumber daya mengenai status darurat terbaik.
Penyediaan dan penyiapan e Membangkitkan kembali

kehidupan sosial budaya
masyarakat
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KELOMPOK NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Menyediakan informasi data
dasar untuk pengurangan
risiko bencana; termasuk
profil ancaman dan risiko
bencana, kebijakan, strategi,
kapasitas, sumberdaya, dan
program Daerah/Nasional;
Melakukan analisa sistem
PRB dan kebijakan
pemerintah/pemerintah
daerah yang terkait secara
menyeluruh;
Mengidentifikasi trend,
kesenjangan, permasalahan
dan tantangan serta
menentukan bidang prioritas
PRB;

Berperan dalam pembentukan
dan pengembangan sistem
PRB;

Membentuk gugus tugas
tematis (thematic
platform/task force) sesuai
dengan bidang prioritas PRB
yang kontekstual. Mengelola
kegiatan koordinasi dan
berbagi data/informasi antar
pihak dalam melaksanakan
kegiatan PRB;

Mendorong proses
penyusunan atau mengadopsi
kebijakan peraturan

perundangan yang
berperspektif PRB;

Membantu pendirian Posko
sosial
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Menyusun Rencana Aksi
Daerah (RAD) Pengurangan
Risiko Bencana di Kota
Cirebon,;

Menetapkan patokan
kemajuan yang dicapai dalam
pengarusutamaan PRB ke
dalam kebijakan,
perencanaan dan program
pembangunan;

Menyusun rencana kerja
yang berorientasi hasil dan
selaras dengan kerangka kerja
aksi PRB yang disepakati
secara nasional;
Mengkoordinasikan upaya
bersama antar/sesama
anggota untuk PRB;
Memantau, mencatat dan
melaporkan aksi-aksi PRB di
tingkat daerah sejalan dengan
kerangka kerja aksi PRB
yang disepakati
Pengorganisasian,
penyuluhan, pelatihan, dan
gladi tentang mekanisme
tanggap darurat;

Penyediaan dan penyiapan
bahan, barang, dan peralatan
untuk pemenuhan pemulihan
prasarana dan sarana;
Mengamati gejala bencana;
Menganalisa data hasil
pengamatan;
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

Mensosialisasikan hasil dari
Early warning system;
Penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan,
baik secara konvensional
maupun modern

Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia Kota Cirebon &
KADIN

Melakukan kegiatan
Sosialisasi bersama aktor
Pentahelix kepada Internal
Organisasi Pengusaha dan
Masyarakat Umum,;

Menjadi mitra Pemerintah
dalam melakukan Sertifikasi
AMDAL dalam projek Usaha
(Asesor khusus Sertifikasi
AMDAL);

Menghimpun Dana CSR dari
Perusahaan Anggota HIPMI
ataupun Non Anggota HIPMI
untuk Penanggulangan
Bencana Alam dan Non-
Alam sebagai dana Siaga
Bencana dari Pengusaha
Menjadi Mitra Pemerintah
dalam mengedukasi
Pengusaha-pengusaha
terutama yang usahanya
berisiko bencana

Menjadi mitra Pemerintah
dalam pengawasan kegiatan
Usaha yang memiliki risiko
bencana

Membentuk Tim
Kemanusiaan untuk
membantu Penanggulangan
Bencana

Menyalurkan dana Siaga
Bencana kepada yang
membutuhkan

Membentuk Posko siaga
bencana

Membentuk Tim
Kemanusiaan untuk
membantu Penanggulangan
Bencana

Menyalurkan dana Siaga
Bencana kepada yang
membutuhkan

Membentuk Posko siaga
bencana

Membentuk Tim
Kemanusiaan untuk
membantu Penanggulangan
Bencana

Membantu pemerintah
dalam kegiatan
rekonstruksi pasca
bencana dalam hal
pembiayaan dan edukasi
kepada masyarakat yang
terdampak bencana
Membentuk Tim Analisis
dampak ekonomi
Membentuk Tim
Advokasi dan pemulihan
ketangguhan ekonomi
Platform ekonomi baru
Pendataan UMKM
terdampak jika ada
bencana

Membantu pemerintah
dalam kegiatan
rehabilitasi pasca bencana
dalam hal pembiayaan
dan edukasi kepada
masyarakat terdampak
bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

79




-80-

melalui pemberitaan, terkait
dengan potensi bencana serta
penanggulangannya

kejadian dan dampak
bencana langsung dari
lapangan;

Menghimpun data data
terkait apa yang dibutuhkan
masyarakat terdampak
untuk kemudian
disampaikan kepada
instansi terkait;
Menyebarkan informasi
kejadian dan dampak
bencana kepada
masyarakat;
Memberitakan kejadian
bencana untuk
menumbuhkan kepedulian
masyarakat terhadap

KELOMPOK NAMA ORGANISASI PERAN PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Menyalurkan dana Siaga e Fokus membangun
Bencana kepada yang ekonomi melalui UMKM
membutuhkan setelah bencana
Membentuk Posko siaga
bencana
Radar Cirebon e Membangun ketahanan Menghimpun data data e Melakukan pengawasan
masyarakat menghadapi kebencanaan yang akurat dalam upaya rehabilitasi
bencana melalui pemberitaan dari BPBD, BMKG dan pasca bencana;
yang tepat dan‘ akurat . lainnya untuk kemudian e Membangun kapasitas
e Menyebarkan informasi )
terkait potensi bencana dan disebarkan kepada masyarakat dalam upaya
upaya pencegahannya; masyarakat. penanggulangan bencana.
e Memberikan peringatan dini Menghimpun data terkait e Melakukan pengawasan

dalam upaya rekonstruksi
pasca bencana.
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KELOMPOK

NAMA ORGANISASI

PERAN PRA BENCANA

SAAT BENCANA

PASCA BENCANA

masyarakat yang
terdampak.
Memberitakan informasi
kejadian dan dampak
bencana dengan cepat dan
akurat;

Melakukan pengawasan
dan memastikan
masyarakat terdampak
mendapatkan perlindungan
dari dampak bencana;
Melakukan pengawasan
dan memastikan bantuan
dari instansi dan atau
masyarakat disalurkan
dengan tepat sasaran.
Menghimpun data dampak
kerugian bencana dari
instansi terkait;
Menyebarkan informasi
terkait dampak bencana,
dengan cepat dan akurat
kepada masyarakat.

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

81




-82-

3.3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari sumber pendanaan

penanggulangan bencana dan penggunaan dana penanggulangan bencana,

1. Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
Berdasarkan pasal 4 ayat 2, sumber pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang

perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 5, pemerintah dan pemerintah
daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD pada
tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana. Dalam anggaran
penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan pula dana

kontijensi bencana, dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah.

Selanjutnya pada pasal 7, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi
masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Kemudian dana yang
diterima oleh pemerintah pusat dicatat dalam APBN, sementara dana yang diterima oleh
pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Dalam hal penyediaan anggaran yang bersumber dari
masyarakat, pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat

dalam negeri.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 8, pemerintah pusat

dan pemerintah daerah dapat:

a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan
bencana;

b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan
bencana; dan

c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya
penanggulangan  bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat

dipertanggungjawabkan.
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Selain itu, selaras dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 2020, maka beberapa

alternatif pendanaan itu sebagai Berikut:

A e

Dana dari dunia usaha (CSR)
Dana filantropi

Dana partisipasi masyarakat
Donor atau hibah luar negeri

Dana riset dan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi

Dana pemerintah (APBD dan/atau APBN)

2. Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dan Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah

pusat, pemerintah daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana

yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan atau pascabencana. BNPB atau

BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan

bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan

dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1) Tidak Terjadi Bencana seperti:

a o o

@ o

Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;

. Program pengurangan risiko bencana;

Program pencegahan bencana;

. Pemaduan perencanaan pembangunan dengan Perencanaan penanggulangan bencana;

Penyusunan analisis risiko bencana;

Fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
h.

Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

2) Terdapat Potensi Terjadinya Bencana seperti:

a.
b.

C.

Kegiatan kesiapsiagaan;
Pembangunan sistem peringatan dini; dan

Kegiatan mitigasi bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029 83



-84-

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk
masing - masing instansi/lembaga terkait;

b. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Bencana pada Pasal 5 ayat (3) huruf b yang
dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan

c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD

d. Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam

anggarannya.

BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana

penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sesuai dengan
kewenangan BNPB atau BPBD yang mengarahkan pengunaan dana yang telah dialokasikan
dalam APBN atau APBD untuk masing — masing instansi/lembaga terkait yang telah di

alokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD meliputi:

a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber
daya;

b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;

d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana dan penggunaan

dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

Pencarian dan penyelamatan korban bencana;

ISR

Pertolongan darurat;

Evakuasi korban bencana;

S

Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
Pangan;
Sandang;

Pelayanan kesehatan; dan

= e oo

Penampungan serta tempat hunian sementara.
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Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD,

pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan

dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pasca

bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1) Rehabilitasi kegiatannya meliputi:

ISR

a0

5= @ oo

1.

j-

Perbaikan lingkungan daerah bencana;
Perbaikan prasarana dan sarana umum;
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
Pemulihan sosial psikologis;

Pelayanan kesehatan;

Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

Pemulihan sosial ekonomi budaya;

Pemulihan keamanan dan ketertiban;

Pemulihan fungsi pemerintahan; atau

Pemulihan fungsi pelayanan publik.

2) Rekonstruksi kegiatannya meliput:

a.
b.

C.

d.

f.

g.
h.

Pembangunan kembali prasarana dan sarana;

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan
tahan bencana;

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan
masyarakat;

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah

daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal

5 ayat (3) huruf C.
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BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,
ARAH KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan
prioritas dalam program penanggulangan bencana yaitu “Mewujudkan Kota Cirebon
sebagai Kota Cirebon Tangguh Bencana (Kota Cinta)”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut
Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan beberapa upaya sesuai yang diamanatkan

undang-undang yakni:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana melalui pemberian
informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana; pendidikan,
pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana; perlindungan sosial dan pemberian rasa aman khususnya bagi kelompok
rentan bencana; pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat,
rehabilitasi dan rekonstruksi.

ii.  Mengalokasikan dan menyediakan penanggulangan bencana dalam APBD

iii.  Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD), dan Rencana Kerja (Renja)

iv.  Menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau

secara berkala dokumen rencana penanggulangan bencana

Sebagai aktualisasi dari tujuan penanggulangan bencana di Kota Cirebon yakni mewujudkan
Kota Cirebon Tangguh Bencana, salah satu tolok ukurnya adalah dengan Indeks Ketahanan
Daerah (IKD). IKD Kota Cirebon memiliki trend yang meningkat setiap tahunnya, yang di

dalamnya tidak hanya tentang kapasitas Kota Cirebon dalam urusan bencana tetapi juga
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kesiapan dari perangkat daerah terkait pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca

bencana. Berikut rekapitulasi IKD Kota Cirebon sejak tahun 2018.

Tabel 4.1 Indeks Ketahanan Daerah Kota Cirebon 2018-2023

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nilai IKD 04 04 04 0.49 0.57 0.62
Sumber: BNPB, 2023.

Berdasarkan trend tersebut, maka IKD Kota Cirebon diharapkan meningkat sebesar 10% setiap

tahunnya.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari
dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran

penanggulangan bencana di Kota Cirebon Tahun 2025-2029 diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak perubahan iklim,
pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumberdaya alam untuk kesejahteraan
masyarakat Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam
penanggulangan Bencana.

2. Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan
prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana.

4. Menurunnya ego sektoral dalam penanggulangan bencana di kota cirebon dan wilayah
sekitarnya.

5. Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB.

6. Meningkatnya investasi dalam upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi
struktural.

7.  Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non struktural.

Merujuk kepada pembahasan yang dilakukan bersama tim teknis baik Perangkat Dacrah maupun
Organisasi Non Pemerintah tentang, maka sasaran penanggulangan bencana di Kota Cirebon

tertuang dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.
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Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis

Sasaran

Indikator Sasaran

Masih kurangnya
penanganan tematik
kawasan rawan bencana

1.1. Menurunnya Kerentanan kawasan
terhadap ancaman bencana geologi

1.2 Meningkatnya kajian kualitas
lingkungan hidup, pengendalian
dampak perubahan iklim, pengurangan
emisi gas rumah kaca, konservasi
sumberdaya alam

1.1.1. Tingkat kerusakan bangunan
dan infrastruktur yang menurun

1.2.1. Menurunnya emisi gas
rumah kaca

1.2.2. Meningkatnya kualitas air
sungai dan udara

Kesadaran masyarakat
dan pemerintah yang
dirasakan masih belum
optimal untuk mengatasi
ancaman bencana
prioritas

2.1.1. Meningkatnya upaya mitigasi
non-struktural

2.1.2. Terwujudnya budaya masyarakat
yang Tangguh dalam menghadapi
ancaman bencana

2.1.1.1. Terlaksananya upaya
mitigasi, kesiapsiagaan dan
pencegahan dalam menghadapi
ancaman bencana

2.1.2.1 Terciptanya proses menuju
masyarakat yang Tangguh dalam
menghadapi ancaman bencana

Belum optimalnya
restorasi ekosistem di
Kawasan pesisir untuk
penanganan gelombang
ekstrim dan abrasi serta
mitigasi perubahan iklim

3.1. Menurunnya ego sektoral dalam
penanggulangan bencana dan
penanganan kawasan pesisir di kota
cirebon dan wilayah sekitarnya

3.2 Terwujudnya kolaborasi antar
semua pihak yang terlibat dalam
penanganan kawasan pesisir dan
perubahan iklim

3.1.1. Jumlah keterlibatan sectoral
dalam penanggulangan bencana
dan penanganan kawasan pesisir

3.2.1 Jumlah kolaborasi pentahelix
dalam penanggulangan bencana
dan penanganan kawasan pesisir di
kota cirebon dan wilayah
sekitarnya

Perencanaan
pembangunan dan
perencanaan tata ruang
yang belum
memperhatikan prinsip
dan tindakan pengelolaan
risiko bencana prioritas
(banjir, cuaca ekstrim,
gelombang ekstrim dan
abrasi, gempa bumi)

4.1 Terwujudnya perencanaan dan
pembangunan daerah yang terpadu dan
berkelanjutan yang
mempertimbangkan prinsip-prinsip
pengurangan risiko bencana

4.2 Meningkatnya investasi mitigasi
bencana struktural untuk ancaman
bencana prioritas

4.1.1. Kesesuaian pelaksanaan
pembangunan dan pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang
wilayah berbasis pengurangan
risiko bencana

4.2.1 Menurunnya korban dan
kerugian akibat bencana

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penanggulangan bencana di Kota Cirebon, maka

disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi dalam penanggulangan bencana adalah proses

merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana

dalam jangka waktu lima tahun. Pilihan strategi didasarkan pada analisis konteks daerah.
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Kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang
dilaksanakan secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk penanggulangan bencana di

Kota Cirebon tahun 2025-2029 ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut.
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Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Cirebon 2025-2029

masyarakat dan
pemerintah yang
dirasakan masih
belum optimal untuk
mengatasi ancaman
bencana prioritas

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

mitigasi non-struktural
2.1.2. Terwujudnya budaya
masyarakat yang Tangguh
dalam menghadapi ancaman
bencana

mitigasi, kesiapsiagaan dan
pencegahan dalam menghadapi
ancaman bencana

2.1.2.1 Terciptanya proses
menuju masyarakat yang
Tangguh dalam menghadapi
ancaman bencana

Kebencanaan melalui
berbagai media komunikasi
Peningkatan kesiapsiagaan
masyarakat dan pemerintah
secara formal maupun non-
formal

Peningkatan kebijakan
yang mendorong pada
peningkatan kegiatan
sosialisasi, edukasi dan
informasi kebencanaan
Peningkatan kegiatan
PRBBK

Isu Strategis Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Masih kurangnya 1.1. Menurunnya Kerentanan | 1.1.1. Tingkat kerusakan Meningkatkan jumlah kajian Mendorong Optimalisasi
penanganan tematik | kawasan terhadap ancaman bangunan dan infrastruktur yang tematik kawasan rawan Peraturan terkait perlindungan
kawasan rawan bencana geologi menurun bencana dan pengelolaan lingkungan
bencana 1.2 Meningkatnya kajian 1.2.1. Menurunnya emisi gas Meningkatkan upaya-upaya diatur dalam Peraturan Daerah

kualitas lingkungan hidup, rumah kaca mitigasi struktural dan non- Kota Cirebon Nomor 5 Tahun
pengendalian dampak 1.2.2. Meningkatnya kualitas air struktural 2015.
perubahan iklim, pengurangan | sungai dan udara Meningkatkan upaya-upaya Peningkatan kolaborasi dengan
emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi Perguruan Tinggi dalam
konservasi sumberdaya alam perubahan iklim melaksanakan riset tematik
Meningkatkan kajian terkait kebencanaan dan pengabdian
kualitas lingkungan hidup pada masyarakat
dan perubahan iklim Melaksanakan amanat dalam
Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction (SFDRR) dan
Perjanjian Paris untuk
Perubahan Iklim
Sustainable Development Goals
(SDGs)
Kesadaran 2.1.1. Meningkatnya upaya 2.1.1.1. Terlaksananya upaya Peningkatan Informasi Satuan Pendidikan dan

Madrasah Aman Bencana
Kebijakan terkait Kelurahan
Tangguh Bencana dan
Kecamatan Tangguh Bencana
Pergub Jawa Barat No. 1 Tahun
2020 =» Untuk mencapai Jawa
Barat Resilient Culture
Province
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Isu Strategis

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Belum optimalnya
restorasi ekosistem

3.1. Menurunnya ego sektoral
dalam penanggulangan

3.1.1. Jumlah keterlibatan
sectoral dalam penanggulangan

Konservasi kawasan pantai
dengan tanaman mangrove

Mendorong Optimalisasi
Peraturan terkait perlindungan

di Kawasan pesisir bencana dan penanganan bencana dan penanganan 2. Memaksimalkan program dan pengelolaan lingkungan
untuk penanganan kawasan pesisir di kota kawasan pesisir kampung iklim diatur dalam Peraturan Daerah
gelombang ekstrim cirebon dan wilayah 3.2.1 Jumlah kolaborasi 3. Penataan Kawasan Pesisir Kota Cirebon Nomor 5 Tahun
dan abrasi serta sekitarnya pentahelix dalam 4. Peningkatan 2015.
mitigasi perubahan 3.2 Terwujudnya kolaborasi penanggulangan bencana dan organisasi/instansi yang Melaksanakan amanat dalam
iklim antar semua pihak yang penanganan kawasan pesisir di terlibat dalam Perjanjian Paris untuk

terlibat dalam penanganan kota cirebon dan wilayah penanggulangan bencana Perubahan Iklim

kawasan pesisir dan sekitarnya Kebijakan Indonesia terkait

perubahan iklim Perubahan Iklim

Sustainable Development Goals
(SDGs)

Perencanaan 4.1 Terwujudnya perencanaan | 4.1.1. Kesesuaian pelaksanaan 1. Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Detail
pembangunan dan dan pembangunan daerah pembangunan dan pemanfaatan pelaksanaan standar Tata ruang (RDTR) yang
perencanaan tata yang terpadu dan ruang dengan rencana tata ruang pelayanan minimal berbasis penanggulangan
ruang yang belum berkelanjutan yang wilayah berbasis pengurangan penanggulangan bencana bencana
memperhatikan mempertimbangkan prinsip- risiko bencana 2. Pemaduan Upaya PRB Permendagri No. 101 Tahun
prinsip dan tindakan | prinsip pengurangan risiko 4.2.1 Menurunnya korban dan dalam Rencana Tata Ruang 2018 tentang SPM
pengelolaan risiko bencana kerugian akibat bencana 3. Pemaduan Perijinan dengan Kebencanaan
bencana prioritas 4.2 Meningkatnya investasi Upaya-upaya PRB Mendorong diterapkannya SNI
(banjir, cuaca mitigasi bencana struktural 4. Penerapan SNI untuk tentang bangunan tahan gempa

ekstrim, gelombang
ekstrim dan abrasi,
gempa bumi)

untuk ancaman bencana
prioritas

bangunan dan infrastruktur
yang tahan bencana

Melaksanakan peningkatan
dalam pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan
ruang
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4.3. Program Penanggulangan Bencana

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka perlu disusun program perencanaan yang bertujuan pengurangan risiko
bencana di Kota Cirebon. Program Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan nomenklatur
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.dengan
penyesuaian yang dijabarkan dan diinventarisir program dan indikator program yang menjadi
penunjang urusan pembangunan pemerintah Kota Cirebon pada prioritas pengurangan risiko

bencana.

Adapun program penanggulangan Bencana di Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

[a—

Program perkuatan bangunan gedung yang tahan gempa
Program kolaborasi dengan perguruan tinggi

Program penanganan kerawanan pangan

Program penelitian dan pengembangan daerah

Program penanggulangan bencana

Program pengelollan informasi dan komunikasi publik
Program pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Program penataan kawasan pesisir

o ® N kWD

Program pengelolaan persampahan

[a—
e

Program pengelolaan Pendidikan

[a—
[a—

. Program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM)

._
o

Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik

—_
98]

. Program penelitian dan pengembangan daerah

[a—
>

Program pengembangan sumber daya manusia

—_
N

. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

,_.
a

Program penataan kawasan pesisir

_
=

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

[a—
*

Program pengembangan kawasan permukiman dan rumah

_.
b

Program penataan ruang detil berbasis mitigasi bencana

)
e

Program pengelolaan sumber daya air (SDA)

[\
—

. Program pnegelolaan dan pengembangan sistem drainasi

N
[\

. Program pengembangan jasa konstruksi
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Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-

kebakaran

Program perkuatan bangunan gedung

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan.
Program Aplikasi Informatika.

Program Pengembangan UMKM.

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

Program ketahanan Sumber Daya Air

Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Program Penyelenggaraan Jalan.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Program Penataan Bangunan Gedung.

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029
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BAB YV

RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN RISIKO
BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana disusun melalui koordinasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD), dengan melibatkan Perangkat Daerah, serta berbagai pemangku
kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat
yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Secara hukum, perencanaan tersebut berdasar
pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang
secara hierarkis merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-

PB).

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sesuai dengan perubahan paradigma
penanganan bencana di Indonesia. Perubahan paradigma tersebut menyangkut tiga hal penting,
yaitu pertama, penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat, melainkan
pada keseluruhan manajemen risiko. Kedua, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana
oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena
kewajiban pemerintah. Ketiga, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi

Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat kota.

2. Padatingkat kota, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua
pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari
perangkat daerah, non organisasi pemerintah, yang dikoordinasikan dengan BPBD Kota

Cirebon.
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3. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Organisasi Non
Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan
daerah.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka
waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 5 (lima) tahun

dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan matriks sehingga lebih ringkas dan mudah
dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam pengendalian dan evaluasi Rencana
Penanggulangan Bencana. Matriks tersebut berisi program/kegiatan yang akan dilakukan
bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap
darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Hal ini
merupakan komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana selama 5 tahun ke depan.
Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-
kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran,
kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Tabel-tabel yang menunjukkan
Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kota Cirebon Tahun 2025-2029

berdasarkan isu strategis terdapat pada Lampiran 1 Rencana Aksi.
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BAB VI
PEMADUAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI

6.1. Pemaduan Para Pihak Non-Pemerintah

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, bukan hanya pemerintah saja, akan
tetapi juga non-pemerintah. Dalam hal ini yang diprioritaskan kepada pihak - pihak yang belum

banyak terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Para pihak non-pemerintah di daerah, yang terdiri dari 4 unsur masyarakat antara lain dunia
usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media, dapat berpartisipasi dan
berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masing-masing
unsur tersebut memiliki tugas dan kepentingan masing-masing dalam penanggulangan bencana

di Kota Cirebon, antara lain:

5. Dunia Usaha

Unsur dunia usaha yang diwakili oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan
KADIN Kota Cirebon memiliki tugas melakukan dukungan terhadap proses mitigasi,
pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Disamping itu
HIPMI dan KADIN memiliki kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana
yaitu membantu proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan

pasca bencana dalam penanggulangan bencana.

6. Perguruan Tinggi

Unsur perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon.
Dengan berlandaskan mandat Tridarma Perguruan Tinggi memiliki tugas melakukan kajian
dan penelitian dalam mengurangi risiko bencana di suatu kawasan. Disamping itu kepentingan
atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah dengan membantu melakukan

kajian-kajian dan analisa potensi dampak juga strategi dalam pengurangan risikonya.
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7. Organisasi Masyarakat Sipil

Unsur organisasi masyarakat sipil yang diwakili oleh Forum Siaga Bencana Kota Cirebon
memiliki tugas menyediakan data dasar untuk pengurangan risiko bencana termasuk profil
ancaman dan risiko bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak
dalam penanggulangan bencana adalah menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi

para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan PRB di Jawa Barat.

8. Media

Unsur media yang diwakili oleh Radar Cirebon memiliki tugas memberi gambaran suatu
wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana kepada publik, menginformasikan mengenai
jenis bencana, kapan terjadinya, lokasi, serta dampak dan kebutuhan korban. Disamping itu
kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah melalui pemberitaan,
baik media cetak, maupun online tentang potensi bencana di daerah sehingga menjadi atensi
para pemangku kepentingan, menyampaikan informasi yang valid terkait kejadian bencana

kepada masyarakat luas.

Peran dari masing-masing pemangku kepentingan non-pemerintah juga disajikan pada

Tabel berikut.

Tabel 6.1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Daerah

Kepentingan
. (Kepentingan
Unsur Instansi/Lembaga Mandat Tugas Atau  Orientasi
Pihak Dalam Pb)
Dunia Usaha Himpunan Pengusaha Proper Testdan | Melakukan Membantu proses
Muda Indonesia Kota Kemen LHK dukungan terhadap | mitigasi,
Cirebon No. 1 Tahun proses mitigasi, pengurangan
2021 tentang pengurangan risiko | risiko bencana,
Rapid bencana, tanggap tanggap darurat
Environment darurat dan dan pemulihan
Assessment pemulihan pasca pasca bencana
bencana dalam
penanggulangan
bencana
Perguruan Tinggi | Universitas Swadaya Tridarma Melakukan kajian | Membantu
Gunung Jati Kota perguruan tinggi | dan penelitian melakukan kajian -
Cirebon dalam mengurangi | kajian dan analisa
risiko bencana di potensi dampak
suatu kawasan juga strategi dalam
pengurangan
risikonya

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029 97



-O08-

memiliki potensi
ancaman bencana
kepada publik,
menginformasikan
mengenai jenis
bencana, kapan
terjadinya, lokasi,
serta dampak dan
kebutuhan korban

Kepentingan
. (Kepentingan
Unsur Instansi/Lembaga Mandat Tugas Atau  Orientasi
Pihak Dalam Pb)
Organisasi Forum Siaga Bencana Perka BNPB Menyediakan data | Menjadi wadah
Masyarakat Sipil | Kota Cirebon No. 11 Tahun dasar untuk komunikasi,
2014 tentang pengurangan risiko | koordinasi, dan
Peran Serta bencana termasuk | kolaborasi para
Masyarakat profil ancaman dan | pemangku
dalam risiko bencana, kebijakan dalam
Penanggulangan | penyediaan dan pelaksanaan dan
Bencana penyiapan barang | keberlanjutan
pasokan kegiatan PRB di
pemenuhan Kota Cirebon
kebutuhan dasar,
pemulihan sosial,
ekonomi, dan
budaya
Media Radar Cirebon Penta Helix Memberi Melalui
Kebencanaan gambaran suatu pemberitaan, baik
wilayah yang media cetak,

maupun online
tentang potensi
bencana di daerah
sehingga menjadi
atensi para
pemangku
kepentingan,
menyampaikan
informasi yang
valid terkait
kejadian bencana
kepada masyarakat
luas

6.2. Pemanduan ke Perencanaan Lainnya

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu

dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan

lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen

perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra perangkat daerah dan Renja perangkat

daerah.

Peta pemaduan sasaran/program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam perencanaan

lainnya dapat disajikan dalam Tabel Berikut.
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NO SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB) TERHADAP RENCANA PEMBANGUI§?4NNT];{;§%S]EII$:£GGULANGAN BENCANA LAINNYA KE(?{I:E ?g;)RB
Isu Strategis I: Belum optimalnya upaya adaptasi perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumber daya alam
1. nyal I Nasional RPJMN Pangelolaan kawasn
%&% nmﬂlkai,flmm Keterkaitan rencam aksi termesuk dalam 7 Agenda Parbeng nen Nasional nomor6 pada RPIMIN 202024 ‘ Mintbengn Pebksanaan Panoeghen
alamuniuk kescjehteraaniesyardkat, LingangeanHidup, Meningatken Ketahanan Bancana, dan Perubeben Iklind” Pancamaian dan/atau
@Pawmmmmmp RIPB KEILRkEU]J[@LIgI]H'Idp
Keterkaitan rencana aksipada Rencana Induk Panenggybingan Bencana (RTPB) di dalamypentahapen indikesi Program KoiaCirebn
Penanggyilangen Bencana 20152045 padanisi: Peningkatanupayapenunnan
o Munpakintkerandaregulasi dankebijakan, serta keterpaduan kelarbagaen dalamkesiapsiagaanmenghadepi bencaa GesRunmehKaca
2. Provinsi RPJMD kewanangeanPamennichKoia
Bagiandanimisi ke 3 dalanRPIVD 2018 AR Circbn
o Mmpepatpertumbuhendanparaataan parbeng nenberbesis lingkungan dan tata uangyang berkelbanutan melalui Pelksanaankoordinasidan
® Pahsasrannomor6mennganyadayadkung dandaya tampung lingkungandennonon 7, menngatryakuelites tetheckp Ingaungnhidip
JRCP Pelaksanaenkoordinasidan
o  Sosaran/Programiencanaaksi dalamdraft dokumen Rencana Penanggylangan Bencana (RPB) Kot Cirdbon 2002 - 2006 sinkronisast rehebilitast
tﬂmkﬁﬂlﬂtﬁnmm Resilience Culture Province Td]EpI(Z)lg-Z)B)(thdq)H (ZB‘I—mmh tﬁl’ﬁh)]]l’gﬂl’gﬂhﬂp
o S‘Progrempengambengan donomi lingkungan rawanbencand”’, dn Pebksaneanpenghijarendan
o T Proganpauibandnpeningkatandayadukung linganganananbencam.” reboisasi untukmitigasi
RTRWP bancam
PadaPeraturan DacrahNamor22 Tahun 2010 terntang Rencana Tata Ruang Wikayah Provinsi JanvaBarat (RTRWP) Provins Jara Pengelobaan linbehbdhen
Barat Tahun 2000- 2029 terdipat keterkartan dalam Rencana Aksi pada draft Rencana Penanggyangan Bencana (RPB) Provinsi berbdhayadmnberaon(B3)
Jawabarat 2022206 bagian: BABM “Rencana Tata RuangWilkayah Provinsi.”” Padapesal 35 pona “ Kanasankarsarvasi Penetapen lokasi strategis
lingkuneangologl.”” Padappesal 45 ayat 2 poina “ mengabangken kawesanwisata pesisir, laut danpulankecil yang pagimpuln Limbeh B3
nmapartahankan konservasi lingkungan dan keberadaen kehidupen sosial imesyarakat setanpet.” dabmupayapencegahendan
| s
3. Kota RPJMD. . - . Pemmmsarpehdl
Rencama Parbang nen JangkalMienenggh Dierah (RPIMD) Kota Cirebon 20182023 bahwa disusun selan berpedomenpaca TPA/TPST Regjorel
ddamenRPIPDKota Cirebon Tahun 2005 - 2005, jugamanparhatikankeselarasannya dengan doumen RTRW, Parbieenpeneebobandn
REMN Cicbon
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NO

SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)

KONTRIBUSI RPB

KEGIATAN PRB

®  Pahpareratan parbeng rendisehnhwilayehsesuai dengandayadukong dendiya tenpung linglunganpecaprinsip
parbangnan berkelanjutan harus manpethatiken dayadukung dandaya tanpung lingnganhidup, dan
L P&h}'ﬂﬂ&iﬂlﬂ{]lﬁl}ﬁﬂ:ﬂ'glﬂﬂﬁkﬁ]ﬂ'ylﬂal@usmmable Development Goals) ttylalpa‘d’mglmbeﬂ@]al_]uial
bertuanuntiukmenjagapeningkatan kesejahieraan ekonominnesyarakat secara berkesinanbungan, menjagakeberdanjutan
kehidupen sosial mesyarakat, menjagakualitas lingkneen hidup serta panteang nanyang inkdusif den terlaksananya tata
kelolayangmanpumengaga peningkatan kualitas kehidupen dan satu generasi ke generasi benkuttrya,
KeterkatanMisi Parbeng nen JangaMenenesh Kota Cirebon Tahun 20180023 dengen Prionitas Parbeng neanNesianal Tahun
2AD0APA, yarturpadanisi:
Msi 3, yaitu: ‘Meningkatkan Kialitas Sarana dan Prasarana Umumyang Bawawasan Lingangan”, sesuai dengan Priontas
Nesional 2: Mengambenganwilayah untukmengyrangi kesenjangan; Priontas Nasional 5: Marpetkuat infiastrokturuntuk
mendikungpengambangan ekanomi dnpelayanendasar; dan Prioritas Nasianal 6: Marbeng n lingkangan hidup,meningatken
ketahaneanbencanadaperubehan klim

TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA (RAD PRB)
Isu Strategis I: Belum optimalnya upaya adaptasi perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumber daya alam
BABIPendahuluen RPIMDK ol Cirebon hubongan dengan Kayian Lingangan Hidup Strateggs (KEHS)RPIMDK ol Cirebon o Pebksancan Pencapain
schagaiberkut: TagetKamunsi Pangan
o  Sabhsatu dokumenyang ditelaeh dalamperyusnen RPIVD yaitu Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS). KTHS Pakepita/ Tahn sesual
adaleh rangkaian analisis yang sistaetis, manyeluruh, dan partisipatif untukmanestiken betwaprinsip parbeng nan denganAngaKeakupen
dan/atauprogram. KT HS adalah kajianyangmanestiken balwapanbang nen berkelanjutan telahmenjadi dasar e Pagelobandn
parbengrnendenganmanperhatiken potensi danmnpek parbeng nenmelalui peryusunan rekamendbsiperbeken benpa KesermbanganCadngm
antisipesi, mitiggsl, adhpiasi, dan/atan kampansasi programdan kegiatan (chlamRerstra Perangiat Deerah). PanganKabhupatenKota
BABNPenmsa]d“mdaﬂslSnaieglsnmg]mgqp]mgqrgnhdp e Panyadican dnpeyaliian
o  UndhingUndangNomor 32 Tahn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaen LingkanganHidopmenyebutken belwa panganpokok atanpangn
LinganganHidupadhbhkesatuen ruang dengen ssmuabenda, daya, keadean danmekhivkchidup temesckmantsiaden lainyasesuai dengan
ntukmelestarikan fingsi lingkungan hidup danmencegzh terjadinya pencenaan danvatau kerusaken Iinganganhidup stebilisasipesokendanbargn
yangrreliputi perencaneen, paveniaatan, pengendalian, pameliharaan penganasandan penegeakan hukimparbang ren pengn
Iinganganhidup, yangbertujuanuntuk: melindungiwilayah dan pencanmaran dan/atau kenusakan lingkungan hidup, o PaysnPetaKerentanan
menaninkeselmatan, keschatan, dankehidupenmanusia; menjamn kelangangan kehidupennmakhluk hidopden dnKetthanean Pangn
kelestarian ekosistanmenjagakelestarian fingsi lingkungan hidup,mencapar keserasian, keselarasan, dankesentangmn Kecareian
hrgmgnhdpnﬂyatmwmlhmk&dlmmmmcmgiﬂ&mdqnxnﬂmmmmﬂm e Popendilian dn
e RimsmisHsustrategs dissnberdasaken analisis tethadap berbegai fakia dan infomasi yang telah diidentifikesi e PaclobanParbudidayzan
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NO SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)

KONTRIBUSI RPB
TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA

KEGIATAN PRB
(RAD PRB)

Isu Strategis II: Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang perkotaan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup

. il %1l asiona
1 mdm% At mpc%lm N 1

eI

%mﬂ@@mk@]m7Ag1ﬁP&ngmMnﬂmm2mhRPwm}m4

RIPB:

Keterkartan rencana aksi padaRencana Induk Penanggyilangan Bencana (RIPB) di dalampentahapen indikasi Progriam
Perangauangan Bencana 20152045 padanisi:
o M5 Memuudendikunganmengemendan tatakelolaperyelengpareanpenangglanganbencamyang profesional,
transgparan, den akuntabel.”
Drlbmstiateg:
o ‘Parentapen sistmpengiayian danperunusan kebijakan yang terintegrasi, adeptif terthadepperubehan, serta
perencaneen, sapai dengenparentaendan evaluesi pencpaiankinetja paryelneeareen peranggnbnenbencana,
o ‘Parentapen sistam teknolog dhta dan infomesi, serta pengasean teknologi untukmendukung pernyebaruesan
nfomnest kebencavan sampai kenesyarakat secara tepatwaktu, sehagamesukeandalampenganrbilan tindeken.”
o ‘Parentapen sistmparbeang ran sinberdayamanusiayangprofesional dan terdatih, untuk penangglngenbencam
yangbekualitas.”
® “Parberenpenghergeen, publikesi, denkebepihekenkepackypera parmeng kepentingen parnyelengoarean
perangaiinganbencanabearprestasi untukmendorong kreativitas dan inovast dalamkerangkameningkatkan
partisipesi dalmperengainganbercam.”
o ‘Varmigdansistandkungannmamsjemendan oparasionalisasi panyelengarzan penanggybinganbencamberbessis
pamemntzhdacrahuntuk dapatmeleksandkan penanggylanganbencamasecara lebih bk

2. Provinsi

RPJMD
Bagindarimsi ke 3 dalanRPIMD 201821
o Muecgatpertumbuhendnpanaatzan parbang nanbertbesis lingkungan dan tata uang yang berkelanjutan
medalui peningkatan konektivitas wilayeh danpenatzen deerh.
o Pahsasarannomor6, meningkatiyadayadukung dandaya tampung lingkaungan dennomor 7, meningatnyakualitas
lingkunganhidup danpengendhlian danpek perubaban iklimuntuk kesejahteraanesyaraket.
JRCP
o  Sesaan/Programrencam aksi dalamdaft dokumenRencana Penenggiangan Bencana (RPB)Kota Ciredbon 2022 -
mtﬁ(k{ﬁtkﬂﬂkﬂﬂﬂl(ﬁgﬂm&ﬂ Resilience Culture Province quol(ZOl9—2023)ch1TdmII(2024—
2A08) pech ProgramKegiaten:
®  S"Progampenganenganekonomi lingangnrawenbencane’, dn
o T Progampanulibandnpeningkatandayadulang lingangananwanbancam.”

RTRWP

Parbangrencberah,

g%ﬂ'ﬂ. nglKCIldﬂ. oS (hqﬁamml
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NO

SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)

KONTRIBUSI RPB
TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA

KEGIATAN PRB
(RAD PRB)

Isu Strategis I1: B

elum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaa

tan tata ruang perkotaan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup

PacaPeraturan Daerah Nomor 22 Tahon 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wikayah Provinst JawaBarat (RIRWP) Provinst

JawaBarat Tahn 2009- 2029 terdipatketerkaitan dalam Rencana Aksi padadiaft Rencana Pananggybingan Bancam (RPB)

Provinsi Jawa berat 2002-X06 bagiar: BAB VI* Rencana Tata Ruang Wilayeh Provinst.”” Pacapesal 35 pona “ Kawesan

konservassi linglaungan geolog.”” Pada pasal 45 ayet 2 pona “ inenganbengan kawasanwisata pesisir, laut danpulaukecil
- g prikcbandtankehid » I ,

Kota

RPJMD:
Rumusan tujuen dan sasaran, danketerkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Parbang nen Panenintah Deerah Kot
Circbn'T 18-20231Eﬂmtngmchnm2pahRermmPaﬁmgrm andkalMenenggh Deersh KotaCirebon

o’ _' ataKelol Pamermtahen Alunizbel, Berwibawadan Inovatif”, sesual dengnarahen
Mﬂ6, JH),yaItu(6)’ ]a}anlﬂb]ilgSataBHasaranUImanhmm
ygfgglﬁflsih(haBawbmd  yangditandai dengan : aTﬂ\NLyLdmparm[ndm
}H}glqut, dmbawbana, dmefisien.b Taselﬂ@mapam]tﬂmchadiymgm
Slg‘alc .Organisast parenniahen yang tertata dengn
ch% da}aqjatauymgpofemnldmrrﬂrﬂﬂqpodimwasymg
Selan lksaneen MDthepke4 ahn2AD8-
m&m ach sz mwﬁh%mmm@ i
Hb]ik,Sarsztasaran[hmDilanagnTeselﬂ@mm dnBewibawa”, yang ditandal
° Tamytdyapam]rﬂm bersihdnbawbawa, efdktif dan efisien.

o Taskngoaana yagimtp&hhhmchmwmm@dmdﬂgnm
Oganisssiparennizhanyang tertaa. bak dnl
TMagasnberckya Y fescgf %mm@mdﬁ@lmm&n
fingsnyamelalul instansimesingesingMisi 3, vaitur: ‘ Meningkatkan K alitas Sarana dan PrasaranaUnimyang
BewanasnLinganga”, sesuai dengan Prioritas Nesiona 2: Mangambengan wilayahuntukimeng rangg kesenjangn;

PrioritasNasional 5: Manpaket infrastrukturuntuk mendukung penganibangan ekanomi danpelayanen dasar; dan Prioritas
Nesional 6: Marbeng n lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan peribahen iklim.
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policy.” pacakeselunhanprogramdi dalam strateg 10.
o Mkl “Meningkatkan parbiayaan dan anggaran yangmanechi untuk investasi kesiapsiagean dan PRB chlam strateg::
o “Budeet tageing dilakukanuntuk APBNdan APBDuntukmengetahui jumbh persentase alokast danauntuk
kesiapsiagpandan PRBdi tingkat parenntshpusat dan daerah.”” Pada programnomo© 37 Manyadiakan alokasi angearan

NO SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB) TERHADAP RENCANA PEMBANGUI§?41;T];{;§I{’§EII\I§)£GGULANGAN BENCANA LAINNYA KE&% ?E;)RB
Isu Strategis III: Belum optimalnya pelibatan peran pentahelix dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana di kota cirebon dan wilayah sekitarnya
1.  Mauumyaegoskioral dalam | Nasional RPJMN: _ _ PelaksasnPendiiaaniueh
mﬂ berglndl«jacndxnchl Keterkaitan rencana aksi temmasuk dalam 7 Agenda Parbeng nenNassional nomor6 pacda RPIVIN 20202024 ‘ Membang n kobenbencanakawasn
chifmPB. RIPB. RurehDil ckasiRawan
Keterkaitan rencam aksi pach Rencana Induk Penanggy bngan Bencana (RTPB) di dalampentahepen indikesi Program BacadiKavasn
Penanggybngan Bencana 20152045 pedaist: Pakotaen
o Msil Wpdml@agategmmm sertaketerpadienkelenbagaan dalamkesiapsiageanmendhadipi RurchdiAts am
bencana dn PRByang responsif tethadip perkenbengan zaman.” W(ﬁ
Drlbmstiateg:
) : : ”» Pelaksanzan Pandhtaan

o ‘Mupakurtkapesitaspamennizh deerahuntuk depatmeldksandken penanganiangan bencana secara kbih baik: RirehdiK: Kuni

o ‘Mapakurtkapesitaspamenntzh deerahuntuk depatmeldksandken penanganiangan bencana scara kdbih baik.” DiKawasan Patkotzan

o Pahprogrannomor 10 Meyusn instrumen, alat-alat, mekanisme, protokol, prosedur tetap danperangkat terkait Pebksaneanpenditean
lainnyauniuk kesiapsiagzn ceerch.” kensakennuneh

: : bencamkawasn

o Papabaneenkaby kota tangeyh dan desadkelurahan tanggrhbencana danperubehan ikiim, khissyadi daerah yang
namiliki risiko tinggr*padaprogramnomor 12 * Pelaksanean kabupeten/kota Tanggh bencanadeanpenibahen iklim %Paﬁaiaamn‘d)
chersh risiko tingg?”, nomor 14“Mimningkatken kerjasamadan sinkronisasi antar pamerintsh daersh, kecaratan katbenbencamkawasm
desakelurahan dalanmanteng nkesiapsiagaanmesyarakat dan PRB”, dan nomor 15Meningkatkan Peran Serta %mm
mmmmwmmmwwmmmwm relokasi imeh kawasn

° WWWM@I@WMMWMHQH@IMWM %@mﬁﬂ%
pendidikan di sekolahiradiasah, sertapeningkatan partisipasimesyarakat dalanPB secara berkesinandbungan.” pach m
keschmhanprograndi dalamstrategi4.

e “Mirbergmnsistempenesiolen penestehuen PB sebeggi pusat penbeljaran ceri pernyelenpoptzen PBunitk meadl aglg%
menchpatken pengetahuan bany, schingea bisamamunaulkan inovast dan ide-ide baru yang kebih eftktif dan efisiendalam Pﬂﬂgmmﬁ
peneelolan risiko bencam.” padakeselunhanprogramdi dalamstrateg 6. KanasanPankimenKunh

o “Paningatenpareniaten teknologi dan instrumenkebencanpenuntuk peningaten kelitas danefektivitas pencegphen WL)LEMIO
kawesanwisata, donom, industr, danpesar.”” Padaprogrammnonmor 26 Menyedisken infrastrukturmitigesi den i Pengarbanen Kawesm
kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuast danrarbuevakuest)mengadkpi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan Pamkmn n

o ‘Pengarbangan dan pamutakhiran sistemperingatan dini, data.dan layanan infomnesi kebencanean secara Janrgnja]m
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NO SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB) TERHADAP RENCANA PEMBANGUﬁiﬁTﬁggsEIggGGULANGAN BENCANA LAINNYA KE&% ?E;)RB
Isu Strategis III: Belum optimalnya pelibatan peran pentahelix dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana di kota cirebon dan wilayah sekitarnya
publikimehalun APBNdn APBD sshesar I%ountuk programkesiapsiagaan dan PRB.” CetakViadia Sosial
o M I “Memyudkan penyelengearaan pananganendhnrat yang aepat danandal.” dalam strategs: Pﬂrhntmq)]ﬂmi : :
o ‘Peryusanpandian, SOP, pelaksanaan sosialisasi, danpelatihan SistenKaomendo Penanganan Denurat Bencam m Im
(KPDB)kepacdasamuapelaku PBagarmerdamengetahul danbisamengalankan SKSPDB denganbaik”” Pacaprogram diKotaCi
nonord2 “Menyusn, menelash den memutakhirken perangiat terkait SistemKanmando Penanganan Denurat Bancana Pelaksaneen Satten
» Pendidiken AmrenBencam
(SKPDB)kepadasamuapelaku PB; SSPAB)
agalVeak Sdokh
Paytanandn
o
nesyarkatyangberadadi
2. Provinsi RPJMD: kawasanpotensi ravan
Bogendanmisi2 dn 5 dlbamRPIVD20I8 X3: . ' _ o
o Mi2 " Vebhidennensiayangberbucaya, berkualitas, behagia, danproduktifimelaiu peningkatenpelayanenpublik Mngaden PUSDALOPS-
%S‘B/bmjldm%l@bhmmﬁndmyagﬁnaﬁfdaﬂmmyagmMaMammimhm mﬂé%
[ J
povinsi, dankebupatenkota” 1Lemsd<a]1,Lnluk .
JRCP: ,
s
. alat
Meadkenpanyadizan alat
ebetammumlein
%WP: T 0 . ] ] CetakMiadia Sosial
Peraturan DacrshNomor 22 T 2010 tenangRencama Tata Wikayeh Provinsi JawvaBarat (RTRWP) Poovirsi Jawa PaytsnenRENKON
MT%MMMIMMW%%MW Kot bencanapri _
BABIX Arahan Parentzatan Ruang Wikyeh Pasal 62 ditujukanuntuk perwaiudanpola ruangmeliputi * Pelaksaneen Prinsip Bacam _
Mitigesi Bancan.” %CWTM(BI\MQ
3. Kota RPJMD: ( hl] l m@mtﬂm
e A RS ol e e den pories
@M&WW@%@C@TMI&ZSW i berlat %@
g pencegahandnkesiapsiagaan bencam Ko
Setan itu, dalamRPIPDK ot Cirebon 20062025 khvssrya pacapelaksanzen PMVDahepke4 tahn 208 X13, Perysrendn
ikhditpen cheg g rn ek prskir n ki sty RvtrprgnRacam
Akselerasi parbeng nendanpaneliharaan sistem terpadudalamupaya penengglangan benjir danbencana alamsertapenanganan
nesyarkatyangberadadi
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R KONTRIBUSI RPB KEGIATAN PRB
NO bk ARE SO R (AN A T2 TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA (RAD PRB)
Isu Strategis I1I: Belum optimalnya pelibatan peran pentahelix dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana di kota cirebon dan wilayah sekitarnya
kawasanpotensi rawan
bacan

o Mikukenpanyedizenalat
b T
e PogiluhmnFoumSin
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NO

SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)

KONTRIBUSI RPB
TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA

KEGIATAN PRB
(RAD PRB)

Isu Strategis IV: Rendahnya Investasi Penanggulangan Bencana serta mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim

1.

G Sm%asnﬂahmml@m,den

Nasional

mvestast dalamupaya mitigast

RPJMN:

Keterkartan rencamaksi temmasuk dalam 7 Agenda Parbeng nanNasional nomor6 padaRPIMIN220204: “Vimbengn
LinganeenHidup, Meningatken Ketahanan Bencana, dan Perubaban Iklim.”
Keterkaitan rencam aksi pach Rencana Induk Penanggy bngan Bencana (RTPB) di dalamypentahepen indikesi Program
Penanggybngan Bencana 20152045 pedaist:
o Msi L"'Marpakuiatkerangka regulasi dankebijaken, serta keterpeduankelenbagpan dalamkesiapsiagaanmenghadipi
bencana dn PRByang responsif tethadip perkenbengan zaman.”
Drlbmstiateg:
o ‘Mupakirtkapesitaspamennizh deerahuntuk depatmelksanaken penanganiangan bencana secara kbih baik.”
o Pahprogrannomor 10 Meyusn instrumen, alat-alat, mekanisme, protokol, prosedur tetap danperangkat terkait
lannyauntuk kesiapsiagpan cherah..”
® Pengambangankaly kota tanggrh dan desarkelurahan tangguhbencana dan pervbahan iklim, Khusoeryadi daerah
yangmamiliki risiko tinggy *padaprogramnamor 12 Pelaksansan kebupatenkota Tanggrhbencanadanperubehan

iklmdaerahnisiko tinggr ’, nomor 14 Mieningkatkan kerjasannadan sinkronisasi antar pamenntah daerah, kecaratan, )

desakelurahan dalanmanteng nkesiapsiagaanmesyarakat dan PRB”, dan nomor 15Meningkatkan Peran Serta
nesyarakat, lerbagausaha, pergiuan tinggl, | SMdalamdan uarnegen, dalammarbengnkesiapsiagaen
rrmzkatcth%B

rm]almperﬂdilmdlsd@ktﬁrﬂasdl sertapeningkatan partisipesinmesyaraket dalan PB secara
betkesinarbungan.” padakesehhanprogramdi dalam strategi 4.

o ‘Varbangnsistanpengelolaan pengetahuan PB sehagai pusat parbelajaran dan penyelengearaan PBuntuk
mendipetken pengetahuan baru, schingea bisamanmunaulken movasi dan ide-ide baru yang lebih efektif dan efisien
dalampengelolean risiko bencama.””pada keselunhanprogramdi dalamstrategy 6.
pencegahen danmitiggsi paca kawasan tawanbencang, sertauntuk kesiapsiagan bencana khususyadi keawesan
strategis seperti kawasanwisata, elkonam, industr, danppesar,”” Padaprogramnomo 26 “Menyediakan infiastruktur
mitigasi dankesiapsiagaan (shelter, jalurevakuesi dan rambuevakuastymenghadepi bencaa, yang difcksken paca
kawasan rawan bencanadannisiko tinggg bencam.”

o “Pengabangan dan panutakhiran sistemyperingatan dini, data. dan layanan infomnasi kebencanaen secara
betkesinabungan. Datakebencaneendikelola secara terinfegrasi denganmengnaken kebijakanonengpand ane
datapolicy.””paca keseluhanprogramdi dalamstrategy 10.

o Ml Meningkatkan panbiayaan dan angearan yangmanedar untuk nvestasi kesiapsiagaandan PRB dalam strategs:

o ‘Budeet tageing dilakukenuntuk APBNdin APRDuniukmengetahui jumbshpersentase alokasi danauniuk
kesiapsiaggandan PRBdi tingkat panerintzhpusat den cherah.”” Padaprogramnamon 37 “Marnyedisken alokasi
angearanpublikmelalul APBNdan APBD schesar 19 6untuk programkesiapsiaggan dn PRB.

« PogamketthananSinbarDaya
Ar
«  ProgempengelolaanSumber

DeyaAr(SDA),

. PoganPagsolndn

Penganbengan SistenDrainase.
PlogramPeryeknggaraan Jakn.

o PoganPagrbagnlasa

Kastnkst.

»  Pogrampancegihn

paanebngen panyekimetn
kebekarandanpenyelannatan™NON
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NO SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)

KONTRIBUSI RPB
TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA

KEGIATAN PRB
(RAD PRB)

Isu Strategis IV: Rendahnya Investasi Penanggulangan Bencana serta mitigasi dan adaptasi

perubahan iklim

2. Provinsi

%&dm'siZchﬁch]anRPLDZ)l&M; ' . . o
° WéWmmmmmbdngadmpqimmﬂahmngmm
o Mii5*"Mowyudken tatakelola pamanntahan yang novatif dankepamimpirenyang kolaboratif antara pamennizh
pusat, povirs, dankebupatenkota.”

JRCP:

tﬂmljﬁﬁm W@ejéﬂenge Culture Province d’q) (h’le’Ep%m P[@El’l’ﬂ(%ﬂal
B Sosilisasi, I SimulbsiKebencaneen,

) Program Peningkaten Kapessitas SOMPanenggylangan Banca,
GProgtanpa@rbagnpmkdatgimbermn

RTRWP:

PadaPeratiran DactshNomor 22 Taun 2010

JawaBarat Tehn 20002029 tercpet keterkaiien Tm%ﬁ

KotaCirebon 2005229 begn: Y w5

BABIX Arahan Paventatan Ruang Wikayeh Pasal &2 ditujukanuntuk perwaudanpola ruangmeliputi * Pelaksanaan Prinsip
Mitigasi Benca.””

i RIRWPPovics

3. Kota

RPJMD:

@@@mﬁw bttt shyinn
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6.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan RPB
dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran penanggulangan bencana.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem

Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu
program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa
tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);

2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat
yang diharapkan; dan

3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat
diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal;

4. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya
suatu keluaran (output);

5. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran

secara terus menerus.

Kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana

ditunjukkan pada Tabel berikut.
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Tabel 6.3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Materi Pemantauan/ Kriteria/Indikator s
Waktu . . Pemantauan/
Evaluasi Pemantauan/Evaluasi .
Evaluasi
Per Semester Pencapaian Keluaran Prosentase Pencapaian Sekretariat Bersama
Daerah*)
Per Tahun - Pemaduan Para Pihak Sekretariat Bersama
- Pemaduan Perencanaan Daerah
Lainnya
- Pencapaian Hasil
Tengah Periode - Review RPB - Faktor penyebab tidak Sekretariat Bersama
- Pencapaian Sasaran tercapainya renaksi Daerah bersama
- Rencana tindak lanjut BAPELITBANGDA
Akhir Periode - Pencapaian sasaran - Faktor penyebab tidak Sekretariat Bersama
- Pencapaian tujuan tercapainya renaksi Daerah bersama
- Rencana tindak lanjut BAPELITBANGDA
- Pembelajaran

*) Sekretariat Bersama Daerah dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau Bentuk/mekanisme lain yang
sudah ada di daerah.

6.3.1. Pengendalian
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin

agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan
mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan
mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per
semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output).
Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan
pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak

terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, rancangan pemantauan dapat

disusun dengan menggunakan 2 (dua) format Tabel berikut.
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Tabel 6.4 Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan aksi PB

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

MATERI KRITERIA / TARGET CAPAIAN TAHUN KE
NO PEMANTAUAN INDIKATOR CATATAN
KELUARAN (5 TH) I I m v v
1. Program Pengendalian Indeks kualitas air, 10 Dokumen 2 2 2 2 2
Pencemaran Dan/Atau tutupan lahan, dan
Kerusakan Lingkungan udara
Hidup
Terwujudnya 40 Dokumen 8 8 8 8 8
penyelenggaraan
inventarisasi Gas
Rumah Kaca 15 Laporan 3 3 3 3 3
15 Titik 3 3 3 3 3
(Lokasi)
2. Program Pengelolaan Persentase 23.5 Ha 47 4.7 4.7 4.7 4.7
Keanekaragaman Hayati terlaksananya
(KEHATI) pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati 13 Unit 3 3 3 2 2
(Sarana)
10 Dokumen 2 2 2 2 2
3. Program Pengelolaan Persentase cakupan 60 Laporam 12 12 12 12 12
Persampahan jumlah sampah yang
tertangani
Persentase jumlah 195 Kelompok 30 35 40 45 45
sampah yang (SDM)
dikurangi melalui 3R
756 Unit 127 151 156 161 161
Kendaraan
69.000 Ton 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800
4. Program Peningkatan Peningkatan 5 Laporan 1 1 1 1 1
Diversifikasi dan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
Masyarakat Masyarakat 100 Ton 20 20 20 20 20
5 Dokumen 1 1 1 1 1
5. Program Penanganan Penanganan 5 Dokumen 1 1 1 1 1
Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan
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MATERI KRITERIA / TARGET CAPAIAN TAHUN KE
NO PEMANTAUAN INDIKATOR CATATAN
KELUARAN (5 TH) I I I v v
6. Program Pengendalian Pengendalian dan 5 Laporan 1 1 1 1 1
dan Penanggulangan Penanggulangan
Bencana Pertanian Bencana Pertanian
7. Program Bencana Tersedianya dokumen | 15 Dokumen 3 3 3 3 3
Kajian Risiko
Bencana yang sah dan
legal
Tersedianya Sistem 5 Early 1 1 1 1 1
peringatan dini di Warning
Daerah Rawan System (EWS)
Bencana Prioritas
Terciptanya Budaya 5 Paket (KIE) 1 1 1 1 1
Sadar Bencana
5 Aplikasi 1 1 1 1 1
(Informasi
Bencana)
150 Sekolah 30 30 30 30 30
(SPAB)
Tersedianya Dokumen 5 Dokumen 1 1 1 1 1
Rencana
Penanggulangan
Bencana yang sah dan
legal
Masyarakat yang 4000 Orang 800 800 | 800 800 800
mendapatkan dan
mengikuti penyuluhan
Tersedianya tenaga 155 Orang r 31 31 31 31
Pusat Pengendali dan (Tenaga
Operasi PUSDALOPS)
Penanggulangan
Bencana
(PUSDALOPS-PB) | 20Dokumen 4 40 4 4 4
(Laporan
Kejadian
Bencana)
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50 Jenis 10 10 10 10 10
(Peralatan
Penunjang PB)
Tersedianya dokumen 5 Dokumen 1 1 1 1 1
Rencana Kontijensi
(RENKON)
25 Kelurahan 5 5 5 5 5
(Penguatan
Kapasitas
Destana dan
Pengembangan
Destana)
Meningkatnya 150 Orang 30 30 30 30 30
Kemampuan Teknis
dan
Manajerial Personil
TRC Dalam
Melaksanakan
Penanganan Awal
Darurat
Bencana
Terlaksananya Gladi 15 Kegiatan 3 3 3 3 3
Kesiapsiagaan untuk
Bencana Prioritas
kabupaten/kota 250 Orang 50 50 | s0 | s0 | s0
Terlaksananya Respon 5 Dokumen 1 1 1 1 1
Cepat Darurat (Sesuai
Bencana Kebutuhan)
8. Program Pemenuhan Persentase pelayanan 500% 100 100 100 100 100
Upaya Kesehatan kesehatan bagi
Perorangan dan Upaya penduduk terdampak
Kesehatan Masyarakat krisis kesehatan akibat
bencana 25 Kecamatan 5 5| s 5 5
9. | Program Pengembangan | Cakupanketersediaan | 60 Dokumen 12 12 12 12 12
Perumahan rumah layak huni
yang terjangkau (
jumlah rumah layak
huni dibagi jumlah 50 Unit 10 10 10 10 10
keseluruhan rumah di | Rumah Rehab
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kota cirebon dikali 25 Unit 5 5 5 5 5
100%) Pembangunan
Rumah
10. Program Permukiman Persentase luasan 15 Dokumen 3 3 3 3 3
kawasan permukiman
kumuh yang
tertangani di kawasan
perkotaan
125 Orang 25 25 25 25 25
100 Unit 20 20 20 20 20
11. | Pengarusutamaan Gender Cakupan Perangkat 500 Orang 100 100 100 100 100
(PUG) dan Daerah yang
Pemberdayaan Mengimplementasikan
Perempuan PUG
12. | Program Pengembangan | Persentase ASN yang 5 laporan 1 1 1 1 1
Sumber Daya Manusia telah mengikuti
pelatihan fungsional
dan teknis
13. Program Pengelolaan Jumlah layanan 120 Dokumen 24 24 24 24 24
Informasi dan informasi dan
Komunikasi Publik komunikasi publik
kepada masyarakat
yang efektif dan
efisien
14. | Program Pemberdayaan | Meningkatnya Jumlah 5 Dokumen 1 1 1 1 1
Usaha Menengah, Usaha | Pemberdayaan UMK
Kecil, dan Usaha Mikro
(UMKM)
510 Unit 102 102 [ 102 102 102
Usaha
15. | Program Pengembangan | Meningkatnya Jumlah 3.700 UMK 740 740 | 740 740 740
UMKM UMK yang
Berkembang
16. | Program Perencanaan dan Meningkatnya 25 Dokumen 5 5 5 5 5
Pembangunan Industri pertumbuhan dan (Pelatihan
perkembangan Bagi 30 UKM)
Industri Kecil dan
Menengah
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17. Program Meningkatnya kondisi | 20 Ruas Jalan 4 4 4 4 4
Penyelenggaraan Jalan dan kapasitas jalan
dan jembatan Jalur
Evakuasi di lokasi
rawan bencana

18. | Program Pembangunan | Meningkatnya kondisi 5 Lokasi 1 1 1 1 1
jembatan yang terdampak dan kapasitas jalan
bencana dan jembatan Jalur

Evakuasi di lokasi
rawan bencana

19. Program Terselenggaranya 25 Jembatan 5 5 5 5 5

Rehabilitasi/pemeliharaan Rehabilitasinya/

jembatan yang terdampak Terekonstruksinya
bencana Jalan dan

Jembatan Akibat
Bencana

20. | Program Pengembangan | Tersedianya Dokumen | 5 Dokumen 1 1 1 1 1
Jasa Konstruksi SOP Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga
Konstruksi Kualifikasi
Jabatan Operator,
Teknisi atau Analis

21. Program pengelolaan Meningkatnya 1.250 Meter 250 250 | 250 250 250
Sumber Daya Air (SDA) | Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman

Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1
(Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
22. Program Rehabilitasi Terselenggaranya 1.250 Meter 250 250 | 250 250 250
bangunan perkuatan Rehabilitasi bangunan
tebing perkuatan tebing
23. Program Terselenggaranya 500 Meter 100 100 100 100 100
Normalisasi/Restorasi Normalisasi/Restorasi
Sungai Sungai
24. | Program Pembangunan Meningkatnya 15 Unit 3 3 3 3 3
pintu air atau bendung Pembangunan pintu
pengendali banjir air atau bendung

pengendali banjir
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25. | Program Pengelolaan dan Meningkatnya 1000 Meter 200 200 | 200 200 200
Pengembangan Sistem Pengelolaan dan
Drainase Pengembangan Sistem
Drainase yang
Terhubung Langsung
dengan Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
26. Program Peningkatan Meningkatnya 1000 Meter 200 200 | 200 200 200
Saluran Drainase Peningkatan Saluran
Perkotaan Drainase Perkotaan
27. Program Rehabilitasi Terselenggaranya 1000 Meter 200 200 [ 200 200 200
Saluran Drainase Rehabilitasi Saluran
Perkotaan Drainase Perkotaan
28. Program Operasi dan Terselenggaranya 1000 Meter 200 200 | 200 200 200
Pemeliharaan Sistem Operasi dan
Drainase Pemeliharaan Sistem
Drainase
29. Program pencegahan Meningkatnya 5 Dokumen 1 1 1 1 1
penanggulangan, pencegahan
penyelamatan kebakaran penanggulangan,
dan penyelamatan NON penyelamatan
Kebakaran kebakaran dan
penyelamatan NON
Kebakaran
30. | Program sosialisasi dan Terselenggaranya 1.100 Orang 220 220 | 220 220 220
edukasi masyarakat sosialisasi dan edukasi
tentang kebakaran masyarakat tentang
kebakaran
31 Program Pengadaan Tersedianya sarana 150 Milliar 30 30 30 30 30
sarana dan prasarana , dan prasarana,
pencegahan kebakaran pencegahan kebakaran
dan alat pelindung diri dan alat pelindung diri
32 Program Sosialisasi Terlaksananya 5 Laporan 1 1 1 1 1
tentang aplikasi Sosialisasi tentang
pelaporan kebakaran dan aplikasi pelaporan
penyelamatan kebakaran dan
penyelamatan
33. Program Penanganan Persentase Korban 2.770 Orang 554 554 | 554 554 554
Bencana bencana Alam dan
Sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
13




-116-

tanggap darurat
bencana (penyediaan
Makanan)

Program Penanganan
Bencana

Persentase Korban
bencana Alam dan
Sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana (Penyediaan
Sandang)

250 Orang

50

50

50

50

50

Program Penanganan
Bencana

Persentase Korban
bencana Alam dan
Sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana (Penyediaan
Tempat Penampungan
Pengungsi)

110 Orang

22

22

22

22

22

Program Penanganan
Bencana

Persentase Korban
bencana Alam dan
Sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana (Pelayanan
Dukungan Psikososial
pasca Bencana)

220 Orang

44

44

44

Program Penanganan
Bencana

Terselenggaranya
Koordinasi,
Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna
Siaga Bencana

625 Orang

125

125

125

125

125

Program Pengelolaan
Pendidikan

Meningkatnya Angka
Partisipasi Murni
(APM) SD/MI

15
Lokal/Ruang
Kelas

Program Penataan
Bangunan Gedung

Tersusunnya Regulasi
Terkait Bangunan
Gedung
Kabupaten/Kota

5
Dokumen
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Tabel 6.5 Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan aksi PB

WAKTU KRITERIA SUMBER TEKNIS/ PELAKSANA
PEMANTAUAN PEMANTAUAN BUKTI METODE
Semester 1 Ketersediaan baseline - Dokumen Legislasi - Focus - Tim Teknis
Tahun Ke-1 data seperti program (payung hukum) Group (perangkat
dan kegiatan dalam terkait Discussion daerah dan
rencana aksi dalam penanggulangan (FGD) Organisasi Non
penanggulangan bencana, offline Pemerintah)
bencana sesuai dengan | - Dokumentasi dan/atau maupun penyusunan
isu strategis yang ada, laporan pada saat online, Rencana
Peta kontribusi daerah kegiatan pelaksanaan | - Desktop Penanggulangan
kepada rangkaian penyusunan work Bencana Kota
program/rencana aksi rencana aksi daerah (kajian Cirebon Tahun
Kota Cirebon dalam penanggulangan pustaka), 2025-2029,
penanggulangan bencana, dan dan Badan Nasional
bencana, - Hal-hal lainnya. - Asistensi Penanggulangan
Kemudahan, dengan Bencana
percepatan, dukungan pusat. (BNPB).
pencapaian sasaran
dalam penanggulangan
bencana, dan
Indikator kegiatan dan
input kegiatan rencana
aksi dalam
penanggulangan
bencana.
Semester ke 2 Program/kegiatan - Indikator - Focus Tim Teknis
Tahun ke-2 ke 4 pada isu program/kegiatan Group (perangkat
. . Discussion daerah dan
strategis dalam ke 4 pada isu o
) ) (FGD) Organisasi Non
rencana aksi strategis dalam offline Pemerintah).
penanggulangan rencana aksi maupun penyusunan
bencana sejauh disebutkan, online, Rencana
mana realisasinya, | - Relevansi - Desktop Penanggulangan
Peraturan/kebijakan | peraturan/kebijakan work Bencana Kota
iserlukan daerah untuk (kajian Cirebon Tahun
yang diperlu pustaka). 2025-2029
untuk mendukung
melaksanakan program/pencapaian
program/kegiatan sasaran rencana aksi
di rencana aksi penanggulangan
tersebut harus jelas, | bencana tersebut
dan. seperti apa.
Semester 3 - Ada/tidaknya - Laporan review - Focus Tim Teknis
Tahun ke-3 kejadian/peristiwa Rencana Gi.foup . (perangkat
bencana besar yang Penanggulangan Discussion daerah daq
) Bencana (RPB) Kota (FGD) Organisasi Non
perlu dilakukan Cirebon Tahun 2025- offline Pemerintah)
penycsualan 2029 maupun penyusunan
online, Rencana
17
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WAKTU KRITERIA SUMBER TEKNIS/
PEMANTAUAN PEMANTAUAN BUKTI METODE LA B &
- Desktop Penanggulangan
work Bencana Kota
(kajian Cirebon Tahun
pustaka). 2025-2029
Semester 4 - Peninjauan kembali ke 4 | - Laporan pemantauan, - Focus - Tim Teknis
Tahun ke-4 isu strategi dalam - Dokumentasi dan/atau Group (perangkat
rencana aksi laporan pada saat Discussion daerah dan
penanggulangan kegiatan pelaksanaan (FGD) Organisasi Non
bencana rangkaian penyusunan offline Pemerintah)
rencana aksi daerah maupun penyusunan
penanggulangan online, Rencana
bencana. - Desktop Penanggulangan
work Bencana Kota
(kajian Cirebon Tahun
pustaka), dan 2025-2029
- Rapat
Koordinasi
dan
Evaluasi.
Semester 5 - Ketersediaan endline - Dokumentasi dan/atau - Focus - Tim Teknis
Tahun ke-5 data terkait laporan pada saat Group (perangkat
program/kegiatan kegiatan pelaksanaan Discussion daerah dan
rencana aksi dalam rangkaian evaluasi (FGD) Organisasi Non
penanggulangan dokumen rencana offline Pemerintah)
bencana, penanggulangan maupun penyusunan
- Kontribusi daerah bencana (RPB) Kota online, Rencana
kepada program/rencana Cirebon Tahun 2025- - Desktop Penanggulangan
aksi daerah terkait 2029, work Bencana Kota
penanggulangan - Laporan evaluasi akhir. (kajian Cirebon Tahun
bencana, pustaka), dan 2025-2029,
- Kemudahan - Rapat - Tim Teknis
peningkatan/perluasan Koordinasi Badan
dampak pencapaian dan Penanggulangan
sasaran terkait Evaluasi.. Bencana Daerah
penanggulangan (BPBD) Kota
bencana, Cirebon.
- Relevansi strategi/arah
kebijakan dan program
rencana aksi dalam
penanggulangan
bencana, dan
- Efektivitas, efisiensi,
dan rencana aksi
pengurangan risiko
bencana (PRB) seperti
program, dan
seterusnya.
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6.3.2. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan RPB Kota Cirebon dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat
berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau
manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian
kegiatan membandingkan realisasi masukan (inpuf), keluaran (output) dan hasil (outcome)
terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan
serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran
kinerja hasil untuk program. Evaluasi akhir dilakukan untuk melihat dan menilai pengurangan
indeks risiko bencana daerah yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Evaluasi terhadap
indeks risiko bencana dilakukan setiap tahun dan akhir masa perencanaan. Kegiatan ini

dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap)
antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi
capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari
proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan

ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini,

Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat
menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.
Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan
evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan
dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi
Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai paduan para pihak, pemaduan RPB dengan
perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan
untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester
dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama. Evaluasi Tengah Periode
dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor
penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi
pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah
periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar
untuk menilai atau meninjau kesesuaian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan isu-
isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama

Bappeda.
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Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan
tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga
mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan
mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun.

Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode

berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya
pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat dilihat pada Tabel

6.6 berikut.
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Tabel 6.6 Matriks Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana

WAKTU KRITERIA/INDIKATOR SUMBER TEKNIS/

EVALUASI EVALUASI BUKTI METODE R
Pertahun Terlaksananya Mitigasi bencana - Laporan Pemantauan, - Review dokumen - Tim Teknis (perangkat daerah dan
(Pemantauan dan | terhadap perubahan iklim. . . Organisasi Non Pemerintah)
evaluasi) - Indeks kualitas air, tutupan lahan, ) Dokumentasydan/atau laporan - Rapat kpord1nas1 dan penyusunan Rencana

dan udara. p adal(sgat kegiatan pelaksanaan evaluasi, Penanggulangan Bencana Kota
) ~ rangkaian penyusunan rencana ) _ - )
- Terlaksananya Penghentian sumber bencana, dan - Desktop work (kajian - Badan Nasional Penanggulangan
pencemaran Lingkungan hiflup. - Hal-hal lainnya. pustaka), Bencana (BNPB)
- Terwujudnya Pengelolaan limbah - Masyarakat
bahan berbahaya dan beracun (B3).
- Terwujudnya Penanganan sampah di
TPA/TPST Regional
- Terwujudnya Pembinaan
pengelolaan dan pengendalian
sampah di Kota Cirebon
- Terlaksananya Pelaksanaan
penghijauan dan reboisasi untuk
mitigasi bencana.
- Persentase Indeks Ketahanan Daerah
(IKD) pada Pencapaian Penilaian
Prioritas 5 peningkatan Efektivitas
Pencegahan dan mitigasi bencana
Pertahun Meningkatnya upaya mitigasi bencana | - Laporan Pemantauan, - Review dokumen - Tim Teknis (perangkat daerah dan
(Pemantauan dan | prioritas melalui mitigasi struktural ) . Organisasi Non Pemerintah)
evaluasi) - Program pengembangan rumah. - Dokumentasi -dan/ atau laporan - Rapat kpord1nas1 dan penyusunan Rencana
pada sgat kegiatan pelaksanaan . evaluasi, Penanggulangan Bencana Kota
rangkaian penyusunan rencana aksi _ Kegiatan di lapangan Cirebon Tahun 2025-2029
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WAKTU KRITERIA/INDIKATOR SUMBER TEKNIS/
EVALUASI EVALUASI BUKTI METODE PELAKSANA
- Persentase Indeks Ketahanan Daerah | daerah penanggulangan bencana, Desktop work (kajian - Badan Nasional Penanggulangan
IKD) pada Pencapaian Penilaian dan ustaka), Bencana (BNPB
p
Prioritas 5 peningkatan Efektivitas _ o
Pencegahan dan mitigasi bencana - Hal-hal lainnya. - Forum Pengurangan Risiko Bencana
Pertahun Menurunnya kejadian bencana yang - Laporan Pemantauan, Review dokumen - Tim Teknis (perangkat daerah dan
(Pemantauan dan | berdampak pada kerusakan dan . L Organisasi Non Pemerintah)
evaluasi) korban jiwa - Dokumentasi .dan/atau laporan Rapat kpord1nas1 dan penyusunan Rencana
- Pelaksanaan penghijauan dan Padaks*%at kegiatan pelaksanaan i evaluasi, Penanggulangan Bencana Kota
reboisasi untuk mitigasi bencana fangkaiah penyusunan rencana axst Kegi i Cirebon Tahun 2025-2029
giatan di lapangan .
- Persentase Indeks Ketahanan Daerah | daerah penanggulangan bencana, o
IKD) pada Pencapaian Penilaian dan Desktop work (kajian - Forum Pengurangan Risiko Bencana
(IKD) p p
Prioritas 5 peningk.a"can Efektivitas - Hal-hal lainnya. pustaka),
Pencegahan dan mitigasi bencana
Pertahun Meningkatkan ketersediaan Cadangan | - Laporan Pemantauan, Review dokumen -Tim Teknis (perangkat daerah dan
(Pemantauan dan | Pangan Pemerintah Daerah ) L. Organisasi Non Pemerintah)
evaluasi) - Pemberdayaan Masyarakat dalam -D okumen{(am Idan/atau Laporan Rapat kgord1nas1 dan penyusunan Rencana
Penganekaragaman Konsumsi padaksqat egiatan pelaksanaan Ksi evaluasi, Penanggulangan Bencana Kota
Panean Berbasis Sumber Dava rangkaian penyusunan rencana aksi . : )
L okfagll " Y daerah penanggulangan bencana, Desk?p work (kajian Cirebon Tahun 2025-2029
- Pengadaan Cadangan Pangan dan pustaka), -Forum Pengurangan Risiko Bencana
Pemerintah Kabupaten/Kota. - Hal-hal lainnya.
- Penanganan Kerawanan Pangan.
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
Pertahun Meningkat kesesuaian pelaksanaan - Laporan Kegiatan dan Review dokumen -Tim Teknis (perangkat daerah dan
Pemantauan dan | pembangunan dengan rencana tata Dokumentasi Organisasi Non Pemerintah)
p g g
evaluasi) penyusunan Rencana
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cirebon dan wilayah sekitarnya

- Cakupan ketersediaan rumah layak
huni yang terjangkau.

- Tersedianya dokumen Kajian Risiko
Bencana (KRB).

- Tersedianya Dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana (RPB)

- Tersedianya Sistem peringatan dini
di Daerah Rawan Bencana Prioritas.

- Meningkatkan Kemampuan Teknis
dan Manajerial Personil TRC

- Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan
untuk Bencana Prioritas.

- Terlaksananya Respon Cepat
Darurat Bencana

- Jumlah Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Masyarakat pada
saat bencana

- Persentase pelayanan kesehatan
bagi penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana

pada saat kegiatan pelaksanaan
rangkaian penyusunan rencana aksi
daerah penanggulangan bencana,
dan

- Hal-hal lainnya.

evaluasi,
Kegiatan di lapangan

Desktop work (kajian
pustaka),

WAKTU KRITERIA/INDIKATOR SUMBER TEKNIS/
EVALUASI EVALUASI BUKTI METODE IPLELAJ AN
ruang wilayah berbasis pengurangan Rapat koordinasi dan Penanggulangan Bencana Kota
risiko bencana evaluasi, Cirebon Tahun 2025-2029
- Pelaksanaan Koordinasi dan ..
Sinkronisasi Perencanaan Desktop work (kajian
Pembangunan Daerah pustaka),
Pertahun Meningkatnya hubungan harmonis - Laporan Pemantauan, Review dokumen -Tim Teknis (perangkat daerah dan
(Pemantauan dan | pentahelix dan kolaboratif dalam ) o Organisasi Non Pemerintah)
evaluasi) penanggulangan bencana di kota - Dokumentasi dan/atau laporan Rapat koordinasi dan penyusunan Rencana

Penanggulangan Bencana Kota
Cirebon Tahun 2025-2029

-Forum Pengurangan Risiko Bencana
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- Tersedianya Dokumen SOP
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
Konstruksi Kualifikasi Jabatan
Operator, Teknisi atau Analis.

- Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/MI pada SPAB
(sekolah Pendidikan aman Bencana)

- Meningkatnya Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian Kabupaten/Kota

- Persentase Korban bencana Alam
dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana

laporan pada saat kegiatan
pelaksanaan rangkaian
penyusunan rencana aksi
daerah penanggulangan
bencana, dan

- Hal-hal lainnya.

evaluasi,
Kegiatan di lapangan

Desktop work (kajian
pustaka),

WAKTU KRITERIA/INDIKATOR SUMBER TEKNIS/
EVALUASI EVALUASI BUKTI METODE R
Pertahun Meningkatnya investasi dalam upaya - Laporan Pemantauan, Review dokumen Tim Teknis (perangkat daerah
(Pemantauan dan | mitigasi bencana prioritas melalui , o dan Organisasi Non
evaluasi) mitigasi struktural - Dokumentasi dan/atau Rapat koordinasi dan Pemerintah) penyusunan
- Meningkatkan kondisi dan kapasitas laliolr(an pada saatll:eglatan evaluasi, Rencana Penanggulangan
: - e pelaksanaan rangkaian ) , ~
Jl ':jiils idf; “]/ z;nﬁ:;ir; i :lur Evakuasi di penyusunan rencana aksi Kegiatan di lapangan ?g;g?;% ;(9ota Cirebon Tahun
- Terehabilitasinya/Terekonstruksinya daerah penanggulangan Desktop work (kajian .
Jalan dan Jembatan Akibat Bencana bencana, dan pustaka), Forum Pengurangan Risiko
- Meningkatnya Ketahanan Sumber _ Hal-hal lainnya. Bencana
Daya Air
Pertahun Meningkatnya investasi dalam upaya - Laporan Pemantauan, Review dokumen Tim Teknis (perangkat daerah
gkatny pay p perang
(Pemantauan dan | mitigasi bencana prioritas melalui ) L. dan Organisasi Non
evaluasi) mitigasi Non struktural - Dokumentasi dan/atau Rapat koordinasi dan Pemerintah) penyusunan

Rencana Penanggulangan
Bencana Kota Cirebon Tahun
2025-2029

Forum Pengurangan Risiko
Bencana
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kebakaran dan penyelamatan Non
kebakaran

pada saat kegiatan pelaksanaan
rangkaian penyusunan rencana aksi
daerah penanggulangan bencana,
dan

- Hal-hal lainnya.

evaluasi,
- Kegiatan di lapangan

- Desktop work (kajian
pustaka),

WAKTU KRITERIA/INDIKATOR SUMBER TEKNIS/
EVALUASI EVALUASI BUKTI METODE PELAKSANA
Pertahun - Meningkatnya proteksi dan mitigasi | - Laporan Pemantauan, - Review dokumen Tim Teknis (Perangkat Daerah dan
(Pemantauan dan kebakaran - Program pencegahan . L Organisasi Non Pemerintah)
evaluasi) penanggulangan penyelamatan - Dokumentasi dan/atau laporan - Rapat koordinasi dan penyusunan Rencana

Penanggulangan Bencana Kota
Cirebon Tahun 2025-2029

Forum Pengurangan Risiko
Bencana
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Hasil evaluasi dapat disajikan dengan menggunakan matrik seperti dibawah ini:

Tabel 6.7 Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARANY
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?
1. | Menurunnya dampak - Indeks kualitas air, - - - -
perubahan iklim tutupan lahan, dan udara.
2. | Menurunnya dampak - Terwujudnya - - - -
perubahan iklim penyelenggaraan
inventarisasi Gas Rumah
Kaca
3. | Meningkatnya kualitas - Persentase Izin - - - -
air sungai, laut, dan Pengelolaan Limbah B3
udara oleh swasta yang
diterbitkan
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT®
TERCAPAINYA?
4. | Meningkatnya kualitas - Persentase cakupan - - - -
air sungai, laut, dan jumlah sampah yang
udara tertangani
5. | Meningkatnya kualitas - Persentase jumlah - - - -
air sungai, laut, dan sampah yang dikurangi
udara melalui 3R
6. | Meningkat kesesuaian - Kesesuaian dokumen - - - -
pelaksanaan RKPD PD terhadap RPD
pembangunan dengan lingkup Bidang
rencana tata ruang Pemerintahan
wilayah berbasis Pembangunan Manusia
pengurangan risiko
bencana
7. | Meningkatnya - Cakupan ketersediaan - - - -
hubungan harmonis rumah layak huni yang




-128-

FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT®
TERCAPAINYA?
pentahelix dan terjangkau
kolaboratif dalam ( jumlah rumah layak
penanggulangan huni dibagi jumlah
bencana di kota keseluruhan rumah di
cirebon dan wilayah kota cirebon dikali
sekitarnya 100%)
8. | Terwujudnya - Tersedianya dokumen - - - -
kolaborasi antar Kajian Risiko Bencana
semua pihak yang (KRB) yang sah dan
terlibat dalam PB legal
9. | Terwujudnya - Tersedianya Sistem - - - -
kolaborasi antar peringatan dini di
semua pihak yang Daerah Rawan Bencana
terlibat dalam PB Prioritas




-129-

FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?
10. | Terwujudnya - Terciptanya Budaya - - - -
kolaborasi antar Sadar Bencana
semua pihak yang
terlibat dalam PB
11. | Terwujudnya - Tersedianya Dokumen - - - -
kolaborasi antar Rencana
semua pihak yang Penanggulangan
terlibat dalam PB Bencana (RPB) yang
sah dan legal
12. | Terwujudnya - Tersedianya dokumen - - - -
kolaborasi antar Rencana Kontijensi
semua pihak yang (RENKON) yang sah
terlibat dalam PB dan legal
13. | Terwujudnya - Meningkatkan - - - -
kolaborasi antar Kemampuan Teknis dan
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIAND INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?
semua pihak yang Manajerial Personil
terlibat dalam PB TRC Dalam
Melaksanakan
Penanganan Awal
Darurat Bencana
14. | Terwujudnya - Terlaksananya Gladi - - - -
kolaborasi antar Kesiapsiagaan Bencana
semua pihak yang Prioritas kabupaten/kota
terlibat dalam PB
15. | Terwujudnya - Terlaksananya Respon - - - -
kolaborasi antar Cepat Darurat Bencana
semua pihak yang
terlibat dalam PB
16. | Terwujudnya - Jumlah Gangguan - - - -
kolaborasi antar Ketentraman dan
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Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIAND INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?
semua pihak yang Ketertiban Umum
terlibat dalam PB Masyarakat pada saat
bencana
17. | Terwujudnya - Persentase pelayanan - - - -
kolaborasi antar kesehatan bagi
semua pihak yang penduduk terdampak
terlibat dalam PB krisis kesehatan akibat
bencana
18. | Terwujudnya - Persentase Cakupan - - - -
kolaborasi antar Perangkat Daerah yang
semua pihak yang Mengimplementasikan
terlibat dalam PB PUG
Terwujudnya - Persentase ASN yang - - - -
19. |kolaborasi antar telah mengikuti pelatihan
fungsional dan teknis
131
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIAND INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?

semua pihak yang

terlibat dalam PB

Terwujudnya - Jumlah layanan - - - -
20. |kolaborasi antar informasi dan

semua pihak yang komunikasi publik

terlibat dalam PB kepada masyarakat yang

efektif dan efisien

Terwujudnya - Penilaian - - - -
21. |kolaborasi antar Penyelenggaraan Sistem

semua pihak yang Pemerintahan Berbasis

terlibat dalam PB Elektronik

Terwujudnya - Persentase Perangkat - - - -
22. |kolaborasi antar Daerah yang

semua pihak yang menggunakan data

terlibat dalam PB
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIAND INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?
statistik sebagai bahan
perencanaan dan evaluasi
Terwujudnya - Meningkatnya Jumlah - - - -
23. | kolaborasi antar UMK yang Berkembang
semua pihak yang
terlibat dalam PB
Terwujudnya - Meningkatnya - - - -
24. |kolaborasi antar pertumbuhan dan
semua pihak yang perkembangan Industri
terlibat dalam PB Kecil dan Menengah
Menurunya korban - Meningkatkan kondisi - - - -
25. |dan kerugian akibat dan kapasitas jalan dan
bencana jembatan Jalur Evakuasi
di lokasi rawan bencana
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT®
TERCAPAINYA?
Menurunya korban - Tersedianya Pengelolaan - - - -
26. |dan kerugian akibat SDA dan Bangunan
bencana Pengaman
Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1
(Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
27. |Menurunya korban - Terlaksananya - - - -
dan kerugian akibat Normalisasi/Restorasi
bencana Sungai
28. | Menurunya korban - Tersedianya Pengelolaan - - - -
dan kerugian akibat dan Pengembangan
bencana Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?
dengan Sungai dalam
Daerah Kabupaten/Kota
29 | Menurunya korban - Meningkatnya Operasi - - - -
dan kerugian akibat Dan Pemeliharaan
bencana Sarana Prasarana SDA
Serta Penanggulangan
Darurat Akibat Bencana
30. |Menurunya korban - Tersedianya Dokumen - - - -
dan kerugian akibat SOP Penyelenggaraan
bencana Pelatihan Tenaga
Konstruksi Kualifikasi
Jabatan Operator,
Teknisi atau Analis
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?
31. |Menurunya korban - Terlaksananya - - - -
dan kerugian akibat pencegahan
bencana penanggulangan,
penyelamatan kebakaran
dan penyelamatan NON
Kebakaran
32. |Menurunya korban - Meningkatnya Target - - - -
dan kerugian akibat Konsumsi Pangan
bencana Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka
Kecukupan Gizi
33. |Menurunya korban - Persentase ketersediaan - - - -
dan kerugian akibat Cadangan Pangan
bencana Pemerintah Daerah
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT®
TERCAPAINYA?
34. |Menurunya korban - Ketersediaan informasi - - - -
dan kerugian akibat data distribusi, pasokan
bencana dan harga pangan
35. |Menurunya korban - Persentase Daerah - - - -
dan kerugian akibat Rawan Pangan yang
bencana ditangani
36. | Menurunya korban - Meningkatnya - - - -
dan kerugian akibat Pengendalian  dan
bencana Penanggulangan
Bencana
Pertanian
Kabupaten/Kota
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FAKTOR
RENCANA
INDIKATOR CAPAIANY INDIKATOR CAPAIANY PENYEBAB
NO. TINDAK |PEMBELAJARAN?
SASARAN (%) PROGRAM (%) TIDAK
LANJUT?®
TERCAPAINYA?

Menurunya korban - Persentase Korban - - - -
dan kerugian akibat bencana Alam dan Sosial
bencana yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya pada

saat dan setelah tanggap

darurat bencana
Menurunya korban - Meningkatnya Angka - - - -
dan kerugian akibat Partisipasi Murni (APM)
bencana SD/MI
Menurunya korban - Tersusunnya Regulasi - - - -
dan kerugian akibat Terkait Bangunan
bencana Gedung Kabupaten/Kota

Catatan:

1) Pada kolom capaian (%) diisi pada saat evaluasi dilaksanakan sesuai dengan persentase capaian pada saat evaluasi

2) Pada kolom faktor penyebab tidak tercapainya diisi pada saat evaluasi dilaksanakan sesuai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya
3) Pada kolom rencana tindak lanjut diisi pada saat evaluasi dilaksanakan sesuai dengan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi
4) Pada kolom pembelajaran diisi pada saat evaluasi dilaksanakan sesuai pembelajaran yang harus dilakukan sesuai hasil evaluasi
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RPB merupakan rencana Bersama tentang upaya penyelenggaraan PB yang melibatkan
berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah
(organisasi non pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain)
di daerah. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB juga melibatkan seluruh
pithak dengan sebuah mekanisme yang disepakati Bersama dengan proses penyusunan

dokumen RPB.

Pendekatan dalam pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan

melalui;

a. Penilaian mandiri (self-assessment); merupakan pengendalian dan evaluasi yang
dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik
institusi pemerintah maupun non pemerintah

b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment);, dilakukan sebagai
masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagai
dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam
RPB

c. Penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan pengendalian dan
evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan

aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggaraannya.

Pendekatan pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB tersebut dikoordinasikan
dan dikompilasi oleh gugus tugas pelaksanaan RPB atau tim koordinasi, pengendalian, dan
evaluasi RPB yang melibatkan instansi pemerintah maupun non pemerintah misalnya Forum

Pengurangan Risiko (FPRB) yang ada di daerah.

Koordinasi dan kompilasi dilakukan oleh gugus tugas atau tim, sedangkan untuk pelaksanaan
koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB
dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada

dalam institusi yang bersangkutan.
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon tidak terlepas dari rencana pembangunan
daerah Kota Cirebon yang didalamnya berisi tentang rencana - rencana yang terkait dengan

penanggulangan bencana.

Dengan demikian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berperan sebagai panduan dan
arahan Pemerintah Kota Cirebon dalam penanggulangan bencana. Dengan disusunnya RPB
ini, diharapkan, pertama, Kota Cirebon menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian
integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, Pemerintah Kota,
melalui SKPD - SKPD terkait, memiliki komitmen untuk terlibat aktif menjalankan rencana
penanggulangan bencana ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ketiga,
BPBD menjadi penyelenggara utama penanggulangan bencana di kota harus mampu
menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dengan

baik pada saat sebelum bencana, tanggap darurat, maupun setelah bencana.

Untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Kota Cirebon dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadukannya penyelenggaraan
penanggulangan bencana ke dalam pembangunan, maka RPB ditetapkan berdasarkan
Peraturan Wali Kota. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua
berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan secara sungguh-

sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Kota Cirebon ini dapat dikurangi.
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LAMPIRAN 1 RENCANA AKSI

9.1. Isu Strategis 1 Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana

Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur Indikator . Nomenklatur Indikator Kegiatan . n Nomenklatur 5 . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Output) Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
| 11 11 v Vv 1 11 11 v A\
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Persentase ASN pengembgngap Pengemba'ngan_ Koordinator :
. kopetensi bagi Komptensi bagi
Program yang telah Pelatihan Pengembangan . L . BKPSDM
A ] - - pimpinan daerah, Pimpinan Daerah, Kota Cirebon .
Pengembang an mengikuti funfsional Kompetensi Terfasilitasinya - L o 60 70 90 Pendukung ; APBD Kota APBD Kota
5.04.02 ] ) . . jabatan pimpinan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jabatan Pimpinan 50 Juta 80 Juta dan kota X -
Sumber Daya pelatihan penanggulangan Teknis pelatihan bagi ASN S S Juta Juta Juta ASN seluruh Cirebon Cirebon
: ] tinggi, jabatan Tinggi, dan bandung
Manusia fungsional dan bencana (5.04.02.2.01) f perangkat daerah
. fungsional, Jabatan . h
teknis I . di Kota Cirebon
kepemimpinan Fungsional.
dan pra jabatan (5.04.02.2.01.07)
Advokasi
kebijakan dan
pendampingan
penir?g'kata_n . Koordinator :
Pemberdayaan pa”'s'pas(; ’;fj."ﬁkasé DP3APPKB
erempuan Pelembagaan perempuan dan Kebijakan dan Pendukung :
pere politik, hukum, Pendampingan N
Pengarusutamaan Pengarusutamaa bidang Pengarusutamaa sosial dan Peninakatan Organisasi
Gegder( PUG) n Gender (PUG Presentase politik,hukum n Gender (PUG) Jumlah Organisasi ekonomi seperti: - Partigi asi Wanita,
) dan Perempuan sosial dan pada Lembaga 9 . sepertt: 20 20 20 20 20 P : . . : : . TP PKK APBD Kota APBD Kota
dan S . . Perempuan yang di Pembinaan L L L . A Perempuan dan 68 juta 71 juta 74 juta 78 juta 83 juta Kota Cirebon . X -
Pemberdayaan Sebagai Pejabat ekonomi pada Pemerintah ; o organisasi organisasi organisasi organisasi organisasi A Bappelitbangda Cirebon Cirebon
Pemberdayaan i bina kesiapsiagaan Politik, Hukum,
Perempuan Perempuan Struktural organisasi Kewenangan bencana kepada Sosial. dan BPBD Kota
p (2.08.02) kemasyarakatan Kabupaten/ Kota ana kepac - Cirebon Damkar
kewenangan (2.08.02.2.02) organisasi wanita Ekonomi Dinkes Dinsos
T dan TP PKK (2.08.02.2.02.0002
kabupaten/kota . . BPKPD Satpol
- Pelatihan life- )
X . PP
skill bagi
perempuan kepala
keluarga korban
bencana
Perlindungan Perlindungan Jumlah Skor Penyediaan Penyediaan Jumlah AMPK yang Layanan 34 orang 36 orang 38 orang 40 orang 42 orang Penyediaan 81 juta 86 juta 90 juta 94 juta 98 juta Kota Cirebon Bidang APBD Kota APBD Kota
Khusus Anak Khusus Anak Evaluasi kota Layanan bagi Layanan bagi mendapatkan pendampingan Layanan Perlindungan Cirebon Cirebon
(2.08.07) Layak Anak dari Anak yang Anak yang layanan pengaduan psikologis bagi Pengaduan Anak
Klaster V Memerlukan Memerlukan anak yang Masyarakat bagi DP3APPKB
Perlindungan Perlindungan memerlukan Anak yang Kota Cirebon
Khusus yang Khusus yang perlindungan Memerlukan
Memerlukan Memerlukan khusus (korban Perlindungan
Koordinasi Koordinasi bencana) Khusus Tingkat
Tingkat Daerah Tingkat Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota
(2.08.07.2.02) (2.08.07.2.02.0005
)
Koordinator:
Dinas Kesehatan
Kota Cirebon
Pendukung:
BAPELITBAN
G Kota Cirebon,
BPKAD Kota
Cirebon, BPBD
Kota Cirebon,
Penyediaan Penyediaan Pengelolaan DINSOS Kota
Proaram Persentase layanan Fasilitas pelayanan Cirebon,
Pemenuhgan Unava pelayanan kesehatan untuk Pelayanan kesehatan bagi Pengadaan Sarana Kawasan/W DISDIK Kota
Kesehatanp Y kesehatan bagi UKP Kesehatan untuk Jumlah pelayanan penduduk Fasilgitas Pelayanan 1 ilayah Cirebon, APBD Kota APBD Kota
1.02.02 penduduk Rujukan,UKM UKM dan UKP petay; terdampak krisis 100% 100% 100% 100% 100% Y . 1 Milyar 1 Milyar 1 Milyar 1 Milyar terdampak SATPOL-PP . -
Perorangan dan d K krisi dan UKM K kesehatan keseh Kib. Kesehatan Milyar b di Kota Cireb Cirebon Cirebon
Upaya Kesehatan terdampak krisis dan Uk ewenanganan esehatan akibat (1.02.02.2.01.12) encana di ota Cirebon,
Masvarakat kesehatan akibat rujukan tingkat Daerah bencana dan/atau Kota Cirebon TNI/POLRI
4 bencana daerah Kabupaten/Kota berpotensi Kota Cirebon,
kabupaten/kota (1.02.02.2.01) bencana FSB Kota
Cirebon, HIPMI
dan KADIN
Kota Cirebon,
Radar Kota
Cirebon,
Universitas
Swadaya
Gunung Jati
Kota Cirebon.
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Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur Indikator . Nomenklatur Indikator Kegiatan . - Nomenklatur . . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Output) Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
| 1l 11 v \% | 1 11 1\ \
Koordinastor :
Unpava Dinas Kesehatan
pay Pendukung
Pengurangan Pengadaan Sarana RSU Gunung
Risiko Krisis 5 5 5 5 5 Fasilitas Pelayanan 500 Juta 500 Juta 500 Juta 500 Juta 500 Juta _Kota Jati Institusi API?D Kota API_BD Kota
Kesehatan dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kesehatan Cirebon Pendidikan Cirebon Cirebon
Pasca Krisis (1.02.02.2.01.12) Kesehatan
Kesehatan Organisasi
Profesi
-Cakupan 1).Monitoring g{;ﬁ;‘g’gﬁ;
Kelancaran Upaya kejadian Bencana Pamong Praia
Penyelenggaraan penanganan - Cakupan di kabupaten/kota, Kota Cgi]reb an
Pemilu Pada TPS, gangguan Kelancaran 2).Melakukan giat Pendukung:
C_akupan Rasio keten;raman dan Penanganan penyelenggaraan penjagaan, dan Pemberdayaan BAPELITBAN
Linmas Per RT, ketertiban umum Gangguan Pemilu pada TPS, patoli daerah Perlindungan G Kota Cirebon
Program Penyelesaian pada area Ketentraman dan Cakupan rasio rawan bencana, 6 Masvarakat cgjalam BPKAD Kota !
Peningkatan Jumlah Kasus terjadinya Ketertiban linmas per RT, ruas jalan serta 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen 4 . ; : : : Kota : APBD Kota APBD Kota
1.05.02 . . . X X . R - rangka 104 juta 104 juta 104 juta 104 juta 104 juta . Cirebon, BPBD - -
Ketentraman dan Pelanggaran K3 bencana melalui Umum dalam 1 Penyelesaian jumlah daerah di kota Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Ketentraman dan Cirebon Kota Cirebon Cirebon Cirebon
Ketertiban Umum Giat Siaga (satu) Daerah kasus pelanggaran cirebon pada hari - !
© Ketertiban Umum DINSOS Kota
- Jumlah Bencana 112 Kabupaten/Kota - Persentase Sabtu - Minggu -
; ) (1.05.02.2.01.04) Cirebon,
Gangguan Sabtu - Minggu (1.05.02.2.01) Gangguan untuk mewaspadai Kelurahan dan
Ketentraman dan dan Giat Trantibum yang terjadinya bencana Kecamatan
Ketertiban Umum Tanggap dapat diselesaikan atau gangguan Kesban olv
Masyarakat pada Bencana keamanan dan damkarglgot:a
saat bencana ketertiban umum. Cirebon
Persentase
pelaksanaan P
+ ersentase JI. Dr
mrirl](?e;s]:rl]atljsn pelaksanaan Pengadaan Pengadaan CiptoManu
Kay manajemen dan 9 ! g ' nkusumo JI.
lintas untuk . Pemasangan, Pemasangan,
jaringan jalan Pelaksanaan Pelaksanaan rekayasa lalu lintas Perbaikan dan Perbaikan dan Terusan Koordinator :
Program kabupaten/kota Manajemen dan Manajemen dan untuk jaringan jalan Pemeliharaan 20 l_Jr_1_|t di 20 l.Jr.‘.'t di 20 l.Jr.].'t di 20 l.Jr.].'t di 20 L_Jr_1_|t di Pemeliharaan Pemuda JI. Dishub Kota
Penyelenggra an Jumlah Rek Lal Rek Lal kabupaten/kota Perlenak Titiik Titiik Titiik Titiik Titiik Perlenak Tal Pemuda JI. Cireb APBD K APBD K
Lalu Lintas Dan 2.15.02 (Jumla exayasa Lal exayasa Lal (Jumlah pemasangan eriengapan Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi eriengkapan Jafan 100 Juta 100 Juta 100 Juta 100 Juta 100 Juta Cremei raya Irebon . ota - ota
pemasangan Lintas untuk Lintas untuk . Jalan dalam dalam rangka f Pendukung : Cirebon Cirebon
Angkutan Jalan : : perlengkapan jalan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan : dan lokasi
perlengkapan Jaringan Jalan Jaringan Jalan Lo rangka Manajemen dan . BPBD kota
(LLAJ) K kab/kota dibagi - Bencana Bencana Bencana Bencana Bencana lainnya yang ;
jalan kab/kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Manajemen dan Rekayasa Lalu " cirebon
. target kebutuhan . rawan banjir
dibagi target erlenakapan jalan Rekayasa Lalu Lintas dan angin
kebutuhan P . b/ﬁ p d.k‘ ? Lintas (2.15.02.2.06.02) ng
perlengkapan a gtz; Iall pr:_tlng
jalan kab/kota 100%) eliung
dikali 100%)
JI. Dr
CiptoManu
nkusumo JI. Koordinator :
Pengawasan dan Piré?]av:ﬁzzﬂ::n Terusan Dishub Kota
Pengendalian gena Pemuda JI. Cirebon
Efektivitas Piflgtgr:gaasn Pemuda JI. Pendukung : APBD Kota APBD Kota
Pelaksanaan 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang o 30 Juta 30 Juta 30 Juta 30 Juta 30 Juta Cremei raya BPBD kota X -
. Kebijakan untuk - . Cirebon Cirebon
Kebijakan untuk Jalan dan lokasi cirebon
Jalan lainnya yang Kepolisian
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota rawan banjir Satpol PP TNI
(2.15.02.2.06.04) d .
an angin relawan
puting
beliung
Pengadaan, Pengadaan,
Pemasangan, Pemasangan, J1.Dr
Perbaikan dan Perbaikan dan oy
A A CiptoManu
Pemeliharaan Pemeliharaan nkusumo JI Koordinator :
Perlengkapan 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20 Unit 20unit | Perlengkapandalan | 4 50 30 Juta 30 Juta 30 Juta 30 Juta Terusan Dishub Kota | APBDKota | APBD Kota
Jalan dalam dalam rangka . Cirebon Cirebon
- Pemuda JI. Cirebon
rangka Manajemen dan Pemuda JI
Manajemen dan Rekayasa Lalu Cremei ra 'a
Rekayasa Lalu Lintas 4
Lintas (2.15.02.2.06.02)
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Program

Nomenklatur
Program

Indikator
Program

Kegiatan

Nomenklatur
Kegiatan

Indikator Kegiatan
(Keluaran/ Output)

Target

Sub-Kegiatan

Capaian Tahun Ke

11 v

Nomenklatur
Sub Kegiatan

Prakiraan Pagu

Capaian Tahun Ke

v

Lokasi

Pelaksana

Koordinator:

Sumber
Anggaran

Kontribusi

Program
Pengembangan
Perumahan

(1.04.02)
Program
Pengembangan
Perumahan

Cakupan rumah
korban bencana
dan/atau relokasi
program
pemerintah

Pelaksanaan
Pendataan
Rumah di Atas
Lahan
BukanFungsi
Permukiman di
Kawasan
Perkotaan

Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
(1.04.02.2.01)

Tersusunnya
Dokumen Data
Perumahan Di Atas
Lahan Bukan Fungsi
Permukiman

Identifikasi
Perumahan di
Atas lahan Bukan
Fungsi
Permukiman
(1.04.02.2.01.01)

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

Identifikasi
Perumahan Di Atas
Lahan Bukan
Fungsi
Permukiman
(1.04.02.2.01.01)

60 Juta

60 Juta

60 Juta

60 Juta

60 Juta

Kecamatan
Harjamukti,
Lemahwung

kuk,

Pekalipan,

Kesambi, dan
Kejaksan

Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kota Cirebon
Pendukung:
BAPELITBAN
G Kota Cirebon,
BPKAD Kota
Cirebon,
DPUTR Kota
Cirebon, BPS
Kota Cirebon,
BPBD Kota
Cirebon,
DINSOS Kota
Cirebon,
DISDIK Kota
Cirebon,
SATPOL-PP
Kota Cirebon,
DINKES Kota
Cirebon,
TNI/POLRI
Kota Cirebon,
FSB Kota
Cirebon, HIPMI
dan KADIN
Kota Cirebon,
Kelurahan
setempat.

APBD Kota
Cirebon

APBD Kota
Cirebon

Pelaksanaan
Pendataan
Rumah di

Kawasan Kumuh

Di Kawasan

Perkotaan

Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
(1.04.02.2.01)

Tersusunnya
dokumen data
Perumahan di Lokasi
Kawasan Kumuh
Kabupaten/Kota (<
10 Ha)Yang
Menimbulkan
potensi bencana

Identifikasi
Perumahan di
Kawasan Kumuh
Kabupaten/Kota
(< 10 Ha)
(1.04.02.2.01.01)

1 Dokumen

Identifikasi
Perumahan Di
Kawasan Kumuh
Kabupaten/Kota (<
10 Ha)
(1.04.02.2.01.01)

60 Juta

Kecamatan
Harjamukti,
Lemahwung

kuk,

Pekalipan,
Kesambi, dan

Kejaksan

Koordinator:
Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kota Cirebon
Pendukung:
BAPELITBAN
G Kota Cirebon,
BPKAD Kota
Cirebon,
DPUTR Kota
Cirebon, BPS
Kota Cirebon,
BPBD Kota
Cirebon,
DINSOS Kota
Cirebon,
DISDIK Kota
Cirebon,
SATPOL-PP
Kota Cirebon,
DINKES Kota
Cirebon,
TNI/POLRI
Kota Cirebon,
FSB Kota
Cirebon, HIPMI
dan KADIN
Kota Cirebon,
Kelurahan
setempat.

APBD Kota
Cirebon

APBD Kota
Cirebon

Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
(1.04.02.2.01)

Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota
(1.04.02.2.01)

Terwujudnya acuan
dalam penyediaan
dan rehab rumah
korban bencana atau
relokasi program
kabupaten/kota

Pendataan dan
Verifikasi
Penerima Rumah
Bagi Korban
Bencana Alam
Atau Terkena
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
(1.04.02.2.01.05)

1 Dokumen

Pendataan dan
Verifikasi
Penerima Rumah
Bagi Korban
Bencana Alam
Atau Terkena
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
(1.04.02.2.01.05)

55 Juta

Kecamatan
Harjamukti,
Lemahwung

kuk,

Pekalipan,
Kesambi, dan

Kejaksan

Koordinator:
Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kota Cirebon
Pendukung:
BAPELITBAN
G Kota Cirebon,
BPKAD Kota
Cirebon,
DPUTR Kota
Cirebon, BPS
Kota Cirebon,
BPBD Kota
Cirebon,

APBD Kota
Cirebon

APBD Kota
Cirebon
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Prakiraan Pagu

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

Target
Nomenklatur Indikator . Nomenklatur Indikator Kegiatan . - Nomenklatur . . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Output) Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
| 1l 11 v \% | 1 11 1\ \
DINSOS Kota
Cirebon,
DISDIK Kota
Cirebon,
SATPOL-PP
Kota Cirebon,
DINKES Kota
Cirebon,
TNI/POLRI
Kota Cirebon,
FSB Kota
Cirebon, HIPMI
dan KADIN
Kota Cirebon,
Kelurahan
setempat.
Koordinator:
Pendataan Pendataan Dinas
Penyedlga_n d_a n Penyedle}a}n d_a n Terwujudnya acuan Pendataan Rumah Pendataan Rumah Kec_amatar_] Perumahan dan
Rehabilitasi Rehabilitasi d . . o Harjamukti, Kawasan
alam penyediaan Sewa Milik Sewa Milik ?
REl;J n;ihnKortban Réj n;ihnKortban dan rehab rumah Masyarakat, 1 Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen Masyarakat, 50 Juta 55 Juta 60 Jut 65 Jut 70 Jut Leml? h|\<N o Eiimékr'ené?)"n APBD Kota | APBD Kota
eRe?olfaziau eRelao;aziau korban bencana atau Rumah Susun dan umel umel umel umel umel Rumah Susun dan u u ua ua ua Pekauli[;an Per?dullung' Cirebon Cirebon
relokasi program Rumah Khusus Rumah Khusus ) :
Program Program kabupaten/kota (1.04.02.2.01.06) (1.04.02.2.01.06) Kesambi, dan | BAPELITBAN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Come e Kejaksan G Kota Cirebon,
(1.04.02.2.01) (1.04.02.2.01) BPKAD Kota
Cirebon,
Koordinator:
Dinas
Perumahan dan
Rehabilitasi Kawasan
Pembangunan Pembangunan rumah Bagi Permul_(lman
dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Terwujudnya acuan Korban Bencana Kecamatan Kota Cirebon
) (1.04.02.2.03.1) 1. Pembangunan Harjamukti, Pendukung:
Rumah Korban Rumah Korban dalam penyediaan Pemulihan fungsi Rumah bagi Lemahwun BAPELITBAN
Bencana atau Bencana atau dan rehab rumah g 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit d 9 : APBD Kota APBD Kota
Relokasi Relokasi korban bencana atau masyarakat 2. Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Korban Bencana 268 Juta 200 Juta 200 Juta 200 Juta 200 Juta ku_k, G Kota Cirebon, Cirebon Cirebon
¥ Penanganan (1.04.02.2.03.0004 Pekalipan, BPKAD Kota
Program Program relokasi program trauma 3 ) Kesambi. dan Cirebon
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota kabupaten/kota P lih : h Keiak ! DPUTR K’ t
(1.04.02.2.03) (1.04.02.2.03) emulinan ruma Ejaksan i ot
yang terdampak Cirebon, BPS
bencana alam Kota Cirebon,
BPBD Kota
Cirebon,
DINSOS Kota
Koordinator: Koordinator:
Dinas Dinas
Perumahan Perumahan dan
dan Kawasan Kawasan
Permukiman Permukiman
Kota Cirebon Kota Cirebon
Pendukung: Pendukung:
BAPELITBA BAPELITBAN
N G Kota G Kota Cirebon,
Penyusunan Cirebon, BPKAD Kota
Rencana Tapak . . .
Pembangunan (Site Plan) Tersusunnya site B?aﬁugi?a?:ue P?»TZ# Zu;ne;ztglllte BPé(iﬁelaolsota Dl?fﬂrl?lgoKnbta
dan rehabilitasi daEn/apu D'etall ;I)EIan.dan/_atauDDe'tall Detail Detail Engineering DPUTR Kota Cirebon, BPS
rumah bagi De';?gque(%gg) (BEI]EmDG;etr)g]g% ruensghn Engineering Design(DED) bagi Cirebon, BPS Kota Cirebon,
korban bencana baoi Design (DED) Rumah Korban Kota Cirebon, BPBD Kota APBD Kota APBD Kota
. agi rumah korban bencana : 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 60 Juta 60 Juta 60 Juta 60 Juta 60 Juta - . -
atau relokasi K bagi Rumah Bencana atau BPBD Kota Cirebon, Cirebon Cirebon
orban Bencana kabupaten/kota atau . -
program atau Relokasi yang terkena relokasi Korban Bencapa Relokasi Program Cirebon, DIN_SOS Kota
pemerintah Program program atau Relokasi Kabupaten/Kota DINSOS Cirebon,
kabupaten/kota K Program (1.04.02.2.03.0002 Kota Cirebon, DISDIK Kota
abupaten/Kota kabupaten/kota -
(1.04.02.2.03.02 Kabupaten/Kota ) DISDIK Kota Cirebon,
Cirebon, SATPOL-PP
) SATPOL-PP Kota Cirebon,
Kota Cirebon, DINKES Kota
DINKES Cirebon,
Kota Cirebon, TNI/POLRI
TNI/POLRI Kota Cirebon,
Kota Cirebon, FSB Kota
FSB Kota Cirebon, HIPMI
Cirebon, dan KADIN
HIPMI dan Kota Cirebon,
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Prakiraan Pagu
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Target
Program No;:zglr(;i:ur I;g)'graatg: Kegiatan No}gz?zg:r:ur (Ilzg:ﬁgtr;;/'(g%';fg Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke g‘fg‘gg::::; Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Asn lz’n;:f;n Kontribusi
| 1 11 v \% | 1 11 v \%
KADIN Kota Kelurahan
Cirebon, setempat.
Kelurahan
setempat.
Koordinator:
Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kota Cirebon
Pendukung:
BAPELITBAN
G Kota Cirebon,
BPKAD Kota
Cirebon,
Penyusunan Rencana DPUTR Kota
Pembangunan Tapak (Site Plan) Cirebon, BPS
dan Rehabilitasi dan/atau Detail l_lf :g:mﬁﬁt? Kota Cirebon,
Rumah Korban Engineering Design Membangun 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit Pembangunan Lemahwuné BPBD Kota
Bencana atau (DED) bagi rumah kembali dan b Pembangun Pembangun Pembangun Pembangun Rumah bagi 175 Juta 175 Juta 175 Juta 175 Juta 175 Juta kuk Cirebon, APBD Kota APBD Kota
Relokasi Korban Bencana merelokasi hunian Pembangun embang J J J Korban Bencana - DINSOS Kota Cirebon Cirebon
. an Rumah an Rumah an Rumah an Rumah an Rumah Pekalipan, X
Program atau Relokasi yang rusak (1.04.02.2.03.04) Kesambi dan Cirebon,
Kabupaten/Kota Program Keiaksan DISDIK Kota
(1.04.02.2.03) Kabupaten/Kota ! Cirebon,
(1.04.02.2.03.02) SATPOL-PP
Kota Cirebon,
DINKES Kota
Cirebon,
TNI/POLRI
Kota Cirebon,
FSB Kota
Cirebon, HIPMI
dan KADIN
Kota Cirebon,
Kelurahan
setempat.
Koordinator:
Dinas
Penyusunan Perumahan dan
Rencana Tapak Kawasan
(Site Plan) Permukiman
dan/atau Detalil Kecamatan Kota Cirebon
Engineering Kecamatan Harjamukti, Pendukung:
Design (DED) Harjamukti, '\klleen:nbg?rg:r? PST[E]:E%’;T Lemahwung BAPELITBAN APBD Kota APBD Kota
bagi rumah Lemahwungkuk, lokasi hunian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Korban Bencgana 135 Juta 150 Juta 150 Juta 150 Juta 150 Juta kuk, G Kota Cirebon, Cirebon Cirebon
Korban Bencana Pekalipan, Kesambi, merelo Pekalipan, BPKAD Kota
atau Relokasi dan Kejaksan. yang rusak (1.04.02.2.03.04) Kesambi, dan Cirebon,
Program Kejaksan DPUTR Kota
Kabupaten/Kota Cirebon, BPS
(1.04.02.2.03.02 Kota Cirebon,
) BPBD Kota
Cirebon,
DINSOS Kota
Koordinator:
Dinas
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
. Sosialisasi Standar Kota Cirebon
Pembangunan Pembangunan 1. Pemulihan Teknis Penyediaan Kecamatan Pendukung:
dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Terwujudnya acuan fungsi masyarakat d v . X BAPELITBAN
N an Rehabilitasi Harjamukti, .
Rumah Korban Rumah Korban dalam penyediaan 2. Penanganan Rumah Kepada Lemahwung G Kota Cirebon,
Bencana at_au Bencana agau dan rehab rumah traumg 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Masyarakat/Sukare 50 Juta 55 Juta 60 Juta 65 Juta 70 Juta kuk, BPK.AD Kota APED Kota APBD Kota
Relokasi Relokasi korban bencana atau 3. Pemulihan I . Cirebon, Cirebon Cirebon
¥ a wan Tanggap Pekalipan,
Program Program relokasi program rumah yang Bencana Kesambi dan DPUTR Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota kabupaten/kota terdampak (1.04.02.2.02.0001 Kejaksan Cirebon, BPS
(1.04.02.2.03) (1.04.02.2.03) bencana alam o ')' ' Kota Cirebon,
BPBD Kota
Cirebon,
DINSOS Kota
Cirebon,
DISDIK Kota
Cirebon,
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Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur Indikator . Nomenklatur Indikator Kegiatan . - Nomenklatur . . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Output) Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
| 1l 11 v A% | 1 11 1\ \
SATPOL-PP
Kota Cirebon,
DINKES Kota
Cirebon,
TNI/POLRI
Kota Cirebon,
FSB Kota
Cirebon, HIPMI
dan KADIN
Kota Cirebon,
Kelurahan
setempat.
Rehabilitasi
Peningkatan Peningkatan Meningkatnya Persentase luasan Saluran
(1.04.03) Persentase Kualitas Kualitas kesadaran kawas_an Ai_r/ Drainase Koordinator : Koordinator:
Program Kawasan Prgram Lingkungan Kawasan Kawasan masyarakat dalam permukiman Lingkungan Sesuai SK DPRKP DPRKP
" . Permukaiman Permukaiman penataan dan kumuh yang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Kawasan 185 Juta 185 Juta 185 Juta 185 Juta 185 Juta . .
Permukiman Kawasan Permukiman K : . L2 : Kumuh Pendukung : Pendukung:
Permukiman Kumuh umuh _Dengan Kumuf_\ Dengan peningkatan kualitas tertangani di Permukiman POKJA PKP POKJA PKP
Luas Dibawah Luas Dibawah 10 kawasan kawasan Kumuh Kelurahan
10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha permukiman kumuh perkotaan Argasunya
(1.04.03.2.03.06)
Penyusunan Penyusunan
dan/atau Review dan/atau Review
Penerbitan Izin Penerbitan Izin serta Legalisasi serta Legalisasi
Pembangunan Rencana Rencana . .
Pembéingunan dan dalam tah Pembangunan dan Pembangunan dan Sesuai SK Koggﬂ;{r:?g)r ’ APBD Kot APBD Kot
(1.04.03.2.01) P an Pengembangan alam tanap Pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengembangan 450 Juta 450 Juta 450 Juta 450 Juta 450 Juta esual . X ota - ota
engembangan K pembahasan K K Kumuh Pendukung : Cirebon Cirebon
Kawasan awasan awasan awasan POKJA PKP
Permukiman Permukiman Permukln'!an dan Permukln'n_an dan
(1.04.03.2.01) Permukiman Permukiman
Kumuh Kumuh
(1.04.03.2.01.02) (1.04.03.2.01.02)
Penyusunan
Pekerjaan: dan/atau Review
Penyusunan serta Legalisasi
k;?encana . t;?encana ] Koordinator :
Pembangunan dan Pembangunan dan ’
dalam tahap Pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pengembangan 450 Juta 450 Juta 450 Juta 450 Juta 450 Juta Kota Cirebon DPRKP . APBD Kota APBD Kota
pembahasan Pendukung : Cirebon Cirebon
Perumahan dan Kawasan POKJA PKP
Kawasan Permukiman dan
Permukiman Permukiman
(RP3KP) Kumuh
(1.04.03.2.01.02)
Presentase
Masyarakat yang
menjadi sasaran
penyebaran
informasi publik,
mengetahui
kebijakan dan Kordinator :
program prioritas Pengelolaan DKIS
pemerintah dan Pengelolaan . Pendukung :
- . . Informasi dan Dokumen
Program pemerintah daerah informasi dan o 1. Pelayanan BPBD Kota
Pengelolaan (jumlah komunikasi KOS“:H.'E%' Ipfengelol_agn Sistem Infromasi 185 185 185 185 185 Pelayanan 5 cirebon Satpol APBD K APBD K
Informasi dan 2.16.02 Masyarakat yang publik P ubtt normast dan Cirebon siaga 112 Informasi Publik 660 juta 660 juta 660 juta 660 juta 660 juta Kecamatan di PP Damkar X ota - ota
Komunikasi menjadi sasaran pemerintah emerintah Komur_1|ka5| Publik 2. Petugas Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon (2.16.02.2.01.07) Kota cirebon Dishub PUPR Cirebon Cirebon
h Daerah Pemerintah Daerah h
Publik penyebaran daerah Pelayanan PPID Rumah Sakit
. ; . Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota L
informasi publik, kabupaten/kota (2.16.02.2.01) Polisi
mengetahui e PLN
kebijakan dan PDAM Dinsos
program prioritas
pemerintah dan
pemerintah daerah
dibagi jumlah
penduduk x
100%)
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Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur Indikator . Nomenklatur Indikator Kegiatan . - Nomenklatur . . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Output) Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
| 1l 11 v \% | 1 11 1\ \
Presentase
Masyarakat yang
menjadi sasaran
penyebaran
informasi publik,
mengetahui
rﬁe?grika?ig?irt]as Penyebaran Kordinator :
P ergnerini)ah dan Pengelolaan Pengelolaan Informasi bencana DKIS
gmerintah daerah inforgmasi dan Informasi dan Dokumen terkait kejadian Pendukung :
P h P Komunikasi pengelolaan dan data kejadian, Pengelolaan Media BPBD Kota
(umlah komunikasi Publik Informasi dan atau pengumuman Komunikasi Publik 5 Kecamatan cirebon Satpol APBD Kota APBD Kota
2.16.02 Masyarakat yang publik . o : peng 73 Media 73 Media 73 Media 73 Media 73 Media 1,7 milyar | 1,7 milyar | 1,7 milyar | 1,7 milyar | 1,7 milyar di Kota P X -
. - Pemerintah Komunikasi Publik langkah-langkah (2.16.02.2.01.0021 . PP Damkar Cirebon Cirebon
menjadi sasaran pemerintah ] - cirebon .
enyebaran daerah Daerah Pemerintah Daerah menghadapi ) Dishub PUP_R
P : . Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota bencana. SOP Rumah Sakit
informasi publik, kabupaten/kota (2.16.02.2.01) bencana dan Polisi PLN
mengetahui T : h
kebijakan dan lainnya. PDAM Dinsos
program prioritas
pemerintah dan
pemerintah daerah
dibagi jumlah
penduduk x
100%)
Kordinator :
Presentase DKIS
Layanan Pengelolaan e- Pengelolaan e- Jumlah sistem Koordinasi dan Pendukung :
Publik dan 9 . government Di elektronik yang di ilitasi 9:
- Administrasi govE_rnmkent Di Lingkup terintegrasi dalam I Penyediaan P FaIS' itasi Seluruh .BPt:BD SK°ta| APBD K APBD K
Program Aplikasi 2.16.03 Pemerintahan ingkup Pemerintah portal layanan SPBE | |ayanan sistem 32 Unit 32 Unit 32 Unit 32 Unit 32 Unit enyelenggaraan | a0 5y | 200Juta | 200uta | 200Jduta | 200 Juta SKPD di cirebon Satpo 3D Kota 3D Kota
Informatika Pemerintah - informasi Smart Kabupaten atau . PP Damkar Cirebon Cirebon
yang h Daerah (layanan publik dan Gi Cerd Kota Cirebon ishub
diselenggarakan Daeral Kabupaten/Kota layanan administrasi ity Kota Cerdas ( Dishub PUPR
. Kabupaten/Kota . 2.16.03.2.02.0023) Rumah Sakit
secara elektronik (2.16.03.2.02) pemerintahan) Polisi PLN
dan terintegrasi PDAM Dinsos
Persentase
penyelenggaraan A
statistik sektoral . Ko_o rdma_5| dz?\n . Koordinator :
(jumlah PD yg Penyelenggaraan Penyelenggaraan Dokumen hasil Sinkronisasi Peningkatan Peran DKIS
1 Statistik Sektoral kegiatan statistik Pengumpulan, Statistik Sektoral Seluruh .

Program melakukan Statistik Sektoral di Lingku sektoral (profil Pengolahan terhadap Sistem SKPD dan Pendukung: APBD Kota APBD Kota
Penyelenggaraan 2.20.02 pengolahan data di Lingkup gKup - pronl, 90! ! 75 Persen 75 Persen 75 Persen 75 Persen 75 Persen lacap s 187 Juta 187 Juta 187 Juta 187 Juta 187 Juta . Seluruh X -
Statistik Sektoral yang sesuai Daerah Daerah analisis qata statistik _Anal_|5|s_dan Statistik Nasional Non SK_PD di Perangkat Cirebon Cirebon

Kabupaten/Kota sosial dan Diseminasi Data (2.20.02.2.01. Kota Cirebon
dengan Kabupaten/Kota ] s Daerah, BUMN,
. (2.20.02.2.01) ekonomi,metadata) Statistik Sektoral 0008)
manajemen CSD (2.20.02.2.01.01) BUMD
dibagi seluruh PD e
x 100%)
Sub Kegiatan
Koordinasi,
Kegiatan Sinkronisasi, dan Koordinator :
. Pelaksanaan DKUKMPP
Program mi%g%ﬁ?ﬁ;n Pen;gsé\t:ﬂ:gidan ngl:gr?gzr;? Pemberdayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Pendukung :
Perencanaan Dan P erkembangan Rencana Evaluasi Industri dan Peran ( Pelatihan ( Pelatihan ( Pelatihan ( Pelatihan ( Pelatihan 87 Juta 87 Juta 87 Juta 87 Juta 87 Juta Kota Bappelitbangda, APBD Kota APBD Kota
Pembangunan In%ustri Keciglg dan Pembanaunan Pembangunan Serta Masyarakat Bagi 30 Bagi 30 Bagi 30 Bagi 30 Bagi 30 Cirebon BPKPD, Cirebon Cirebon
Industri gul g dalam kaitan IKM) IKM) IKM) IKM) IKM) DP2KBP3A,
Menengah Industri Industri Kota ]
Kabupaten/Kota penlngkatan KECAMATAN,
kapasitas KELURAHAN.
penanggulangan
bencana
Szg;gﬁ::;?n Koordinator :
. S DKUKMPP
Sml;rlgﬂésais;égan Pendukung :
P Bappelitbangda,
Pembangunan BPKPD
Sumber Dfaya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 30 Juta 30 Juta 30 Juta 30 Juta 30 Juta !(ota DP2KBP3A, APED Kota APBD Kota
Industri Cirebon KECAMATAN Cirebon Cirebon
dalam kaitan ’
. KELURAHAN,
peningkatan BPJPH, BPOM
kapasitas DINKES,
penanggulangan KEMENAG
bencana )
Sub Kegiatan
Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Koordinator :
Pelaksanaan DKUKMPP
Pembangunan Pendukung :
Sarana dan 15 15 15 15 15 . . . . . Kota Bappelitbangda, APBD Kota APBD Kota
Prasarana Industri Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 60 juta 60juta 60 juta 60juta 60juta Cirebon BPKPD, BPJPH, Cirebon Cirebon
dalam kaitan BPOM,
peningkatan DINKES,
kapasitas KEMENAG.
penanggulangan
bencana
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Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur Indikator . Nomenklatur Indikator Kegiatan . - Nomenklatur . A Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Output) Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
| 1l 11 v A% | 1 11 1\ \
Pemberdayaan Pembe_r dayaan
i usaha mikro yang
usaha mikro dilakukan
yang dilakukan melalui
melalui d
pendataan pendataan, Pendataan potensi .
Program N ! kemitraan, . Koordinator :
kemitraan, dan Pendataan Potensi
Pemberdayaan kemudahan kemudahan Jumlah usaha mikro engembangan dan Pengembangan Kota DKUKMPP APBD Kota APBD Kota
Usaha Menengah, 2.17.07 P perizinan, : pengembangan 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen gembang 60 juta 60 juta 60 juta 60 juta 60 juta : Pendukung : - -
. perizinan, kecil usaha mikro di Usaha Mikro Cirebon . Cirebon Cirebon
Usaha Kecil, dan penguatan . Bappelitbangda,
Usaha Mikro penguatan kelembagaan dan wilayah rawan (2.17.07.2.01.01) BPKPD
kelembagaan dan koorc?inasi bencana
koordinasi d
engan para
dengan para pemangku
k;;e?:tr;gk:n kepentingan
penting (2.17.07.2.01)
Pemberdayaan
melalui kemitraan Koordinator :
usaha mikro Pemberdayaan DKUKMPP.
dalam kaitan 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit Melalui Kemitraan . . . . . . K APBD Kota APBD Kota
peningkatan Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha Usaha Mikro 10juta 10juta 10juta 10juta 10juta Kota Cirebon Bsenglliltt)l;rr]]gda Cirebon Cirebon
kapasitas (2.17.07.2.01.02) ngKPDg '
penanggulangan
bencana
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9.2. Isu Strategis 2 Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal untuk mengatasi ancaman bencana prioritas

Indikator Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur Indikator . Nomenklatur Kegiatan R ; Nomenklatur . . Sumber i
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
Output) I 1 1l IV v I 1 1 v v,
Presentase
Sarana Dan
Prasarana
Presentase Sungai Pengelolaan
Dalam Kondisi SDA Di
Baik (Panjang Wilayah f .
Sungai Yang Ada Sungai Yang Koordinator : SDA
; . A DPUTR Pendukung
Yang Memenuhi Pengelolaan Ditangani Membanaun - BINA MARGA -
Kriteria Dalam SDA Dan Secara Baik g_ .
Program Kondisi Baik Bangunan (Panjang Mzﬁ:l?gnmhn Kecamatan DlgglgF;rP?IM
Pen glolaan Dibagi Dengan Pengaman Pantai Bangunan Air DPT'g Pembangunan Kesambi, KECAMATAN APBD APBD Kota
9 . 1.03.02 Panjang Sungai Pada Wilayah 1.03.02.2.01 Di Sungai ! 1Km 1Km 1Km 1 Km 1Km Perkuatan 3 Miliar 3 Miliar 3 Miliar 3 Miliar 3 Miliar Argasuya, Kota -
Sumber Daya Air . Membangun . DAN . Cirebon
Keseluruhan X Sungai (WS) Yang Bangunan Tebing Lemahwungk Cirebon
(SDA) o . B TPT Bangunan KELURAHAN
100%) (Kondisi Dalam 1 (Satu) Ditangani . uk
AN . I Sungai Yang BPBD KOTA
Baik: Aliran Air Daerah Dibagi Rawan Baniir CIREBON BBWS
Lancar, Memiliki Kabupaten/Kota Panjang )
Tanggul, Bangunan Air CISCAII'\\IAGAGI\XJRIENG
Sempadan Dan Yang Rusak
Badan Air Yang Ringan/Rusak
Bersih) Sedang/Rusak
Berat Di
Sungai) X
100%
Presentase
Sarana Dan
Prasarana
Pengelolaan
SDA Di
Wilayah Koordinator : SDA
Sungai Yang DPUTR Pendukung
Ditangani A : BINA MARGA —
Secara Baik Mﬂ[‘;:ab'l']'ltas' DPUT.BPKPD
(Panjang Merehe?bgiiliytasi Kecamatan DISPERKIM
Bangunan Air DPT Rehabilitasi Kesambi, KECAMATAN APBD APBD Kota
1.03.02.2.01 Di Sungai Merehabiylitasi 1Km 1Km 1Km 1Km 1Km Bangunan 2 Miliar 2 Miliar 2 Miliar 2 Miliar 2 Miliar Argasuya, DAN Kota Cirebon
Yang Perkuatan Tebing Lemahwungk KELURAHAN Cirebon
. . TPT Bangunan
Ditangani . uk BPBD KOTA
I Sungai Yang
Dibagi Rawan Baniir CIREBON
Panjang ) BBWS
Bangunan Air CIMANUK-
Yang Rusak CISANGGARUNG
Ringan/Rusak
Sedang/Rusak
Berat Di
Sungai) X
100%
Koordinator : SDA
Upava DPUTR Pendukung
Menorr?la%sasika - BINA MARGA —
Panjang . DPUTR BPKPD.
Sungai n Dan Restorasi DISPERKIM
Terlaksananya Normalisasi/Rest Ternorn?alisasi Sungai Agar Normalisasi/Restor 5 Kecamatan KECAMATAN APBD APBED Kota
Normalisasi/ is . 1.03.02.2.01 | Terehabilitasi Kapasitas 300 Meter 300 Meter 300 Meter 300 Meter 300 Meter asi Sungai 600 Juta 600 Juta 600 Juta 600 Juta 600 Juta Di Kota DAN Kota Cireb
Restorasi Sungai orast sungal erehabilitasi Sungai (1.03.02.2.01.46) Cirebon Cirebon Irebon
/ Terbangun Bertambah R KELURAHAN
(Meter) Untuk BPBD KOTA
Menamouna Air CIREBON BBWS
pung CIMANUK-
CISANGGARUNG
Koordinator : SDA
DPUTR Pendukung
. Membuat, - BINA MARGA -
Jumlah Pintu Merehabilitasi
X DPUTR BPKPD.
Air Atau Serta Pembangunan Kecamatan
; . X DISPERKIM
Bendung Meningkatkan Pintu Air Atau Lemahwungk KECAMATAN RPIMD Kota
103022.01 Pengendali Kinerja Pintu 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Bendung 600 Juta 600 Juta 600 Juta 600 Juta 600 Juta uk Dan DAN Cirebon
Banjir Yang Air Sebagai Pengendali Banjir Kecamatan
X KELURAHAN
Terbangun Upaya (103022.0111) Kesambi
(Unit) Pengendalian BPBD KOTA
gan'ir CIREBON BBWS
! CIMANUK-
CISANGGARUNG
Koordinator : Sda
Pola Operasi Dputr Pendukung :
Panjang Dan Onerasi Dan Bina Marga - Dputr
Tanggul Dan Pemeliharaan Pefneliharaan 5 Kecamatan Bpkpd. Disperkim
103022.01 Tebing Sungai Bidang SDA 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter 500 Meter Tanogul Dan 1 Milyar 1 Milyar 1 Milyar 1 Milyar 1 Milyar Di Kota Kecamatan Dan
Yang Meliputi Tebigg Sunaai Cirebon Kelurahan Bpbd
Dipelihara Pemeliharaan 9 9 Kota Cirebon Bbws
Sungai Cimanuk-
Cisanggarung
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Prakiraan Pagu

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

Indikator TG
Nomenklatur Indikator . Nomenklatur Kegiatan . . Nomenklatur A . Sumber —
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
Ot 1 1 I v % I 1 11 v v
Koordinator : BINA
. MARGA - DPUTR
Pe-r:egslf)(ljal\zgygan Pengelolaan Dan Pendukung : SDA
Per?gembangan Pengembangan Panjang DPUTR BPKPD.
Pengperlc:)?erlz:]nDan Sistem Drainase 3?53"}35'83% Sg:lr::ge Pembangunan 5 Kecamatan KDngAR:TIXN APBD | poIMD Kota
0103 06 Yang Terhubung 10306 2.01 Sistem Drainase 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 10306 2.0105 1 Miliar 1 Miliar 1 Miliar 1 Miliar 1 Miliar Di Kota Kota -
Pengembangan Langsung Perkotaan . DAN . Cirebon
h . Langsung Dengan . Perkotaan Cirebon Cirebon
Sistem Drainase Sunaai Dalam Dengan Sungai Yang KELURAHAN
Igaerah Dalam Daerah Dibangun BPBD KOTA
Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota CIREBON BBWS
P CIMANUK-
CISANGGARUNG
Koordinator : BINA
MARGA - DPUTR
Pendukung : SDA
Panjang DPUTR. BPKPD.
Sf:nr::e Peningkatan 5 Kecamatan KDEI(‘:S’;E/IFf’-I\(TIAMN APBD | RpIMD Kota
10302 2.01 Perkotaan Saluran Drainase 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 200 Meter 10306 2.01 06 500 Juta 500 Juta 500 Juta 500 Juta 500 Juta Di Kota DAN Kota Cirebon
Yang Perkotaan Cirebon KELURAHAN Cirebon
Ditingkatkan BPBD KOTA
CIREBON BBWS
CIMANUK-
CISANGGARUNG
Koordinator : BINA
MARGA - DPUTR
Panian Pendukung : SDA
lang DPUTR. BPKPD.
Saluran . DISPERKIM
Drainase Rehabilitasi 5 Kecamatan KECAMATAN APBD RPIMD Kota
103022.01 Perkotaan Saluran Drainase 1Km 1Km 1Km 1Km 1Km 103062.0107 7 Miliar 7 Miliar 7 Miliar 7 Miliar 7 Miliar Di Kota DAN Kota Cirebon
D”\gizaan Perkotaan Cirebon KELURAHAN Cirebon
Rehabilitasi BPBD KOTA
CIREBON BBWS
CIMANUK-
CISANGGARUNG
Koordinator : BINA
MARGA - DPUTR
Pendukung : SDA
Panjang DPUTR BPKPD.
Saluran . DISPERKIM
. Operasi Dan 5 Kecamatan APBD
10302201 | DrainaseYang | oo ofinaraan 1,7 Km 1,6 Km 1,5Km 1,4 Km 1,3 Km 1030620106 | 1,1, Miliar | 1,1, Miliar | 1,1, Miliar | 1,1, Miliar | 1,1, Miliar Di Kota KECAMATAN Kota RPIMD Kota
Dioperasikan Sistem Drainase Cirebon DAN Cirebon Cirebon
Dan KELURAHAN
Dipelihara BPBD KOTA
CIREBON BBWS
CIMANUK-
CISANGGARUNG
Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung Di
Rasio Bangunan Tercanainva Wilayah Daerah
Gedung Penyelenggaraan S painy Kabupaten/Kota,
; arana . .
Pemerintah Yang Bangunan Prasarana Pemberian Izin
Memenuhi Syarat Gedung Di Mendirikan
- Gedung
Penyelenggaraan Wilayah Daerah Bangunan . .
Bangunan Kabupaten/Kota, Kor?dails?néaik (IMB), Sertifikat agggr?(”ﬂzo\r(/k - | APBD | Dikoordinasik
Program Penataan Gedung (Jumlah Pemberian Izin . Laik Fungsi 100 120 120 120 120 . ]
Bagunan Gedung 010308 Bangunan Gedung Mendirikan 1.03.08.2.01 (Ind_lkator Sub (SLF), Peran Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 1.03.08.2.01 03 300 Juta 300 Juta 300 Juta 300 Juta 300 Juta Kota Cirebon Dinas PUTR Kota an Dengan
. Kegiatan Yang . Pendukung : Cirebon Tim TAPD
Pemerintah Bangunan (IMB) . Tenaga Ahli
Sl s Tercapai BPKPD
Kondisi Baik Dan Sertifikat Dibagi Total Bangunan
Dibagi Dengan Laik Fungsi ag Gedung
Indikator Sub
Total Bangunan Bangunan ] (TABG),
Kegiatan) X
Gedung Yang Ada Gedung 100% Pendataan
Dikali 100%) 0 Bangunan
Gedung, Serta
Implementasi
SIMBG
Pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Pencapaian Pelaksanaan Pemberdayaan Koordinator: Dinas
: P Pencapaian Y Pemberdayaan Ketahanan Pangan, Pembentukan
. Pencapaian Target Masyarakat ; .
Peningkatan . . Target Masyarakat Dalam Pertanian Dan Wilayah
- Target Konsumsi Konsumsi . Dalam .
Diversifikasi Dan Tingkat Konsumsi Pangan Pangan Konsumsi Penganekaragam Penganekaragaman Perikanan Kota APBD Kampung
Ketahanan Pangan 2.09.03 d ng 9 Pangan 9 0a 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Konsumsi Pangan 315 Juta 330 Juta 345 Juta 350 Juta 365 Juta Kota Cirebon Cirebon Kota Hijau Dan
Sayur Dan Buah Perkapita/Tahun Perkapita/Tah > an Konsumsi . . .
Masyarakat p : Perkapita/Tah : Berbasis Sumber Pendukung: Cirebon Pangan
Sesuai Dengan un Sesuai - Pangan Berbasis . :
(DKP3) Anagka Dengan Anaka un Sesuai Sumber Daya Daya Lokal Bapelitbangda Kota Lestari Kota
gka gan Ang Dengan Angka 4 (2.09.03.2.04.02) Cirebon, BPKPD Cirebon
Kecukupan Gizi Kecukupan Lokal .
. Kecukupan Kota Cirebon.
Gizi P
Gizi
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Indikator Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur Indikator A Nomenklatur Kegiatan . ; Nomenklatur . . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
Ot 1 1 I v % I 1 11 v v
Koordinator: Dinas
Ketahanan Pangan,
Persentase Pengelolaan Dan Peng;;ﬁlaan Pengadaan Pengadaan Pertanian Dan Penyediaan
- g€ . Total Cadangan 9 Perikanan Kota Cadangan
Ketersediaan Keseimbangan Keseimbangan Cadangan Panaan Cadangan Pangan Cirebon Pedukuna: APBD Panaan
Cadangan Pangan Cadangan Cadangan g 9 20 Ton 20 Ton 20 Ton 20 Ton 20 Ton Pemerintah 260 Juta 275 Juta 290 Juta 305 Juta 320 Juta Kota Cirebon : g Kota g
Pemerintah Pangan Pangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bapelltbangda Kota Cirebon Daerah_
Daerah Kabupaten/Kota Cirebon, BPKPD Sebagai
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/ B (2.09.03.2.02.04) K ireb Buff K
Kota (Beras) ota Cirebon, uffer Stoc
BULOG Kota
Cirebon.
Penyediaan Dan
Penyaluran . .
Pangan Pokok Koordinator: Dinas
Ketahanan Pangan, .
Atau Pangan Pengelolaan Dokumen Pertanian Dan Penyediaan
Ketersediaan Lainya Sesuai Dan Informasi Pemantauan Pemantauan Stok Perikanan Kota Data
Informasi Data Dengan Keseimbangan | Harga Pangan, ! . . APBD Mengenai
Distribusi Kebutuhan Cadangan Ketersediaan Stok, Pasokan 12 12 12 12 12 Pasokan Dan 105 Juta 110 Juta 115 Juta 120 Juta 125 Juta Kota Cirebon Cirebon Pedukung. Kota Pasokan Dan
! Dan Harga Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Harga Pangan. PD PASAR Retail .
Pasokan Dan Daerah Pangan Pangan Dan Pangan (2.09.03.2.01.04) Di Kota Cirebon Cirebon Harga Pangan
Harga Pangan Kabupaten.Kota Kabupaten/ Neraca Bahan gan. e X ! Di Kota
Dalam Rangka Kota Makanan Bapelitbangda Kota Cirebon
o2 Cirebon, BPKPD
Stabilisasi Kota Cirebon
Pasokan Dan '
Harga Pangan
Koordinator: Dinas
Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan
Penyusunan Penyusunan Penyusunan Perikanan Kota Penyusunan
Penyusunan Peta Peta Dokumen Peta yusunan, YUt ! Cirebon Peta Dan
Program h h Pemutakhiran Pemutakhiran Dan dukung: Di lisi
Penanganan Persentase Daera Kerentanan Dan Kerentanan Ketahanan Dan Analisis Analisis Peta ) Pendu ung: Dinas APBD Analisis
2.09.04 Rawan Pangan Ketahanan Dan Dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Juta 105 Juta 110 Juta 115 Juta 120 Juta Kota Cirebon PU Kota Cirebon, Kota Ketahanan
Kerawanan . . Peta Ketahanan Ketahanan Dan g !
Yang Ditangani Pangan Ketahanan Kerentanan Dinas Kesehatan Cirebon Dan
Pangan Dan Kerentanan Kerentanan Pangan :
Kecamatan Pangan Pangan Pangan (2.09.04.2.01.01) Kota Cirebon, Kerentanan
Kecamatan 4 R Bapelitbangda Kota Pangan
Cirebon, BPKPD
Kota Cirebon, PD
PASAR.
P:;;r;gg:lnir;%in Penanggulangan Koordinator: Dinas
. Pengendalian Laporan ; Pasca Bencana Ketahanan Pangan, -
Persentase Pengendalian - Alam Bidang . . Rehabilitasi
p Dan Pengendalian Alam Bidang Pertanian Dan
Program Pengendalian Dan Tanaman . Kawasan
Pengendalian Dan Serangan Penanggulangan Penanggulang Seran_gan Pangan, Tanamg:ll? IIDangan, . Perlk@nan Kota APBD Pertanian Dan
Penanggulangan 3.27.05 Organisme Bencana an Bengana Organisme Hortikultura, 60 Ha 70 Ha 70 Ha 70 Ha 70 Ha Hortikultura, 63 Juta 66 Juta 66 Juta 66 Juta 66 Juta Kota Cirebon Cirebon. . !(ota Perikanan
; X Pertanian Pengganggu Perkebunan, Pendukung: Cirebon
Bencana Pertanian Pengganggu Pertanian b y buh Perkebunan, K litbanad Pasca
Tumbuhan (OPT) Kabupaten/Kota Kabupaten/Ko Tumbuhan Peternakan Dan Peternakan Dan Bapelitbangda Kota Bencana Alam
ta (OPT) Kesehatan Kesehatan Hewan Cirebon, BPKPD
Hewan (3.27.05.2.01.05) Kota Cirebon.
Koordinator: Dinas
: Penyediaan Data Ketahanan Pangan, Penyediaan
Penyediaan Data . .
X Dan Informasi Pertanian Dan Data Jumlah
anroglroalgan Produksi Pengelolaan Pgﬁ?t?jclj?(;zaga Prsaa'lsraarga PZﬁ:b:Jndfi(ziramZ; Pembudidayaan Perikanan Kota APBD Luas Wilayah
9 3.25.04 Perikanan Pembudidayaan Y N Y 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen lkan Dalam 1 31 Juta 33 Juta 35 Juta 37 Juta 39 Juta Kota Cirebon Cirebon. Kota Kawasan
Perikanan Budidaya lkan n Ikan Perikanan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Pendukung: Cirebon Budidaya Ikan
Budidaya Y (3.25.04.2.04) Budidaya (Satu) Daerah > 9: aay
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Bapelltbangda Kota D! Kota
(3.25.04.2.04.01) Cirebon, BPKPD Cirebon
Kota Cirebon.
Pelaksanaan Dokumen
Pencapaian Pelaksanaan
Meningkatnya F;eelﬁlgzal;ia:r? Target Pencapaian Pw{ggz:‘n Pemberdayaan Kordinator : DPKD Penyediaan
. Target Konsumsi p . Konsumsi Target Y Masyarakat Dalam Kota Cirebon Data Jumlah
Peningkatan Target Konsumsi . Dalam K dukung : ilavah
Diversifikasi Dan Pa_ngan Pangan Pan_gan Konsumsi Penganekaragam Penganel aragaman ) Pendukung : APBD Luas Wilayal
0209 03 Perkapita/Tahun - Perkapita/Tah Pangan f 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan Konsumsi Pangan 315 Juta 330 Juta 345 Juta 350 Juta 365 Juta Kota Cirebon BPKPD. Kota Kawasan
Ketahanan Pangan . Perkapita/Tahun . b an Konsumsi - ! N
Sesuai Dengan ] un Sesuai Perkapita/Tah . Berbasis Sumber Kecamatan Dan Cirebon Budidaya lkan
Masyarakat Sesuai Dengan . Pangan Berbasis . .
Angka Kecukupan Dengan Angka un Sesuai Daya Lokal Kelurahan Di Kota Di Kota
e Angka Sumber Daya - .
Gizi Kecukupan Gizi Kecukupan Dengan Angka Lokal (209 03 2.04 02) Cirebon Cirebon
P Gizi (209 03 Kecukupan
2.04) Gizi
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Target

Prakiraan Pagu

Indikator
Nomenklatur Indikator A Nomenklatur Kegiatan . . Nomenklatur . . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
Ot 1 1 I v % I 1 11 v v
Pengelolaan Kordinator : Dinas Penvediaan
Dan Pengadaan Ketahanan Pangan, 4
Persentase Pengelolaan Dan Keseimbangan Total Cadangan Pertanian Dan Data Jumlah
Ketersediaan Keseimbangan Cadan ag Cadangan Pan gn Perikanan Kota APBD Luas Wilayah
Cadangan Pangan Cadangan 9 9 9 20 Ton 20 Ton 20 Ton 20 Ton 20 Ton 209 032.0203 260 Juta 275 Juta 290 Juta 305 Juta 320 Juta Kota Cirebon t Kota Kawasan
. Pangan Pangan Pemerintah Cirebon . .
Pemerintah Pangan Kab /K Daerah Kab /K Pedukung - Cirebon Budidaya lkan
Daerah Kabupaten/Kota abupaten/Ko aeral abupaten/Kota edukung : Di Kota
ta (20903 (Beras) BPKPD. BULOG Cirebon
2.02) Kota Cirebon
Penyediaan
Penyediaan Dan Dan
Penyaluran Penyalurin K
Pangan Pokok Pﬁ?fjg:no a(:1 Kordinator : Dinas
Atau Pangan Lainva Seguai Dokumen Ketahanan Pangan, Penyediaan
Ketersediaan Lainya Sesuai Din an Informasi Pemantauan Pengadaan Pertanian Dan Data Jumlah
Informasi Data Dengan Kebut%han Harga Pangan, Stok. Pasokan 12 12 12 12 12 Cadangan Pangan Perikanan Kota APBD Luas Wilayah
Distribusi, Kebutuhan Daerah Ketersediaan Dah Haraa Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Pemerintah 105 Juta 110 Juta 115 Juta 120 Juta 125 Juta Kota Cirebon Cirebon Kota Kawasan
Pasokan Dan Daerah Kabunaten.Ko Pangan Dan Pan ang Kabupaten/Kota Pedukung : Cirebon Budidaya lkan
Harga Pangan Kabupaten.Kota ta Balarﬁ Neraca Bahan 4 (2.09.03.2.02.04) BPKPD. Di Kota
Dalam Rangka Ranaka Makanan PD PASAR Retail Cirebon
Stabilisasi Stabiﬁsasi Di Kota Cirebon
Pasokan Dan Pasokan Dan
Harga Pangan Harga Pangan
(2.09.03.2.01)
Kordinator : Dinas
Terpenuhinya Pen};léi:nan Penyusunan Penyusunan Ketahanan Pangan, Penyediaan
Program penuniny: Penyusunan Peta Dokumen Peta yusunan, yust ’ Pertanian Dan Data Jumlah
Program P Ketersediaan Data K D Kerentanan Ketah Pemutakhiran Pemutakhiran Dan Perik K APBD Luas Wilavah
Penanganan enanganan Berupa Peta erentanan Dan Dan etahanan Dan Analisis Analisis Peta . erikanan ota uas Wilaya
Kerawanan Kerawanan Ketahanan Pangan Ketahanan Ketahanan Dan Peta Ketahanan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Ketahanan Dan 100 Juta 105 Juta 110 Juta 115 Juta 120 Juta Kota Cirebon (fjlribon - C!(ott)a g_%wasaril(
Pangan Pangan Kota Pangan Pangan Kerentanan Dan Kerentanan Kerentanan Pangan Pedukung : irebon Bu |'ayal an
(2.09.04) . Kecamatan Pangan BPKPD. Di Kota
Cirebon Kecamatan Pangan (2.09.04.2.01.01) . .
(2.09.04.2.01) PD PASAR Retail Cirebon
T Di Kota Cirebon
. Penanggulangan Pengendalian Kordinator : Dinas
Program Pengendalian Laporan Pasca Bencana Organisme Ketahanan Pangan Penyediaan
Pengendalian Persentase Pengendalian Dan Pengendalian Alam Bidang Pengganggu Pertanian Dan ’ Data Jumlah
Program Pengendalian Dan Penanggulang Tanaman . -
Pengendalian Dan Dan Serangan Penanggulangan an Bencana Serangan Pangan Tumbuhan Perikanan Kota APBD Luas Wilayah
y Penanggulanga 9 ggulang ; Organisme ngan, 60 Ha 70 Ha 70 Ha 70 Ha 70 Ha (OPT) Tanaman 63 Juta 66 Juta 66 Juta 66 Juta 66 Juta Kota Cirebon Cirebon Kota Kawasan
Penanggulangan Organisme Bencana Pertanian Hortikultura, . . N
Bencana Pertanian n Bencana Pengganggu Pertanian Kabupaten/Ko Pengganggu Perkebunan Pangan, Pedukung : Cirebon Budidaya Ikan
Pertanian Tumbuhan ! Hortikultura, Dan BPKPD. Di Kota
Tumbuhan Kabupaten/Kota ta Peternakan Dan . -
(3.27.05) (0PT) (3.27.05.2.01) (OPT) Kesehatan Perkebunan PD PASAR Retail Cirebon
e (3.27.05.2.01.01) Di Kota Cirebon
Hewan
PenyeLennggara Jumlah
. Pelaksanaan
Program Persentase p:f; r;ﬁ]'gr']k"gén Penyelenggara
Peningkatan Peningkatan P ' an . Koordinator: Dinas
e N enyuluhan . . Pendampingan - .
Pendidikan, Kapasitas Lingkungan Peningkatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup APBD
Pelatihan 2.11.08 Masyarakat Hidup Untuk Kapasitas Da_\n Ger.akan Peduli 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Lingkungan Hidup 115 Juta 120 Juta 125 Juta 130 Juta 135 Juta Kota Cirebon Kota Clrebo.n Kota APBD Kota
Dan Penyuluhan Dalam Kompetensi Lingkungan Pendukung: . Cirebon
. Lembaga . (2.11.08.2.01.0002 Cirebon
Lingkungan Pengelolaan Kemasvarakat Sumber Daya Hidup ) Kecamatan,Kelurah
Hidup Lingkungan an Ti)r: Kat Manusia an, DISPORA
Untuk Masyarakat Hidup 9 Bidang
Daerah Lingkungan
Kabupaten/ gi du N
Kota P
Program Meningkatnya 1.01.02 Tersedianya A Koordinator : Dinas . -
Pengelolaan Angka Partisipasi Pengelolaan Pengelolaan Rehab Rehabilitasi 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 7500000 | 750.0000 | 7500000 | 750.0000 | 7500000 | SDN Lebak Pendidikan Dikoordinasik
Pendidikan 1.01.02 Murni (APM) Pendidikan pendidikan Sedang/Berat Sedang/Berat (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang 1.01.02.2.01.08 00 00 00 00 00 Ngok, Kec. Pendukung : DAK an Dengan
(DISDIK) SD/MI Sekolah Dasar Sekolah Dasar Ruang Kelas Ruang Kelas Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) Harjamukti BPKPD Tim TAPD
Meningkatnya Tersedianya A Koordinator : Dinas APBD . -
Angka Partisipasi Pengglqlaan Rehab Rehabilitasi 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 750.000.0 750.000.0 750.000.0 750.000.0 750.000.0 SDN Cadas Pendidikan !<0ta Dikoordinasik
1.01.02 . Pendidikan 1.01.02 Sedang/Berat (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang 1.01.02.2.01.08 P P P P P Ngampar, . Cirebon an Dengan
Murni (APM) Sekolah Dasar Sedang/Berat Ruang Kelas Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) 00 00 00 00 00 Harjamukti Pendukung : (Perubaha Tim TAPD
SD/MI Ruang Kelas BPKPD n)
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Indikator Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur Indikator A Nomenklatur Kegiatan . . Nomenklatur . . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan (Keluaran/ Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Sub Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
Ot 1 1 I v % I 1 11 v v
. . SDN . . APBD
Meningkatnya Tersedianya A . . Koordinator : Dinas . -
Angka Partisipasi Pengglo_laan Rehab Rehabilitasi 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 750.000.0 750.000.0 750.000.0 750.000.0 750.000.0 Tirtawinaya Pendidikan Kota Dikoordinasik
1.01.02 Murni Pendidikan 1.01.02 Sedang/Berat (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang 1.01.02.2.01.08 1, Kec. . Cirebon an Dengan
urni (APM) Sedang/Berat 00 00 00 00 00 Pendukung : -
Sekolah Dasar Ruang Kelas Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) Lemahwungk (Perubaha Tim TAPD
SD/MI Ruang Kelas uk BPKPD n)
. . SDN . - APBD
Men|ngkgtqya . Pengelolaan Tersedianya Rehabilitasi 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal Tirtawinaya Koordlnago_r - Dinas Kota Dikoordinasik
Angka Partisipasi s Rehab 750.000.0 750.000.0 750.000.0 750.000.0 750.000.0 Pendidikan .
1.01.02 . Pendidikan 1.01.02 Sedang/Berat (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang 1.01.02.2.01.08 2, Kec. . Cirebon an Dengan
Murni (APM) Sedang/Berat 00 00 00 00 00 Pendukung : -
Sekolah Dasar Ruang Kelas Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) Lemahwungk (Perubaha Tim TAPD
SD/MI Ruang Kelas uk BPKPD n)
Meningkatnya Tersedianya A Koordinator : Dinas APBD . -
Anaka Partisinasi Pengelolaan Rehab Rehabilitasi 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 3 Lokal 750.000.0 750.000.0 750.000.0 750.000.0 750.000.0 SDN Pendidik'an Kota Dikoordinasik
1.01.02 gka ” p Pendidikan 1.01.02 Sedang/Berat (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang (Ruang 1.01.02.2.01.08 P P o P P Suradinaya, . Cirebon an Dengan
Murni (APM) Sekolah Dasar Sedang/Berat Ruang Kelas Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) Kelas) 00 00 00 00 00 Kec. Kesambi Pendukung : (Perubaha Tim TAPD
SD/MI Ruang Kelas ' BPKPD n)
Persentase Korban
Bencana Alam Kordinator : Dinas
Program Dan Sosial Yang Perlindungan Keluaran : Sosial Kota Cirebon
Terpenuhi Sosial Korban Bantuan Sosial . N APBD
Penanganan 0106 06 Kebutuhan Bencana Alam | 106 062.01 Pangan, Penyediaan 1000rang | 1000rang | 1000rang | 1000rang | 1000rang | 1060620101 | 1926518 | 15265185 | 15265185 | 15265185 | 15265185 | 0. cirenon Pedukung : Kota RPJMD Kota
Bencana d ial d Makanan 55 5 5 5 5 BPKPD. PD ireb Cirebon
(DINSOS) Dasarnya Pada Dan Sosial Saq ang I_Dan PASAR Retail Di Cirebon
Saat Dan Setelah Kabupaten/Kota Psikososial, Kota Cirebon
Tanggap Darurat
Bencana
Kordinator : Dinas APBD
Penyediaan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10606 2.01 02 24.999.74 24.999.74 24.999.74 24.999.74 24.999.74 Kota Cirebon Sosial Kota Clr.ebon Kota RPJMD Kota
Sandang 5 5 5 5 5 Pedukung : . Cirebon
Cirebon
BPKPD.
Penyediaan Kordinator : Dinas APBD
Tempat 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 106 06 2.01 03 10.192.83 10.192.83 10.192.83 10.192.83 10.192.83 Kota Cirebon Sosial Kota Clrgbon Kota RPJMD Kota
Penampungan 8 8 8 8 8 Pedukung : Cirebon Cirebon
Pengungsi BPKPD.
Pelayanan Kordinator : Dinas APBD
Dukungan 250rang | 250rang | 250rang | 250rang | 25 Orang 106062.0105 | 7.313000 | 7.313000 | 7.313.000 | 7.313.000 | 7.313.000 | Kota Cirebon | S0Sial KotaCirebon | % RPJMD Kota
Psikososial Pedukung : Cirebon Cirebon
Pasca Bencana BPKPD.
K_oordm_asu Kordinator : Dinas
Sosialisasi Dan 7704220 | 77.04220 | 77.042.20 | 77.04220 | 77.042.20 Sosial Kota Cirebon | ~"BP RPJMD Kota
Pelaksanaan 45 Orang 45 Orang 45 Orang 45 Orang 45 Orang 106 06 2.02 02 B R A A R Kota Cirebon . Kota .
: 0 0 0 0 0 Pedukung : . Cirebon
Taruna Siaga Cirebon
BPKPD.
Bencana
Tersedianya . .
Program Terlaksananya Penyelamatan Pelayanan Layanan Kordlnato_r : DPKD
Pencegahan Pencegahan . Kota Cirebon
Dan Evakuasi Penyelamatan Penyelamatan .
Penanggulangan, Penanggulangan, Penyelamatan Evakuasi Evakuasi 5 Kecamatan Pendukung : APBD RPIMD Kota
Penyelamatan 1.05.04 Penyelamatan Y 1.05.04.2.01 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.05.04.2.01.03 100 Juta 100 Juta 100 Juta 100 Juta 100 Juta Di Kota BPKPD. Kota .
Kebakaran Dan Kebakaran Dan Korban Korban Korban Cirebon Kecamatan Dan Cirebon Cirebon
Kebakaran Dan Kebakaran Kebakaran Dan .
Penyelamatan Penyelamatan Non Kebakaran Dan Non Non Kebakaran Kelurahan Di Kota
NON Kebakaran NON Kebakaran Cirebon
Kebakaran
Kordinator : DPKD
Pemberdayaan Peningkatan Sosialisasi Dan Kota Cirebon
Masyarakat Kapasitas Edukasi 5 Kecamatan Pendukung : APBD RPIMD Kota
Dalam 1.05.04.2.04 Masyarakat Masyarakat 220 Orang 220 Orang 220 Orang 220 Orang 220 Orang 1.05.04.2.04.01 160 Juta 160 Juta 160 Juta 160 Juta 160 Juta Di Kota BPKPD. Kota Cirebon
Pencegahan Pada Bencana Tentang Cirebon Kecamatan Dan Cirebon
Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kelurahan Di Kota
Cirebon
Pengadaan Pengadaan 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit Kordinator : DPKD
Sarana Dan Tersedianaya Sarana Dan (Kendaraan, | (Kendaraan, | (Kendaraan, | (Kendaraan, | (Kendaraan, Kota Cirebon
Prasarana , Sarana Da)r/1 Prasarana , Alat Alat Alat Alat Alat 5 Kecamatan Pendukung : APBD RPIMD Kota
Pencegahan 1.05.04.2.01 Prasarana Pencegahan Pelindung Pelindung Pelindung Pelindung Pelindung 1.05.04.2.01.05 30 Miliar 30 Miliar 30 Miliar 30 Miliar 30 Miliar Di Kota BPKPD. Kota Cirebon
Kebakaran Dan Kebakaran Kebakaran Dan Diri, Alat Diri, Alat Diri, Alat Diri, Alat Diri, Alat Cirebon Kecamatan Dan Cirebon
Alat Pelindung Alat Pelindung Rescue, Rescue, Rescue, Rescue, Rescue, Kelurahan Di Kota
Diri Diri Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan Cirebon
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Pendukung

Pendukung

Pendukung Pendukung Pendukung
Kebakaran, Kebakaran, Kebakaran, Kebakaran, Kebakaran,
Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan Peralatan
Pusdalops Pusdalops Pusdalops Pusdalops Pusdalops
Pengelolaan Tesr!;'i(:ﬁrs]::?/ a Sosialisasi Kordinator : DPKD
Sistem Tentang Tentang 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan Kota Cirebon
Komunikasi Dan Aplikasi Aplikasi Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran Kebakaran 5 Kecamatan Pendukung : APBD RPIMD Kota
Informasi 105042.01 Pelanoran Pelanoran Dan Dan Dan Dan Dan 10504 2.0108 150 Juta 150 Juta 150 Juta 150 Juta 150 Juta Di Kota BPKPD. Kota Cirebon
Kebakaran Dan K P P Penyelamat | Penyelamat | Penyelamat | Penyelamat | Penyelamat Cirebon Kecamatan Dan Cirebon
Penyelamatan ebakaran Kebakaran Dan an an an an an Kelurahan Di Kota
4 Dan Penyelamatan .
(SKIKP) Penyelamatan Cirebon

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon 2025-2029

155



9.3. Isu Strategis 3 Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim

Indikat Indikat Target Prakiraan Pagu
Nomenklatur nakator . Nomenklatur harxator . . Nomenkaltur Sub : . Sumber S
Program Program Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Kegiatan Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana Anggaran Kontribusi
(Hasil/Outcome) (keluaran/output) : ” - T : T - v >
v
Pengkoordinasian Koordinator: Dinas
dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup
Pemantauan Kota Cirebon
Pencegahan Koordinasi, Pendukung:
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Sinkronisasi, dan Bapelitbangda Kota
Program Pencegahan Pencegﬂaran Jumlah Laporan Lingkungan Pelaksanaan Cirebon, , BPBD
Pengendalian Persentase Pence?naran dan/atau Uji Kualitas Hidup yang Pencegahan Kota Cirebon,
Pencemaran - Lingkungan Hidup | Dilaksanakan Pencemaran BBWS Cimanuk- APBD APBD
Tingkat dan/atau Kerusakan - . 2 2 2 2 2 - . . 130 150 160 180 Kota .
dan/atau 2.11.03 - Dilaksanakan terhadap Media Lingkungan Hidup | 117juta - Cisanggarung,DKIS Kota Kota
Pencemaran Kerusakan Lingkungan . - Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen - Juta Juta Juta Juta Cirebon : - - .
Kerusakan Linakunaan Linakunaan Hidu terhadap Media Tanah, Air, Dilaksanakan Kota Cirebon,Dinas Cirebon Cirebon
Lingkungan gkung Hid% K%ta Kabup aten/Kota Tanah, Air, Udara, | Udara, dan Laut terhadap Media Perhubungan, Dinas
Hidup Cirebpon @ 11%3 2.01) dan Laut 1.Dokumen Tanah, Air, Udara, Ketahanan Pangan,
e IKLH 2.Laporan dan Laut Pertanian, dan
Hasil (2.11.03.2.01.1) Perikanan Kota
Pemantauan Cirebon, DPUTR
Kualitas Kota Cirebon, Dinas
Lingkungan Perhubungan
Koordinator: Dinas
Lingkungan Hidup
Kota Cirebon
Pendukung:
Penyu_sunan - Bapelitbangda Kota
Baseline Emisi :
. Cirebon, BPBD Kota
Pencegahan Jumlah dokumen GRK dan Koordinasi, Cirebon, Dinas
9 . L Pengembangan Sinkronisasi dan '
Pencemaran hasil koordinasi Miticasi Emisi Pelaksanaan Perhubungan , DKIS
dan/atau dan sinkronisasi GRPgBidan Penaendalian Kota Cirebon, Dinas APBD APBD
Kerusakan inventarisasi Gas - g 2 2 2 2 2 e 106 120 140 150 160 Kota Ketahanan Pangan,
. . Limbah Padat Emisi Gas Rumah : - . Kota Kota
Lingkungan Rumah Kaca dari Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen S juta Juta Juta Juta Juta Cirebon Pertanian, dan - -
- . Perkotaan 1. Kaca, Mitigasi dan . Cirebon Cirebon
Hidup sektor lingkungan Dokumen Adantasi Perikanan Kota
Kabupaten/Kota | hidup yang - P . Cirebon,Kelurahan
. Inventarisasi Perubahan Iklim
(2.11.03.2.01) dilaksanakan GRK 2 (2.11.03.2.01.2) dan kecamatan ,
Dokum.en o Masyarakat, HIPMI
Proklim dan KADIN Kota
Cirebon (Dunia
Usaha), Forum Siaga
Bencana Kota
Cirebon.
Pencegahan
Pencemaran Penyusunan Penyusunan Koordinator: Dinas
dan/atau Jumlah_dokumen dokumen status dokumen status Llngkupgan Hidup APBD APBD
Kerusakan status lingkungan . - 1 1 1 1 1 - - . 15 20 25 30 Kota Kota Cirebon
- - lingkungan hidup lingkungan hidup 12 juta | : - - - - . Kota Kota
Lingkungan hidup daerah yang Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen juta juta juta juta Cirebon Pendukung: - .
- . daerah yang daerah - Cirebon Cirebon
Hidup disusun disusun (2.11.03.2.01.11) Bapelitbangda Kota
Kabupaten/Kota o Cirebon,
(2.11.03.2.01)
Jumla_h Ia_poran Pemberla_n Koordinator: Dinas
sosialisasi Informasi . . g
Pelaksanaan Penanggulangan informasi Peringatan Pemberian Lingkungan Hidup
Penanggulangan | Pencemaran eringatan Pencgmaran Informasi Kota Cirebon
Pencemaran dan/atau Igencgmaran dan/atau Peringatan Pendukung: APBD APBD
dan/atau Kerusakan Pencemaran . 75 80 85 25 Kota Bapelibangda Kota
- dan/atau Kerusakan 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan 69 juta | . - - - - Kota Kota
Kerusakan Lingkungan . dan/atau Kerusakan juta juta juta Juta Cirebon Cirebon, BPKPD . .
. - Kerusakan Lingkungan - . . Cirebon Cirebon
Lingkungan Hidup Linakunaan Hidu Hidup pada Lingkungan Hidup Kota Cirebon,, DKIS
Hidup Kabupaten/Kota pa dg Magyarakat P Masygfakat ( pada Masyarakat Kota Cirebon,
Kabupaten/Kota | (2.11.03.2.02) di Kabupaten/Kota | laporan (2.11.03.2.02.01) kﬁ;ﬂt‘:: dan
yang dilaksanakan | Sosialisasi) '
Koordinator: Dinas
Jumlah sumber Penghentian Penghentian Llngku_ngan Hidup
Pencemaran Kota Cirebon
pencemar dan/atau dan/atau Pencemaran 45 50 55 60 Kota Pendukuna: APBD APBD
kerusakan Kerusakan 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik 3 Titik dan/atau Kerusakan | 39 Juta Juta Juta Juta Juta Cirebon Ba eIitbar?. da Kota Kota Kota
lingkungan hidup . Lingkungan Hidup ap 9 Cirebon Cirebon
IO Lingkungan Cirebon, Kelurahan
yang dihentikan - (2.11.03.2.02.03)
Hidup dan kecamatan ,
DKUKMPP
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Indikator Indikator Target Prakiraan Pagu
Program NOFEn Bl kg Program Kegiatan Nol2n er_1ktlatur Kegiatan Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Nom;nk.al;cur Sl Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana AS Ugalozl Kontribusi
rogram (Hasil/Outcome) egiatan (keluaran/output) I M . hy v egiatan I T i v Y, nggaran
Koordinator: Dinas
Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Pemulihan Kota Cirebon
Egnmcl:elr:?:rr;n z:r?f:;gharan Jumlah Dokumen Koordinasi Koordinasi, E?r?wiﬂﬁf(ng BB
Hasil Koordinasi, . R Sinkronisasi dan . APBD APBD
dan/atau Kerusakan inkronisasi d Sinkronisasi dan 1 1 1 1 1 Pelaksanaan 39 Juta 45 50 55 60 Kota Cisanggarung, Kota Kota
Kerusakan Lingkungan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen L Juta Juta Juta Juta Cirebon Kelurahan dan - -
Lingkungan Hidup Pelaksanaan Remediasi Remediasi kecamatan, Dinas Cirebon Cirebon
- Remediasi (2.11.03.2.03.03) '
Hidup Kabupaten/Kota Ketahanan Pangan,
Kabupaten/Kota | (2.11.03.2.03) Pertanian, dan
Perikanan Kota
Cirebon,
Koordinator: Dinas
Lingkungan Hidup
Kota Cirebon
pemulihan Penduk_ung, BPBD
Pencemaran o Kota Clre_bon,
dan/atau F1\urr_1||a;(h do(lj(_umgn Koordinasi, gookrdm_asu_ ] Eecamatan (B:!BWS Cimanuk- APED APED
asil koordinasi . o inkronisasi, dan rgasunya, isanggarung,
Ke rusakan dan sinkronisasi Sinkronisasi dan 3 3 3 3 3 Pelaksanaan 39 Juta 45 50 55 60 kawasan Kelurahan dan Kota Kota
Lingkungan Pelaksanaan Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen e Juta Juta Juta Juta - . -
Hidup pelak§a}naa_n Rehabilitasi Rehabilitasi Mapg_rove kecamatan, Dinas Cirebon Cirebon
Kabupaten/Kota rehabilitasi (2.11.03.2.03.4) pesisir Ketahe_man Pangan,
(2.11.03.2.03) Pert_anlan, dan
Perikanan Kota
Cirebon,, Forum
Siaga Bencana Kota
Cirebon, DPUTR
Koordinator: Dinas
Lingkungan Hidup
Kota Cirebon
Pendukung:
Bapelitbangda Kota
Jumlah Kkawasan Unit T_am_an Cirebor_w,BPKPD
Program Persentase Pelaksanaan Pengelolaan - Kehati Di Luar Pengelolaan Taman Kota Cirebon,
Pengelolaan peningkatan penghijauan dan | Keanekaragaman T_aman Kehati Kawasan Hutan Keanekaragaman DPUTR Kota APBD APBD
Keanekaragaman | 2.11.04 penataaan Taman | reboisasi untuk Hayati diluar kawasan yang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Hayati di Luar .161 .170 180 150 200 kec_amatar] Cirebon Dinas Kota Kota
Hayati o Keanekaragaman | mitigasi Kabupaten/Kota hgtan yang Dikelola Lingkup Kawasan Hutan Juta Juta Juta Juta Juta harjamuki Ketahanan Pangan Cirebon Cirebon
(KEHATI) Hayati bencana (2.11.04.2.01) ggi:}"tz"ag”gk“p Kewenangan (2.11.04.2.01.9) Pertanian, dan
Kabupaten/Kota Perikanan Kota
Cirebon, ,
Masyarakat, HIPMI
dan KADIN Kota
Cirebon (Dunia
Usaha)
Koordinator: Dinas
Lingkungan Hidup
Kota Cirebon
Jumlah Sarana, Jumlah Sarana Pendukung:, DPUTR
dan Prasarana dan Pengelolaan Sarana Kota Cirebon Dinas
yang kapasitasnya Prasarana dan Prasarana 50 60 70 80 kecamatan Ketahanan Pangan, APBD APBD
meningkat dalam Keanekaragaman 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Keanekaragaman 41 juta Juta Juta Juta Juta harjamukti Pertanian, dan Kota Kota
pengelolaan Havati van Hayati Perikanan Kota Cirebon Cirebon
keanekaragaman Dilzelol)a/\ 9 (2.11.04.2.01.07) Cirebon, ,
hayati (KEHATI) Masyarakat, HIPMI
dan KADIN Kota
Cirebon (Dunia
Usaha)
Pelaksanaan
kegiatan Koordinator: Dinas
verifikasi Lingkungan Hidup
Program lapangan dalam Verifikasi Kota Cirebon
Pengendalian Laporan verifikasi pemenuhan Lapangan untuk Pendukung: B,
Bahan Persentase teknis komitmen Memastikan BPBD Kota Cirebon,

Berbahaya dan pembinaan Pengelolaan Penyimpanan pengelolaan persetujuan/izin Pemenuhan 5 Kelurahan dan APBD APBD
Beracun (B3) 211.05 teknis limbah bahan Sementara limbah B3 untuk penyimpanan 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan Persyaratan 96 juta 100 110 120 130 Kecamatan kecamatan, , Kota Kota
dan Limbah o Pengelolaan berbahaya dan Limbah B3 kegiatan sementara dan Administrasi dan Juta Juta Juta Juta di kota Pelayanan kesehatan Cirebon Cirebon

Bahan Limbah beracun (B3) (2.11.05.2.01) penyimpanan pengumpulan Teknis cirebon di kota

Berbahaya dan B3 sementara limbah Limbah B3 Penyimpanan cirebon,Masyarakat,

Beracun B3 1. Laporan Sementara Limbah HIPMI dan KADIN
(Limbah B3) pembinaan B3 (2.11.05.2.01.2) Kota Cirebon (Dunia
Pengelolaan Usaha), DINKES,
Limbah B3 DKUMPP
2. Laporan surat
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Indikator Indikator Target Prakiraan Pagu
i i
Program NOFE? gnilf::;ur Program Kegiatan NOQ; e?;(::r:ur Kegiatan Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Nom&r;k?;::; S Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana :#m:fgn Kontribusi
9 (Hasil/Outcome) 9 (keluaran/output) 9 99
| 1 1l v \Y | 11 i 1\ \%
keterangan
persetujuan
rincian teknis tps
Limbah B3
Jumlah Dokumen
Hasil
Koordinasi &
Sinkronisasi
Pengelolaan
Limbah B3
dengan
Pemerintah dan
Pemerintah
Provinsi dalam
rangka
Pengangkutan, . s
Pemanfaatan, Koordinasi dan Kgordlnator. anas
- . Lingkungan Hidup
Pengolahan, Sinkronisasi -
Kota Cirebon
dan/atau Pengelolaan .
. : Pendukung: B,
Penimbunan Limbah B3 dengan ;
pelaksanaan Pengumpulan yang Pemerintah BPBD Kaota Cirebon,
pengumpulan Limbah B3 Dokumen - o 5 Kelurahan dan
Limbah B3 dalam 1 (satu) koordinasi hasil Bukan Menjadi 2 2 2 2 2 Provinsi dalam . 15 20 30 40 Kecamatan kecamatan, , APBD APBD
Kewenangan Rangka 13 juta - Kota Kota
dalam upaya Daerah pengumpulan Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen | Dokumen Juta Juta Juta Juta di kota Pelayanan kesehatan - -
: Pemda Pengangkutan, - - Cirebon Cirebon
pencegahan dan | Kabupaten/Kota | Limbah B3 cirebon di kota
A Kabupaten/Kota Pemanfaatan, -
kesiapsiagaan (2.11.05.2.02.2) cirebon,Masyarakat,
serta Pengolahan,
Pelaksanaan dan/atau HIPMI dan KADIN
Pengumpulan Penimbunan Kota Cirebon (Dunia
. Usaha), DINKES,
dan Penyimpanan (2.11.05.2.02.2) DKUMPP
sementara
Limbah B3 yang
Sesuai
dengan
Kewenangannya
1. dokumen
koordinasi dan
sinkrosisasi
dengan pemprov
2. Dokumen
pengelolaan
sampah spesifik
Penanganan
sampah melalui
pemilahan dan
pengolahan sampah
di instalasi
Penanganan pengolahan sampah
sampah melalui TPS3R, PDU, Koordinator: Dinas
Penanganan Jumlah pemilahan dan TPST, TPS, SPA, Lingkungan Hidup
Program Persentase sampah di Pengelolaan TPA/TPST pengolahan PSEL/PLTSa, 430 450 | 475 | 500 | 525 | Kecamatan | Kota Cirebon APBD APBD
Pengelolaan 21111 sampah yang TPA/TPST Sampan Regional yan sampah di 24 ton 24ton 24ton 24ton 24ton RDF, pusat juta Juta Juta Juta Juta Harjamukti | Pendukung: Kota Kota
Sampah terkelola . (2.11.11.2.01) d yang sampan P ! ! g: Cirebon Cirebon
Regional beroperasi instalasi pengomposan, Kelurahan,
pengolahan biodigester, Bank kecamatan
sampah di PDU, Sampah dan
fasilitas lainnya
sesuai dengan
peraturan
perundangan
(2.11.11.2.01.0017)
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Indikator Indikator Target Prakiraan Pagu
i i
Program NOFE? gnilf::ntur Program Kegiatan Nolg er;;::;ur Kegiatan Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Nom;r;k?;::; S Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana :#m:gn Kontribusi
9 (Hasil/Outcome) g (keluaran/output) 9 99
| 1 1l v \Y | 11 i 1\ \%
Pembinaan Jumlah SDM Penyu_luhan dan Peningkatan Peran K_oordlnator: D_mas
engelolaan dan | Pengelolaan Pelaksanaan pembinaan serta Masyarakat 5 Llngku_ngan Hidup APBD APBD
P . Pengelolaan dan masyarakat 40 45 50 55 60 85 90 95 80 Kecamatan | Kota Cirebon
pengendalian Sampah - dalam Pengelolaan - . Kota Kota
sampah di Kota | (2.11.11.2.01) Pengendalian dalam Kelompok | Kelompok | Kelompok | Kelompok | Kelompok Persampahan Juta Juta Juta Juta di kota Pendukung: Cirebon Cirebon
Cire‘t))on e Sampah Kota pengelolaan 211 1{)2 01.4) cirebon Kelurahan,
Cirebon persampahan o kecamatan,DISDIK
69 juta
Penyediaan Penyediaan Sarana
Sarana dan dan Prasarana - A
Prasarana Pengelolaan 2 5 2 2 Kota Eﬁ]ofl:?]ag'HDiéTjas APBD APBD
Pengelolaan 9 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit Persampahan di - - - o - gkung P Kota Kota
. Miliar | Miliar | Miliar | Miliar | Cirebon Kota Cirebon - -
Persampahan di TPA/TPST/SPA pendukund: DPUTR Cirebon Cirebon
TPAITPST/SPA Kabupaten/Kota g
Kabupaten/Kota (2.11.11.2.01.7) 78 juta
Penanganan
Penanganan sampah melalui
sampah melalui pengoperasian dan . L
- : Koordinator: Dinas
de pereherasn ot dan LURUR | Lingkungan Hicup | APBD | APBD
6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit Kota Cirebon Kota Kota
sarana dan prasarana Kecamatan Pendukung: Cirebon Cirebon
prasarana penanganan Harjamukti DISHUB,DPUTR
penanganan sampah
sampah di TPA (2.11.11.2.01.0015
) 35 3.7 3.8 39 4
milyar | miliar | miliar | miliar | miliar
Penanganan Penanganan
sampah melalui sampah melalui Koordinator: Dinas
pemrosesan akhir pemrosesan akhir TPA KOPI | Lingkungan Hidup APBD APBD
sampah di 53.093 53.196 53.196 53.196 53.196 sampah di 850 875 900 925 LUHUR Kota Cirebon Kota Kota
TPA/TPST Ton ton ton ton ton TPA/TPST Juta Juta Juta Juta Kecamatan | Pendukung: Cirebon Cirebon
kabupaten/kota kabupaten/kota Harjamukti | DISHUB,DAMKAR,
atau TPA/TPST atau TPA/TPST BPBD
Regional Regional 837
juta
Penanganan
Penanganan sampah melalui
sampah melalui P .
- pengoperasian dan - A
pengoperasian emeliharaan Koordinator: Dinas
dan pemeliharaan B e Kota Lingkungan Hidup | APBD APBD
sarana dan 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit - Kota Cirebon Kota Kota
prasarana Cirebon ; - -
prasarana enanganan Pendukung: Cirebon Cirebon
penanganan penang DISHUB
sampah (UPT sampah
(2.11.11.2.01.0015
PS) ) 35 3.7 3.8 3.9 4
miliar miliar | miliar | miliar | miliar
Penandanan Penanganan Koordinator: Dinas
g . sampah melalui Lingkungan Hidup APBD APBD
sampah melalui n engumpulan Kota Kota Cirebon Kota Kota
pengumpulan Persentase peng h P Cirebon dukuna: Cireb Cireb
sampah (211112010016 Eﬁg# B e e
71 71 71 71 (21111201, ) 38 3.9 4 4.1 4.2
Persentase | Persentase | Persentase | Persentase miliar miliar | miliar | miliar | miliar
Penanganan Koordinator: Dinas
Penanganan ) 53.003 53.196 53.196 53.196 53.196 sampah melalui Kota ngku_ngan Hidup APBD APBD
sampah melalui Ton ton ton ton ton pengangkutan Cirebon Kota Cirebon Kota Kota
pengangkutan (2.11.11.2.01.0012 | 4.2 4.3 4.4 45 4.6 Pendukung: Cirebon Cirebon
) miliar | miliar | miliar | miliar | miliar DISHUB,DPRKP
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9.4. Isu Strategis 4 Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi,

gempa bumi)

Target Prakiraan Pagu
Indikator Indikator
Program MBI T Program Kegiatan Nomenklatur Kegiatan Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Nomenkaltur £l Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana =10 2 Kontribusi
Program 5 Kegiatan Kegiatan Anggaran
(Hasil/Outcome) (keluaran/output)
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Koordinasi Koordinasi
Program Kegiatan Kegiatan Dokumen hasil Penyusunan Penyusunan
.+ | Koordinasi Kesesuaian glatan Koordinasi koordinasi Dokumen Dokumen Seluruh
Program Koordinasi . Koordinasi
dan Sinkronisasi dz_m o dokumen Renja Perencanaan Pe_:rencanaan perencanaan dan Perencanaan Perencanaan Perangkat ) APBD APBD
Sinkronisasi terhadap RKPD ; Bidang evaluasi bidang Pembangunan 5 6 4 4 4 Pembangunan Daerah Koordinator:
Perencanaan Bidang : - ] 25.199.241 25.829.222 26.604.098 27.402.221 28.224.288 . Kota Kota
Perencanaan Perangkat : Pemerintahan Perencanaan Daerah Bidang dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | Daerah Bidang Mitra BAPPELITBANGDA N .
Pembangunan . Pemerintahan A . . . Cirebon Cirebon
Daerah ( Pembangunan D_aerah Mitra dan dan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Bidang
Daerah Bidang PPPM Pembangunan Pembangunan Pembangunan (RPJPD, (RPJPD, RPIMD PPPM
5.01.03 Y 5.01.03.2.01 Manusia RPJMD dan dan RKPD)
RKPD) 5.01.03.2.01.01
Pelaksanaan Pelalfsar]aan
o Monitoring dan
Monitoring dan f
. Evaluasi
Evaluasi Seluruh
Penyusunan
Penyusunan Perangkat
Dokumen 4 4 4 4 Dokumen Daerah Koordinator: APBD APBD
4 laporan Perencanaan 25.425.125 26.060.753 26.842.576 27.647.853 28.477.289 . . Kota Kota
Perencanaan laporan laporan laporan laporan Mitra BAPPELITBANGDA X .
Pembangunan ] Cirebon Cirebon
Pembangunan Peranakat Daerah Bidang
Perangkat erang PPPM
Daerah Bidang Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
5.01.03.2.01.03
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen Seluruh
Perencanaan Perencanaan Peranakat
Pembangunan 9 10 8 8 8 Pembangunan Daera% Koordinator: APBD APBD
Daerah Bidang dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen Daerah Bidang 91.150.124 93.428.877 96.231.743 99.118.695 102.092.256 Mitra BAPPELITEANGDA Kota Kota
Pembangunan Pembangunan ] Cirebon Cirebon
] - Bidang
Manusia Manusia (RPJPD, PPPM
(RPJPD, RPJMD dan
RPJMD dan RKPD)
RKPD) 5.01.03.2.01.05
o
Monitoring dan ng
Evaluasi Evaluasi
Penyusunan Seluruh
Penyusunan Dokumen Perangkat
Dokumen 4 4 4 4 Perencanaan Daerah Koordinator: APBD APBD
Perencanaan 4 laporan laporan laporan laporan laporan Pembangunan 61.755.738 63.299.631 65.198.620 67.154.578 69.169.216 Mitra BAPPEL ITRANGDA Kota Kota
Pembangunan - Cirebon Cirebon
Perangkat Daerah Bidang
Perangkat -
- Bidang PPPM
Daerah Bidang
Pembangunan Pembangunan
Manusia Manusia
5.01.03.2.01.07
Koordinasi Koordinasi
Kegiatan Penyusunan Penyusunan
Kesesuaian Kegiatan glatan . Dokumen Dokumen Seluruh
. - Koordinasi Dokumen hasil
dokumen Renja Koordinasi o Perencanaan Perencanaan Perangkat
terhadap RKPD | Perencanaan g?;r;canaan kg?e::égﬁ?an dan | Pembangunan | 8 9 9 9 9 Pembangunan 116.015.265,63 | 118.915.647 | 122.483.117 | 126.157.610 | 129.942.338 Daerah Koordinator: QE&D QE&D
Perangkat Bidang Perekgnomian 2valuasi bidan Daerah Bidang dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | Daerah Bidang e R B B D Mitra BAPPELITBANGDA Cirebon Cirebon
Daerah Mitra Perekonomian dan SDA PPSDA 9 Perekonomian Perekonomian Bidang
Bidang PSDA dan SDA 501.03.2.02 (RPJPD, (RPJPD, RPIMD PSDA
e RPJMD dan dan RKPD)
RKPD) 5.01.03.2.02.01
Pelaksanaan Pelalfsaqaan
Monitoring dan Monltor_mg dan
. Evaluasi
Evaluasi Seluruh
Penyusunan Penyusunan Perangkat
Dokumen 4 4 4 4 Dokumen Daerah Koordinator: APBD APBD
Perencanaan 4 laporan laporan laporan laporan laporan Perencanaan 71.016.996,88 72.792.422 74.976.194 77.225.480 79.542.245 Mitra BAPPEL ITBANGDA K_ota K_ota
Pembangunan ] Cirebon Cirebon
Pembangunan Bidang
Perangkat Daerah
Perangkat Bidan PSDA
Daerah Bidang kg .
Perekonomian Perekonomian
5.01.03.2.02.03
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan
Penyusunan
Dokumen Seluruh
Dokumen Perencanaan Perangkat
Perencanaan . . APBD APBD
Pembangunan | 8 8 6 6 Pembangunan 46.350.42313 | 47.509.184 | 48934459 | 50402493 | 51.914.568 Daersh | Koordinator: Kota Kota
- dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | Daerah Bidang Mitra BAPPELITBANGDA y .
Daerah Bidang . Cirebon Cirebon
SDA (RPIPD SDA (RPJPD, Bidang
! RPJMD dan PSDA
RPJMD dan
RKPD) RKPD)
5.01.03.2.02.05
Pelaksanaan 4 4 4 4 Pelaksanaan Seluruh Koordinator: APBD APBD
Monitoring dan 4 laporan laporan laporan laporan lanoran Monitoring dan 46.544.788,75 47.708.408 49.139.661 50.613.851 52.132.266 Perangkat BAPPELITBANGDA Kota Kota
Evaluasi P p p p Evaluasi Daerah Cirebon Cirebon
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Target

Prakiraan Pagu

Indikator Indikator
Program N AT LY Program Kegiatan Norr]enklatur Kegiatan Sub-Kegiatan Capaian Tahun Ke Nomenkaltur st Capaian Tahun Ke Lokasi Pelaksana ST 7 Kontribusi
Program . Kegiatan Kegiatan Anggaran
(Hasil/Outcome) (keluaran/output)
2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Penyusunan Penyusunan Mitra
Dokumen Dokumen Bidang
Perencanaan Perencanaan PSDA
Pembangunan Pembangunan
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah Bidang Bidang SDA
SDA 5.01.03.2.02.07
Koordinasi Koordinasi
Kesesuaian Kegiatan Dokumen hasil Penyusunan Penyusunan
dokumen Renja Kegiatan gatan S Dokumen Dokumen Seluruh
terhadap RKPD Koordinasi Koordinasi koordinasi Perencanaan Perencanaan Perangkat
Pera”g‘?at Perencanaan Eei(rjzr:]canaan Bveluasi g?;agan Pembangunan | 7 6 6 6 6 Pembangunan 114.244.96250 | 117.101.087 | 120614.119 | 124232543 | 127.950519 Daerah | Koordiatr QE&D QE&D
Daerah Mitra Bidang 9 9 Daerah Bidang dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | Daerah Bidang e T R B R Mitra BAPPELITBANGDA X .
: Infrastruktur dan | Perencanaan . Cirebon Cirebon
Bidang Infrastruktur dan - Infrastruktur Infrastruktur Bidang
- Kewilayahan Infrastruktur dan
Infrastruktur dan | Kewilayahan 5.01.03.2.03 Kewilayahan (RPJPD, (RPJPD, RPIMD PIK
Kewilayahan e Y RPJMD dan dan RKPD)
RKPD) 5.01.03.2.03.01
Pelaksanaan Pelalfsan_aan
e Monitoring dan
Monitoring dan h
. Evaluasi
Evaluasi Seluruh
Penyusunan Penyusunan Perangkat
Dokumen 4 4 4 4 Dokumen Daerah Koordinator: APBD APBD
Perencanaan 4 laporan laporan laporan laporan Japoran Perencanaan 60.936.250,00 62.459.656 64.333.446 66.263.449 68.251.353 Mitra BAPPELITEANGDA Kota Kota
p p p p Pembangunan ] Cirebon Cirebon
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perangkat erang PIK
Daerah Bidang Bidang
Infrastruktur Infrastrukdur
5.01.03.2.03.03
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen Seluruh
Perencanaan Perencanaan Perangkat
Pembangunan | 5 6 4 4 4 Pembangunan 73.625.698,75 | 75.466.341 | 77.730.331 80.062.241 82.464.109 Daera?‘ Koordinator: QEED QEE{D
Daerah Bidang dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | Daerah Bidang e e e R B Mitra BAPPELITBANGDA Cirebon Cirebon
Kewilayahan Kewilayahan Bidang
(RPJPD, (RPJPD, RPIMD PIK
RPJMD dan dan RKPD)
RKPD) 5.01.03.2.03.05
Pelaksanaan
Pelaksanaan Monitoring dan
Monitoring dan ng
. Evaluasi
Evaluasi P Seluruh
Penyusunan enyusunan Perangkat
Dokumen 4 4 4 4 Dokumen Daerah Koordinator: APBD APBD
Perencanaan 4 laporan laporan laporan laporan Jaoran Perencanaan 89.430.250,63 91.666.007 94.415.987,10 | 97.248.466,71 | 100.165.920,71 Mitra BAPPELITBANGDA Kota Kota
P P P P Pembangunan : Cirebon Cirebon
Pembangunan Bidang
Perangkat Daerah
Perangkat Bidang PIK
Eg&ﬁzy%ﬁ;ng Kewilayahan
5.01.03.2.03.07
Fasilitasi, Fasilitasi
Penelitian dan Penelitian dan %emizgnz‘:\%latan ZgLaléf/iRS:i Pelaksar)aan da_n.
Program Pengembangan E?ggr?mbangan Bidang Penelitian dan 5;’:';:;' epﬁ]nbe;:'::]
Program Penelitian Penelitian dan Persentase Bidang 9 Penyelenggaraan Pengembangan . 9 ng . . APBD APBD
dan Pengembangan Pengembangan | kelitbangan yang | Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Bidang 1 laporan - - - - Bidang Ketertiban 50.000.000 - - - - Kota Koordinator: Kota Kota
S . Pemerintahan " i dan Ketentraman RS Cirebon BAPPELITBANGDA . n
Daerah Daerah dihasilkan Pemerintahan dan Penakaiian Pengkajian Ketertiban dan Umum dan Cirebon Cirebon
5.05.02 dan Pengkajian gra) Peraturan sesuai Ketentraman -
Peraturan Perlindungan
Peraturan Pedoman Umum dan
5.05.02.2.01 . X Masyarakat
Kelitbangan Perlindungan 5.05.02.2.01.06
Masyarakat e
Persentase
dokumen Rencana Rencana Jumlah Dokumen
Program perencanaan Perlindungan Perlindungan Telaahan . Pengendalian Koordinator: Dinas
PROGRAM Perencanaan lingkungan dan dan Kebijakan yang Pengendalian Pelaksanaan Lingkungan Hidup APBD APBD
PERENCANAAN X . Pelaksanaan 1 1 1 1 1 . . . . . Kota .
LINGKUNGAN Ll'ngkungan yang dl_gunakan Pgngelolaan Pgngelolaan Telah ) RPPLH dokumen dokumen | dokumen | dokumen | dokumen RPPLH 192 juta 200 juta 200 juta 200 juta 200 juta Cirebon Kota Cirebon Kpta Kpta
HIDUP Hidup sebagai Lingkungan Lingkungan Mengakomodir Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pendukung: Cirebon Cirebon
2.11.02 bahan rencana Hidup (RPPLH) Hidup (RPPLH) RPPLH P (2.11.02.2.01.0002) Bapelitbangda
pembangunan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
berkelanjutan
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LAMPIRAN 2 PETA SPASIAL PROGRAM

riovy

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 1 MASIH KURANGNYA PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

VMNTE

Penyuluhan kepada masyarakat yang
berada di kawasan potensi rawan bencana

1. Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman
Bencana (SPAB) 2. Tagana Masuk Sekolah

| Pengadaan Sistem Peringatan Dini

Pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum
sosial dan ekonomi pada organisasi

Penyediazan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupzaten/Kota

Penyedizan layanan kesehatan untuk UKP
Rujukan,UKM dan UKM rujukan tingkat daerah
1=0/ko13

Upayz penanganan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum pada area terjadinyz bencana
melzlui Giat Siaga Sencana 112 Sabtu - Minggu dan
Gizt Tanggap Bencana

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.01

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota {1.04.02.2.03)

Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukaiman Kumuh Dengan Luas
Dibawah 10 {Sepuluh) Ha

Penerbitan izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman

Pengelolaan informasi dan komunikasi
publik pemerintah daerah kabupaten/kota

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

“KabJ(tﬂ)\ingan
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Kelutahan
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o Keluraha
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Panjunan \{*~~2 .
.~/DE
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Kab. Cirebon

Legenda

Batas Administrasi
s Dmos Kecamatan

Saxtas Kefurahan
— S K

Jaringan Jalan
w—an Arteri Primes

Julan Kakekior Prever V”"“Mﬁ,\/

[
Jatan Kolektor Sekunder 3 \ Y /
| -‘\
Inan Lisgkungan | f
/ ke
Julan Lokl Prvvey f \]
Jalan Lokal Sekunder \ v
{ bt C o
— i ol :-« N !
o Jatngen Jalur Kerota Ap Antarkota ?—--- N g e
— Sungs j\ i

— High : 0,945387

W Low : 3,28

Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas Ad

Unit Grid:
Geografis : nterval Antar Gnid 5 Menit
UTM :Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hilishade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020

Catatan :
Penggambaran batas adgmmistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi
resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

Sumber

- Batas Wilayah Permendagn No. 75 Tahun 2018

- Batas Witayah PPBW BIG edisi November 2022

-Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031

-Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan
menggunakan data DEMNAS, DAS, dan Jaringan Sungal

- Detail kiasfikasi dan parameter dapat dilhat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2018

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 2 KESADARAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH YANG DIRASAKAN MASIH BELUM

OPTIMAL UNTUK MENGATASI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS

VEMTE

penyelamatan dan evakuasi penyelamatan
korban kebakaran dan non kebakaran

pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana,
pencegahan kebakaran dan alat pelindung
diri

pengelolaan sistem komunikasi dan
informasi kebakaran dan penyelamatan
KIKP)

perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial Xzbupaten/Kota

Pertanian Kabupaten/Kota

I Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

“
(l
|
5
?
|\.
t\‘
h\.
.
\\
Kab. Cirebon
Kab. ingan
§
% ER
Legenda
Ibukota Catatan :

Penggambaran batas admmnistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referens:
resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

Sumber

- Batas Wilayah Permendagn No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
-Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan

0 10 20 40 80 80 menggunakan data DEMNAS, DAS, dan Jaringan Sungal

- Detail klasHikasi dan parameter dapat dilhat pada Kajlan Risiko Bencana BNPS Tahun 2019

. Kantor Lusshy
=

Batas Administrasi
s Dos Kecamatan
Satas Kefurahan

— 5 KA

Kilometers
Jaringan Jalan hial
a

w—an Arteri Prames

Jalns Kolekise Prims }\ﬁ 1:60.000 pada ukuran kertas A4

Jatan Kolektoe Sekurder ~ A G / Unit Grid:
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Jalin Lokal Sekunder 3 — J Unit Datum:

—aan ol AN y o WGS 84 PHprone
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o High : 0,945387 \LL Badan Penanggulangan Bencana Daerah
. Peta Dasar

WSS Low:3.20 S ..L A Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 3 BELUM OPTIMALNYA RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN PESISIR UNTUK
PENANGANAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRAI SERTA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

VNTE

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kota Cirebon

Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi
untuk mitigasi bencana

-\ \ N
\ Kelurahan '~ [° ‘\{‘\/
Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan /Kggwm e 2
beracun (B3) \ ¥
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Kc!u\nhln 3
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Penanganan sampah di TPA/TPST Regional
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HTE
Legenda
ibukota u Catatan :
Penggambaran batas adgmmistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi
@ )\_\/‘\ resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan
Lntor Cavat
. ) Sumber
Keator Lwsh v— - Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
: - Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
Batas ‘hi""m' e -Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Witayah Tahun 2011-2031
=== Bmes Kecamman e Pl B -Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan
Batas Kefurahan ‘*1\”‘/ o 10 20 40 B0 20 menggunakan data DEMNAS, DAS, dan Jaringan Sungal
— Ealns Kotn ] o Kilometers - Detail kiasdikasi dan parameter dapat dilhat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2018
Jaringan Jalan 2
= Skala
ool e T ot
Jatan Kolekior Sekunder = ‘, 2~1 / g" Gfiﬁdl —
-4 BN ografis - nterval Antar Grid 5 Menit
BT ;-' / 2 ’r UTMg~ Zona 49 S
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Jalin Lokal Sekunder 3 — ey Unit Datum:
—aan T A ) B WGS 84 o
. N /
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v Gambar Latar : N 2
s e . \ 3 obar LU o s s Pemerintah Kota Cirebon
mam High : 0945387 V"x\ Badan Penanggulangan Bencana Daerah
/ -, L Peta Dasar
WSS Low: 329 :\1::-' ....L_ Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG YANG BELUM
MEMPERHATIKAN PRINSIP DAN TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA PRIORITAS

VML
2 \
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan '

Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota

Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
5.01.03.2.01

Kegiztan Koordinasi Perencanazan Bidang
Perekonomian dan SDA 5.01.03.2.02

| Kelurahan \
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n
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arjamukyi l
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Kab. Cirebon
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Legenda
bukota Catatan :

Penggambaran batas admnistrasi dan nama gecgrafi, tidak dapat digunakan sebagai referens:
resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

@.lm Carat
Y-

Batas Administrasi
s Daos Kecamatan

Sumber

- Batas Wilayah Permendagn No. 75 Tahun 2018

- Batas Witayah PPBW BIG edisi November 2022

-Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031

- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan
menggunakan data DEMNAS, DAS, dan Jaringan Sungal

- Detail klasHikasi dan parameter dapat dilhat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2018

Batas Kefurahan

— S K

Kilometers
Jaringan Jalan .
Pranes a
AR 1:60.000 pada ukuran kertas A4
Jalan Kok kior Prever

Jatan Kolektor Sekunder Unit Grid:
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 1 MASIH KURANGNYA PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

Penyuluhan kepada masyarakat vang
berada di kawasan potensi rawan bencana

1. Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman
Bencana (SPAB) 2. Tagana Masuk Sekolzh

I Pengadaan Sistem Peringatan Dini

Pemberdayaan perempuan bidans politik hukum
sosial dan ekonomi pada organisasi

Penyedizan Layanan bagi Anak yans Memerlukan
Perlindunean Khusus yanz Memerlukan Koordinasi
Tingkat D3erah Kabupaten/Kota

Penyedizan layanan kesehatan untuk UKP
Ruiukan UKM dan UKM ruiukan tingkat daeran

Jkoia

Upayz penanganan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum pada arez terjadinys bencana
melzlui Giat Siaga Bencana 112 Sabtu - Minggu dan
Gizt Tangeap Bencana

Pelaksanaan Manajemen dan Rekavasa

Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi

—~

.
-~

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota {1.04.02.2.03

.

Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukaiman Kumuh Dengan Luas
Dibawah 10 (Sepuluh) Ha

B Penerbitan izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman

)
rwos

Pengelolaan informasi dan komunikasi
ublik pemerintah daerah kabupaten/kota

Kab. Cirebon

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

m—
L)
L
VEMHTE
Legenda
Ibukota Catatan :

Penggambaran batas admmistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi
resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

@lhu Carut
Q -oin

Batas Administrasi
s Dos Kecamatan

Sumber

- Batas Wilayah Permendagn No. 75 Tahun 2018

- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022

- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 20112031

-Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), d &
menggunakan data DEMNAS, Tutupan Lahan dan Curah Hujan

- Detail klasfikasi dan parameter dapat dilhat pada Kajlan Risiko Bencana BNPB Tahun 2018
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 2 KESADARAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH YANG DIRASAKAN MASIH BELUM
OPTIMAL UNTUK MENGATASI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS

penyelamatan dan evakuasi penyelamatan
korban kebakaran dan non kebakaran

pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana,
pencegahan kebakaran dan alat pelindung
diri

pengelolaan sistem Komunikas! dan
informasi kebakaran dan penyelamatan

{SKIKP)

perlindungzn Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial Xabupaten/Kota

Pengendalizn dan Penanggulangan Bencana
Pertanian Xabupaten/Kota
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Legenda
Ibukota Catatan :

Penggambaran batas admmistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referens:
resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

@.lm Carat
. Kantor Lussty

Batas Administrasi

Sumber
- Batas Wilayah Permendagn No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022

- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
w— s Dos Kecamatan

-Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), d denga
—~ Bates Kefurshan menggunakan data DEMNAS, Tutupan Lahan dan Curah Hujan
— s Koth Kilometers - Detail kiasdikasi dan parameter dapat dilhat pada Kajlan Risiko Bencana BNPB Tahun 2018
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 3 BELUM OPTIMALNYA RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN PESISIR UNTUK
PENANGANAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRAI SERTA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

VENTE

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kota Cirebon

Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi
untuk mitigasi bencana

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3)

Penanganan sampah &i TPA/TPST Regional

PR P

,J\."N

visTy

)
rus
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Legenda
Ibukota

@'lm Cavat
. Kantor Lurshy

Catatan :

Penggambaran batas admmnistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi
resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

Sumber
- Batas Wilayah Permendagr No. 75 Tahun 2018

£ : - Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
S hamise) -Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 20112031
=== 8umes Kecomman -Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan
—~ Bates Kefurahan 0 10 20 40 80 80 menggunakan data DEMNAS, Tutupan Lahan dan Curah Hujan
— Ealns Koty Kiometers - Detail klasHikasi dan parameter dapat dikhat pada Kajlan Risiko Bencana BNPB Tahun 2018
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG YANG BELUM
MEMPERHATIKAN PRINSIP DAN TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA PRIORITAS

VEMNTE

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Xota

Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
5.0103.2.03

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
5.01.03.2.01

Kegiztan Koordinasi Perencanaan Bidang
perckonomian dan SDA 5.01.03.2.02
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Legenda
Ibukota

@.lm Camat
. Kantor Lursty

Batas Administrasi
— s Dos Kecamatan

Catatan :
Penggambaran batas adgmmnistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi
resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

Sumber

- Batas Wilayah Permendagn No. 75 Tahun 2018

- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022

- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031

- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan
menggunakan data DEMNAS, Tutupan Lahan dan Curah Hujan

- Detail klasfikasl dan parameter dapat dikhat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2018
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 1 MASIH KURANGNYA PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

Pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum
sosial dan ekonomi pada organisasi

[Qasyeraxaian yenanessn Kabupaten/xota

Penyedizzn Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Dasrah Kabupaten/Kota

Penyedizzn layanzan kesehatan untuk UXP
Rujukan,UKM dan UKM rujukan tingkat daerah

Upayz penanganan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum pada area terjadinyz bencana

melalui Giat Siaga Bencana 112 Sabtu - Minggu dan
Gizt Tanggap Bencanz

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi

pat:

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota {1.04.02.2.03

Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukaiman Kumuh Dengan Luas
Dibawah 10 {Sepuluh) Ha

| Penerbitan Izin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Permukiman
Pengelolaan informasi dan komunikasi
publik pemerintah daerah kabupaten/kota

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

il

Legenda
Ibukota Catatan :
Penggambaran batas admmnistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunak: bagal refe
@wwc“ resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan
Sumber :
. Kantor Lursh - Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun menggunakan data dasar
RTRW Prov. Jawa Barat. Penyusunan Bahaya menggunakan data FABDEM, Sungai,
Batas Administrasi dan Daerah Aliran Sungai,
s Gatas Kecamaton - Detail metodologl dan klasifikasi parameter dapat ddihat pada buku
e Gutss Keksshan Kajian Risiko Bencana BNPE tahun 2019
BT RR - Peta Kapan Risiko Bencana Gempabumi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Jaringan Jalan Kiceneters
w—Jatan Artey) Prmer Skala
e Jaan Kesmhior Preves 1:60.000 pada ukuran kertas A4
Jatan Kolakior Sekinder Unit Grid:
— Jaan Lingeungan Geografis - nterval Antar Grid 5 Menit
s o0 Lokl Prbtind UTM :Zona 49 S
dwan Lokl Sekunder Unit Datum:
s—lglan Tol WGS 84
e Jaregen Jakr Kereta Agd Antarkots
8 Gambar Latar :
— Sunga : Pemerintah Kota Cirebon
Hilishade- DEMNAS dan BATNAS BIG
Rideka Bahays Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-— Peta Dasar :
B v 0128304 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2019
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 2 KESADARAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH YANG DIRASAKAN MASIH BELUM

OPTIMAL UNTUK MENGATASI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS

WVEMTE

penyelamatan dan evakuasi penyelamatan
korban kebakaran dan non kebakaran

pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana,
pencegahan kebakaran dan alat pelindung
diri

pengelolaan sistem xomunikas! dan
informasi kebakaran dan penyelamatan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial Xabupaten/Kota

Pengendalizn dan Penanggulangan Bencana
Pertanian Xzbupaten/Kota

Legenda
Ibukota Catatan :
Penggambaran batas admmnistrasi dan nama geografi, tidak dapat digunak bagai refe
@,.W Camat resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan
Sumber .
. Kantor Lursh - Pengolahan data dengan Sistem Info | Geografis (SIG), di menggunakan data dasar
RTRW Prov. Jawa Barat. Peny Bahaya menggunakan data FABDEM, Sungai,
Batas Administrasi dan Daerah Aliran Sungai,
— Gatas Kocamaton - Detail metodologl dan klasifikasi parameter dapat ddihat pada buku
s g Kakrsban Kajtan Risiko Bencana BNPB tahun 2019
— e - Peta Kajan Risiko Bencana Gempabumi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Jaringan Jalan
w—Jeian Artey) Prmet
e Jaan Kewktor Premer 1:60.000 pada ukuran kertas A4
Jatan Kolekior Sekunder Unit Grid:
— A Lingungan Geografis : nterval Antar Grid 5 Menit
s Ain Lol P UTM : Zona 49 S
Jalan Loksl Sekunder Unit Datum:
s—lglan Tol WGS 84
+on Janngan Jakr Kereta Agd Antarkots
— Gambar Latar : P
Sungen : emerintah Kota Cirebon
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG
indeks Bahaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-— Peta Dasar :
B o 0126304 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2019
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 3 BELUM OPTIMALNYA RESTORAS| EKOSISTEM DI KAWASAN PESISIR UNTUK
PENANGANAN GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRAI SERTA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

VEMNTE

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kota Cirebon

Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi
untuk mitigasi bencana

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3)

Penanganan sampah &i TPA/TPST Regional

VEHTE
Legenda
Ibukota Catatan :
Penggamb batas adgmmni i dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi
@.wc“ resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan
Sumber .
. Kantor Lurah - Pengolahan data dengan Sistem Info i Geografis (SIG), disusun menggunakan data dasar
RTRW Prov. Jawa Barat. Peny Bahaya menggunakan data FABDEM, Sungai,
Batas Administrasi dan Daerah Aliran Sungai.
s Datas Kecamatan - Detail metodologl dan klasifikasi parameter dapat ddihat pada buku
i ki Watiehas Kajian Risiko Bencana BNPB tahun 2019
ey Bl - Peta Kapan Risiko Bencana Gempabumi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Jaringan Jalan
w—Jotan Artes) Pnmet
e Jaan Kesohior Provees 1:60.000 pada ukuran kertas A4
Jatan Kolekior Sekunder Unit Grid:
— Jaan Linpkungan Geografis - nterval Antar Grid 5 Menit
e St Lokd PrIRS¢ UTM : Zona 49 S
N Lot Jannder Unit Datum:
+ Jarngan Jak Kereta As Antarkols
y Gambar Latar :
— Sunga Pemerintah Kota Cirebon
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG
indeks Bahaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peta Dasar -
B ow 0120304 Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2019
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PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI KOTA CIREBON
ISU STRATEGIS 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG YANG BELUM
MEMPERHATIKAN PRINSIP DAN TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA PRIORITAS

=R

Perlindungan dan
Lingkungan Hidup {RPPLH)
Kabupaten/Xota
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
Kegiatan Koordinasi Perencanaan RBidang
infrastruktur dan Kewilayahan

il i Pt Bidang
Pemerintanan dan Pembanguna:
5.0103.201

Kagiatan Koerdings Perancanaan Bidang
Berekcnomian dan SOAS.0103.2.02

s

Catatan :
Penggambaran Datas admnstas: 430 nama geogral tak Gapat dgunakan sebagd: re'erens:
fesmi mangena DAIAs sesungguNnyd & l3DaNgaR

Sumber

- Pengolghan data dengan Sistem informay Geograts (SIG1 disusun menggunakan data dasar
RIRW Prov Jawa Baral Penyusenan Bahaya mengguneban data FABDEM. Sungai
dan Daerar Aran Suags

- Detet dar slasias paamels dacal dAnat 5eda buky
Kayan Reko Bercana SNPE taban 2012

- Peta Kazan Risho Sencana Gempatum Provins Jawa Sacat Tanun 2022

Seala
VBO0LC pads skutan kermas A4

Unit Gnd:
Geografis - mterval Antar Gng § Ment
UT™M Zona 49 S

: T Ao
Bembebamer e Pemerintah Kota Cirebon
. = BT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2 wg 250600 BIG, 2019
153 . i WALI KOTA CIREBON,
5A) M
r-3

ttd,

EFFENDI EDO



